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LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185
huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

1.

Pasal S ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan
Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum.

3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

4. Persetuyjuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai
dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk
digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta
termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daeral:.
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Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan
pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam
bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat
pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah
keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan
Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan vang
waiib dilengkapi dengan Amdal.

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan
pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-
UPL.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas
Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau
Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL.

Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas
yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona
Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap
Lingkungan Hidup.

Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan
pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.

Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup
yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.

14. Formulir . .
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Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.

Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup
kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup yang
merupakan hasil pelingkupan.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnva
disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap
Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana
Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang
selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan
dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
berada dalam kawasan yang sudah memilki Amdal
kawasan.

Rencana  Pemantauan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan
kompeonen Lingkungan Hidup yang terkena dampak
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang
selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemaiitauan
komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
berada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdal
kawasan.

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah
lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk
melakukan uji kelayakan.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang
dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk
melakukan uji kelayakan

Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem
kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang
yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi
dan manajemen Lingkungan Hidup.

24. Pelaku . ..
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Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan vada
bidang tertentu.

Instansi  Pemerintah adalah kementerian/ iemnbaga
pemerintah nonkementerian/instansi Pemerintah Daerah
yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang seianjutnya
disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak
Penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan
sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Dokumen  Pengelolaan Lingkungan Hidup vyang
selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi
dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk
digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran Lingkungan Hidup adalash masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan
Hidup yang telah ditetapkan.

Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik,
kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang
melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayvati Lingkungan
Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan
Lingkungan Hidup.

Penanggulangan  Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau
proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya
sistematis dan terpadu vang dilakukan untuk menjaga
Mutu Air.

33. Daerah . . .
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Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS
adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT
adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis,
seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
tanah berlangsung.

Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah
baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat
hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan
tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan
parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk
hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus
ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya di dalam air.

Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada
waktu fertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang
ditetapkan.

Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses
dalam suatu kegiatan.

Baku Mutu Air Limbah adalalh ukuran batas atau kadar
unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan
dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari
suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

42. Udara . . .



SK No 084508 A

42.

43.

44,

45.

46.

47.

438.

49.

50.

S51.

ofy
5
%‘a .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

27 -

Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi
pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah
yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan
berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk
hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.

Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu
dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji
berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalal upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga
Mutu Udara.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang
selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang
memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.

Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang
selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi
dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Udara.

Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen
lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

Sumber Pencemar Udara adalah setiap kegiatan manusia
yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Udara
Ambien.

Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya
zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara
Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku
Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara
yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.

Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari
kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya
ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai
potensi Pencemaran Udara.

52. Beban . ..
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Beban Emisi adalah jumlah Pencemar Udara yang
dibuang oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke Udara
Ambier:.

Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara
maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan
ke dalam Udara Ambien.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut adalah upaya
sistematis dan terpadu yang diiakukan untuk menjsga
Mutu Laut.

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang
menghubungkan daratan dengan daratan dan bhentuk-
bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan
geografis dan ekclogis heserta segenap unsur terkait, dan
yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan hukum internasional.

Air Laut adalah air yang berasal dari Laut atau samudera
yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengan 20 practical
salinity unit (psu) atau lebih dari 30 psu.

Mutu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu dan
tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan
parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar
makhluk ludup, zat, energi, atau komponen yang ada
atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah
ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang cleh
Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan
fungsinya.

Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga
kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan Laut tidak sesuai lagi dengan
Baku Mutu Air Laut.

61. Kerusakan . ..
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Kerusakan Laut adalah perubahan langsung dan/atau
tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati Laut yang melampaui kriteria baku kerusakan
yang telah ditetapkan.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau
penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran Laut
dan/atau Kerusakan Laut.

Status Mutu Laut adalah tingkatan Mutu Laut pada lokasi
dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan Baku Mutu
Air Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem
Laut.

Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di
dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri
dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil
lain yang hidup dalam koloni.

Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi
khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi
pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau
lumpur berpasir.

Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dan
tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang,
daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara
generatif dan vegetatif.

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disingkat B3 adalah zat, energi, dar./atau komponen lain
yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup,
dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan,
serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup
lain.

Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan yang mengandung B3.

70. Limbah . . .
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Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang
selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan
karakteristik Limbah B3.

Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity
Characteristic Leaching Procedurel yang selanjutnya
disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk
memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.

Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya disebut
Uji Toksikologi LDso adalah uji hayati untuk mengukur
hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan
kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh
persen) respon kematian pada populasi hewan uji.

Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan
karakteristik Limbah B3.

Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3
yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai
Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu
pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.

Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau
pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada
kemasan langsung Limbah B3.

Ekspor Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah
B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Notifikasi Ekspor Limbah B3 adalah pemberitahuan
terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada
otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan
perpindahan lintas batas Limbah B3.

Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau
penimbunan.

Dumping (Pembuangan) adaiah kegiatan membuang,
menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau
bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi
tertentu  dengan persyaratan tertentu ke media
Lingkungan Hidup tertentu.

80. Pengurangan . .
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Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil
Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau
mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3
sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena
Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3.

Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum
dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan
Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.

Pengangkut Limbah B3 adalah badan wusaha vang
melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Pemanfaat Limbah B3 adalah badan wusaha yang
melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegilatan Penimbunan Limbah B3.

Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan
Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3
dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang
dihasilkannya.

Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan
Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan
kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3.

Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan
kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang
bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk
yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku,
bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi
kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi
dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat
racun.

Penimbunan Lirnbah B3 adalah kegiatan menempatkan
Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud
tidak membahayakan  kesehatan manusia dan
Lingkungan Hidup.

92. Sistem . . .
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Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian
keadaan darurat yang meliputi pencegahan,
kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan
Pengelolaan Limbah B3.

Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah
atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai
standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha
dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-
undangan.

Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat
SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan
mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

Pejabat Fungsional adalah adalah pegawai negeri sipil
yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi
Pemerintah.

Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melakukan Pengawasan dan/atau
penegakan hukum Lingkungan Hidup.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara
langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau
menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta
peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

99. Sanksi . ..
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Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum
administrasi yang bersifat pembebanan
kewajiban/perintah  dan/atau penarikan  kembali
keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar
ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepaia daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

o p

o o o

Persetujuan Lingkungan,;

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;

f. Pengelolaan . .
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Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3;

dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup:

Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
pembinaan dan Pengawasan; dan

pengenaan Sanksi Administratif.

BAB Il
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau
Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak
penting terhadap lingkungan.

Persetujuan Lingkungar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi
Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui:

a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau

b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan
Formulir UKL-UPL.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

(6) Dalam . . .
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Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha
dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang
eksisting.

Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah
melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca
operasi.

Pasal 4

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak
terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

a.
b.

C.

(3)

Amdal;
UKL-UPL; atau
SPPL.

Pasal 5

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap
Lingkungan Hidup.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:

a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau

b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi
Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam
dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan
lindung.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada
di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-iuindangan.

(4) Rencana . . .



SK No 097437 A

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

@@tfﬁﬁ
%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya
berbatasan langsung dengan kawasan lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi
Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung
dengan batas kawasan lindung; dan/atau

b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi
dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan
lindung tersebut.

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta
arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya dengan melampirkan ringkasan
pertimbangan ilmiah.

Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan
dan memberikan arahan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan berupa:

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi
fungsi kawasan lindung; atau

b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak
mempengaruhi fungsi kawasan lindung.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting;

b. jenis . . .
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b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi
Usaha dan/atau Kegiatan dilakzukan di luar
dan/atau tidak Dberbatasan langsung dengan
kawasan lindung; dan

o

termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang dikecualikan dari wajib Amdali.

Pasal 7

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ wajib
dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup
dan tidak termasuk daiam kriteria wajib UKL-UPL.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Jjenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;

b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro
dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting
terhadap Lingkungan Hidup; dan/atauw

¢c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 8

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiiiki Dampak
Penting terhadap Lingkungan Hidup vang wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri
atas:

a.
b.

pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan
maupun yang tiduk terbarukan;

proses dan kegiatan yang secara potensial dapat
menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan
kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

proses dan kegiatan yang hasilaya dapat mempengaruhi
iingkungan alarn, lingkungan bnatan, serta lingkungan
sosial dan hudaya:

€. Proses . . .
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proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi
peiestrarian kawasan konservasi sumber daya alam
dan/atau perlindungan cagar budaya;

introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad
renik;

pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau
mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai
potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungar: Hidup.

Pasal 9

Menteri melakukan evaluasi terhadap jenis rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan SPPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit
setiap S (lima) tahun sekali.

(1)

Pasal 10

Kewajiban memiliki Amdai sebagaimana dimaksud dalam
Pasali 5 ayat (2) dikecualikan bagi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang:

a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada
pada kabupaten/kota yang memiliki rencana detail
tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian
Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada
pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana
kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian
Lingkungan hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakarn secara komprehensif dan rinc: sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. prograr . . .
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c. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau
program berupa rencana induk yang telah
dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup
strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara
komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di
dalam dan/atau berbatasan langsung dengan
kawasan lindung yang dikecualikan;

e. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka
penelitian dan bukan untuk tujuan komersial,

f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di
dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal
kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan vang berada di
dalam kawasan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di
dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL
rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan
dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

h. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;

i.  dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani
Perizinan Berusaha; dan/atau

] rencana Usaha dan/atau Kegiatan  selain
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
a, yang berbatasan langsung atau berada dalam
kawasan lindung, vyang telah mendapatkan
penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi
yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
pengelolaan kawasan lindung.

(2) Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c

diselenggarakan dengan pendekatan holistik, integratif,
tematik, dan spasial.

(3) Rencana . . .

SK No 097401 A



SK No 097402 A

(3)

(1)

(2)

2,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20 -

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan
panas bumi yang tidak diikuti dengan Usaha
dan/atau Kegiatan pendukung yang
skala/besarannya wajib Amdal,

b. penelitian dan pengembangan nonkomersial di
bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu
fungsi kawasan lindung;

c. kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian
kawasan lindung;

d. kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan
keamanan negara yang tidak memiliki Dampak
Penting rerhadap Lingkungan Hidup;

e. kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting
terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau

f.  budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan
luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung
kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah.ini.

Pasal 11

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf f, dan huruf j wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 10 ayat (1) huruf g wajib memiliki
RKL-RPL rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan
kawasan  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

(3) RKL . . .
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RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku
Usaha di dalam kawasan dan dinyatakan dalam bentuk
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang disahkan oleh pengelola kawasan dau menjadi
prasyarat Perizinan Berusaha Pelaku Usaha di dalam
kawasan.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k& dan huruf i
tidak memeriukan dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 12
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a. tidak wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan/atau

b.  wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) huruf a, atau SPPL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a,

dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal oleh Menteri.

Rencana Usahka dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada
Menteri oleh:

a. menteri dansjatau kepala lembaga pemerintah
nonkementerian;

b. gubernur;
c. bupati/wali kota; dan/atau
d. masyarakat.

Usulan fertulis sebagaimana dimaksud pada ayat i2)
paling sedikit berisi:

a. 1dentitas pengusul,

b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di

sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
1
dan

d. analisis . . .
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d. analisis Dampak Lingkungan Hidup vang akan
teriadi, ketersediaan teknologi pengelolaan
Lingkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa
rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki
Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan
dapat diterapkan menjadi rencana Usaha dan/arau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

Usulan sebagairnana diircaksud pada ayat (3) disusun
dalam 1 (satu) dokumen pengajuan penetapan lenis
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memniliki
Amdal.

Pasal 13

Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri menugaskan pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayac (2)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan-

a. alasan ilmiah bahwa rencana Usszha dan/atau
Kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting
terhadep Lingkungan Hidup;

b. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c. tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan
Hidup; dan

d. teknologi pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup.

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:

a. usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL  menerbitkan
rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
memiliki Amdal, kepada Menteri; atau

b. usulan ...



SK No 097403 A

g‘*f’.
LYo

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-23 -

b. usulan tidak dapat diterima, pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL
menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal,
kepada Menteri.

Pasal 14

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)
menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk:

a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib
memiliki Amdal; atau

b. menolak wusulan penetapan suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal
menjadi wajib memiliki Amdal.

Pasal 15

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau
penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal
sebagaimana dimaksud dalain Pasal 13 dan Pasal 14
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 16

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal oleh
Menteri.

(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara. tertulis kepada
Menteri, oleh:

a. menter1 dan/atau kepala lembaga pemerintah
nonkementerian,;

b. gubernur;

c. bupati . ..
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c.  bupati/wali kota; dan/atau
d. masyarakat.

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sediki berisi:

a. identitas pengusul;

b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
akan dilakukan bescrta skala/besarannya;

c. status dan kondisi lingkungan di daiam dan di
sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan

d. analisis dampak Lingkungan Hidup yang akan
terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaarn
lingkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa
rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut tidak
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan
Hidup dan dapat ditetapkan menjadi jenis rencana
Usaha dan/atav Kegiatan yang tidak wajits memiiiki
Amdal.

Pasal 17

Mentert melakukan evaluasi terhadap usulan teriulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3}.

Dalam rnelakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri menugaskan pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:

a. Dampak Lingkungan Hidup dari rencana Usaha
dan/atau Kegiatan dapat ditanggulangi sesuai
dengan perkembangan iimu pengetahuan dan
teknologi,

b. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
c. berdasarkan pertimbangan ilmiak bahwa rencana

Usanza dan/atau Kegiatan rcidak menimbulkan
Dampak Penting.

(4) Delam
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(4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:

a. usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan
rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki
Amdal, kepada Menteri; atau

b. wusulan tidak dapat diterima, pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL
menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada
Menteri.

Pasal 18

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4)
menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk:

a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki
Amdal; atau

b. menolak wusulan penetapar. suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal! menjadi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib
memiliki Amdal.

Pasal 19

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau
penotakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib memiliki Amdal menjadi tidak wajib memiliki Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 20 . ..
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Pasal 20

Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
proses penapisan secara mandiri.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
mengajukan penetapan penapisan dari instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.

Penetapan penapisan yang disampaikan oleh instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya memuat:

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki
Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan

b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-
UPL, atau SPPL.

Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal

(1)

(2)

Pasal 21

Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau
Kegiatan.

Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata
ruang.

(3) Kesesuaian . .
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Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan tuang atau rekomendesi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangar.

Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
tidak sesua: dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud puda ayat {3), dokumen Amdal tidak dapat
dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 22

Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Ussha
dan/atau Kegiatan menggunakan pendekatan studi:

a. tunggal;
b. terpadu; atau
c. kawasan.

Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan apabila penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk
melakukan 1 (satu) jenis Usana dan/atau Kegiatan yang
keweniangan pembinaan dan/atau pengawasannya
berada di bawah 1 ({fatu) kementerian, lembaga
pemerintah  nonkementevian, organisasi perangkat
daerah provinsi, ata:1 organisasi perangkat dacrah
kabupaten/kota.

Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) huruf b dilakukan apabila penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk
melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau
Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling
terkait dalam saiu kesatuan hamparan ekosistem serta
pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah
lebih dari 1 (satu) kementerian, leinbaga pemerintah
nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi,
atau organisasi perangkai daerah kabupaten/kota.

(4) Pendekatan . . .
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Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan oleh peigelola kawasan selaku
penanggung jawab Usabha dan/atau Kegiatan vang
merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satuj
Usaha dan/arau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Pelaku Usaha di dalam kawasan, terletak dalam sawu
kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang
telah mendapatkan penetapan kawasan dan pengelola
kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pendekatan penyusunarn Amdal sebagaimana dimaksuad
pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh
lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Uszaha dan/atau
Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling
terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satuj Amdal yang
dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu)
Perizinan Berusaha.

Pasal 23

Penanggung jawab Ulsaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (i) dalam
penyusunan Amdal dapat adilakukan sendiri atau
menunjuk pihak lain dalan: hal tidak mampu.

Penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang
mermniliki sertifikat kompetensi.

Hasil penyusunan Amdal yang disusun pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
Jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 24

Aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi
Lingkungan Hidup pusat, crganisasi perangkat daerah
yang memindangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi  perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi
penyusun Amdal.

(2) Dalam . ..
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Dalam hai instansi Lingkungan Hidup pusat.
organisasi  perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat
daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan, aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi
penyusun Amdal.

Pasal 25

Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan
informasi sebagai berikut:

a.

b.

hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar
lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan
dilakukan; dar

hasil pengumuman dan konsultasi publik.

Pasal 26

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri

atas:
a.
b.

C.

(1)

Formulir Kerangka Acuan;
Andai; dan
RKL-RPL.

Pasal 27

Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana
Usaha dan/atau Kegiatan;

b.  pengisian. per.gajuan, pemeriksaan, dan penerbitan
berita acara kesepakatan Formuiir Kerangka Acuan:

C. penyusunan ...
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C. penyusunan dan pengaiuan Andal dan RKIL.-RFL; dan
d. penilaian Andal dan RKL-RPL.

Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana
diinaksud pada ayat (1) huruf b dan penilaian Andal dan
RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan bagian uji kelayakan Amdal.

Pasal 28

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam
menyusun Amdal sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 21
ayat (1) melibatkan masyarakar yang ierkena dampak
langsung.

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan

b. konsultasi publik.

Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) berhak mengajukan saran,
pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepulub) hari
kerja sejak pcngumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2j huruf a.

Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan
saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana

imaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara
kornisultasi publik.

Pelibatan masyarakat yang terkens dampak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (?) dilakukan sebelum
penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 20 . ..
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Pasal 29

Masyarakat yang terkena dampak langsung yang
dilibatkan dalam penyusuran Amda! sebagaimana
dimaksud dalaim Pasal 28 ayat (1) merupakan masyarakat
yang berada di dalam batas wilayah studi Amda! yang
akan ferksna dampak secara langsung baik positif
dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atan
Kegiatan.

Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga
swadaya masyarakat pendamping yang telah membina
dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena
dampak langsung.

Pasal 30

Dalam melakukan pengumuman rencana Usaha
dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2) huruf a, penanggung jawabk Usaha dan/atau
Kegiatan wajib menyampaikan informasi secara ringkas,
benar, dan tepat mengenai:

a. mnama dan alamat penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan;

k. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c. skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau
Kegiatan;

d. lokasirencana Usaha dan/atau Kegiatan;

e. dampak potensial terhadap lingkungan yang akan
timbul dan konsep umum pengendaliar. Dampak
Lingkungan Hidup;

f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas
waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan
dari masyarakat, dan

g. nama dan alamat penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan yang menerima saran, pendapat,
dan tanggapan dari masyarakat.

(2) Informasi . .
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informasi dalam pengurnuman rencana Usaha dan/atau
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disarapaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti oleh
seluruhn lapisan masyarakat.

Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), informasi dalam pengumuinan
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan
dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal vang
sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan
dilakukan.

Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
memual informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melalui:

a. media massa; dan/atau
b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Selain media yang wajib digunakan untuk melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat
menggunakan media lain untuk mclakukan
pengumuman, berupa:

a. media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;

b. media elektronik melalui televisi, laman, jejaring
sosial, pesan elektronik, dan/atau radio;

c. papan pengumuman di instansi Lingkungan Hidup
dan instansi yang membidang: Usaha dan/atau
Kegiatan di tingkat pusat, daerah provinsi. dan/atau
daerah kabupaten/kota; dan

d. media lain yang dapat digunakan.

Pasai 31
Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 berhak mengajukan saran,
pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2% ayat (2) huruf a.

(2) Saran . . .
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Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Dalam menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
terkait pengumuman reacana Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib
mencantumkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan
daokuinen kependudukan.

Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a.  informasi deskriptif tentang kondisi iingkungan vang
berada di dalain dan di sekitar lokasi/tapak rencana
Usaha dan/atau Kegiatan;

b.  nilai-nilai lokal vang berpotensi akan terkena
dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
akan dilakukan; dan/atau

c.  aspirasi masyarakat, keinginan, dan harapan terkait
dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Sarau, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan
menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah
atau lokal yang sesuai dengan lokasi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Berdasarkan saran, pendapat, dan tanggapan masvarakat
yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
penanggung  jawab Usaha dan/atau Kegiatan
mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan
tanggapan masyarakat.

Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah
diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6} wajib
digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian Formulir
Kerangka Acuar.

Pasal 32

Pelibatan masysrakat yang terkena dampak langsung inelalui
konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
2) buruf b mencakup:

a. kelompok . . .



g

B
174

&
%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -
a. kelompok masyarakat rentan (vulnerable group);
b masyarakat adat (indigenous people); dan/atau
C. kelompok laki-laki dan keiompok perempuan dengan

memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 33

(1) Sebelum pelaksanaan konsultasi pubiik sebagaimara
dimaksud dalam Pasal! 28 ayat (2) buruf b, penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan:

a. berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh
masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses
konsultasi publik; dan

b. mengundang masyarakat yang akan dilibatkan
dalam konsultasi publik.

(2) Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi
mengenasi:

a. tujuan konsultasi publik;
b. waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik;

c. bentuk, cara, darr metode konsultas) publik yang
akan dilakukan;

d. tempat dimana masyarakat dapat memperoleh
informasi tambahan; dan

e. lingkup saran, pendapat, dan tanggapan dari
masyarakat.

(3) Bentuk, cara, dan metode konsultasi publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan secara dalam jaringan atau Juar jaringan

mencakup:

a. lokakarya;

b. seminar,

c. focus group discussion;
d. temu warga;

e. forum dengar pendapat;

f. dialog . . .
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f. dialog interaktif; dan/atau
g. bentuk, cara, dan metode lain yang dapat

digunakan untuk berkomunikasi secara 2 (dua)
arah.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat
memilih salah <atu atau kombinasi dari beibagai
bentuk, cara, dan metode konsultasi publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang secara
efektif dan efisien dapat menjaring saran, pendapat,
dar. tanggapan masyarakat secara optirnal.

Pasal 34

Dalam pelaksanaan konsultasi publik, penanggung
jawab "Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan
informasi paling sedikit terkait:

a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi
awal penanggung jawab Usaha dar.;atau Kegiatan
meliputi  penurunan kualitas air permukaar,
penurunan kualitas Udara Ambien, Kerusakan
Lingkungan, keresahan masyarakat, gangguan lalu
lintas, gangguan kesehatan masyarakat, kesempatan
kerja, dan peluang berusaha; dan

c. komponen lingkungan yang akan terkena dampak
dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Berdasarkan informasi yang  disampaikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat
yang terkena dampak langsung berhak
menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat,
dan tanggapan masvarakat yang disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Saran . ..
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Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat vaug
telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisiar
Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 35

Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf 2
disampaikan juga oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
pelibatan masyarakat dengan menempatkan
pengumuman yang disampaikan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan kepada masyarakat pada
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup bersarnaan
dengan pengumuman yang dilakukan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) huruf a.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
b. masyarakat berkepentingan lainnya.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak
menggjukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu
10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman
dipublikasikan.

Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disampaikan kepada Tim Uji Kelavakan
Lingkungain Hidup.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyaring saran,
pendapat, dan tanggapan yang disampaikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) urtuk memilah masukan yang
relevan.

(7) Tim . . .
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Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan
saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk digunakan dalam
pengisian Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 36

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik
sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. formulir pelingkupan; dan
b. formulir metode studi Andal.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal, dalam menyusun Formulir Kerangka Acuan
spesifik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi dengan Menteri.

Menteri memasukkan Formulir Kerangka Acuan spesifik
yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 37

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi
Formulir Kerangka Acuan spesifik yang tersedia dalam
sistem  informasi dokumen  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

(2) Dalam ...
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Dalam hal Formulir Kerangka Acuan spesifik helum
terscdia dalam sistem informasi dokumen Lingkurigan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian
Formulir Kerangka Acuan mengacu pada format Formulir
Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (5).

Pasal 28

Formulir Kerangka Acuan yang telah diisi dan diajulan
oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Xegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diperiksa oleh:

a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
varg berkedudukan di pusat;

b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan
Lingkungan  Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Ilidup dalam melakukan
pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:

a.  ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan
atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha
dan/atau Kegiatan; dan

b. instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau
Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau
Kegiatan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak Formuli- Kerangka Acuan diterima dari
peranggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara
lengkap.

Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun
dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir
Kerangka Acuan yang memuat informasi paling sedikit:

a. Dampak Penting hipotetik,

b.  batas wilayah studi dan batas waktu kajian;

c. metode . ..
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c. metode studi;
d. penetapan kaiegori Amdal; dan
€. waktu penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL.

Tata laksana pemeriksaan Forraulir Kerangka Acuan
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 39

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusur
dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

Dokurnen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. pendahuluan,;

b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta
aiternatifnya;

c. deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup;
hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;

penentuan Dampak Penting hipotetik vang dikaii,
batas wilayah studi, dan batas waktu kaiian;

f.  prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat
penting dampak;

g. evaluasi secara holistik terhadap Dampak
Lingkungan Hidup;

h. daftar pustaka; dan

i lampiran.

Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman
penyusunan dokumen Andal sebagaimana tercantum
dalam Lampivan II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah inj.

Pasal 40 . ..
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Pasal 40

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun
dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen Andal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. pendahuiuan;

b. matrik RKL;

c. matrik RPL,
persyaratan dan kewsajiban terkait dengan aspek
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang relevan terdiri atas pengolahan dan
pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah
untuk aplikasi ke tanah, pembuangan Emisi,

Pengelolaan Limbah B3, dan/atau pengelolaan
dampak lalu lintas;

e. pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan
yang tercantum dalam RKL-RPL;

f.  daftar pustaka:; dan
g. lampiran.

Penyusunan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan Dberdasarkan pedoman
penyusunan dokumen RKL-RPL yang tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 41

Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 dibagi berdasarkan kategori
Usaha dan/atau Kegiatan.

Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kategon A;

b. kategeri B; atau

c. kategori C.

(3) Kategori . . .



SK No 097408 A

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

&

=
14

%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-41 -

Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan Kriteria:

a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap
Lingkungan Hidup;

c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan/atau

d. kondisi dava dukung dan daya tampung Lingkungan
Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Penetapan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran { yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 42

Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat {2) dilakukan
dalam jangka waktu:

a. kategori A paling lama 180 (seratus delapan puluh)
hari;

b. kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) hari;
dan

c. kategori C paling lama 60 (enam puluh) hari.

Dalam hal penyusunan dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL bersifat sangat kompleks, jangka waktu
penyusunan dapat dilakukan lebih lama dari jangka
waktu kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a.

Penambahan waktu penyusunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 43 . ..
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Pasal 43

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 melalui sistem informasi dokumen Lingkungan
Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya.

Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dengan Persetujuan Teknis.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
d

analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 44

Dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 diiakukan penilaian oleh:

a. Menteri rmelalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di pusat;

b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota.

Penilaian sebagaimana dimalksud pada ayat (1) dilakukan
melalui tahapan:

a. penilaian administrasi; dan
b. penilaian substansi.

Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang;

b. persetwjuan . ..
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b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau
Kegiatan;

c. Persetujuan Teknis;

keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia
jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan
dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan
oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal,;

e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi
penyusun Amdal; dan

f. kesesuaian sistematika dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan
dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:

a. uji tahap proyek;

b. uji kualitas kajian dokumen Andai dan dokumen
RKL-RPL; dan

c. Persetujuan Teknis.

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat Dampak
Lingkungan Hidup yang tidak dapat dikelola dan harus
dilakukan perubahan Persetujuan Teknis, harus
mendapatkan persetujuan dari kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian atau organisasi perangkat
daerah yang berwenang.

Pasal 45

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (4) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup secara tatap muka langsung dan/atau
dalam jaringan.

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan bersifat
kompleks dan melibatkan banyak pihak, rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
lebih dari 1 (satu) kali.

Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup melibatkan pihak:

a. masyarakat . . .
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a. masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha
dan/atau Kegiatan,;

c. instansi sektor penerbit persetujuan awal dan
Persetujuan Teknis;

d. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang
terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha
dan/atau Kegiatan; dan/atau

e. masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau
masyarakat berkepentingan lainnya yang telah
menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap
penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Dalam penilaian substansi, Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dapat melibatkan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam
kondisi tidak diperoleh saran, pendapat, dan tanggapan.

Hasii penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup disusun dalam berita acara rapat yang memuat
informasi:

a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak
memerlukan perbaikan; atau '

b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan
perbaikan.

Terhadap dokumen Andal! dan dokumen RKL-RPL yang
tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup melakukan uji kelayakan.

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang
memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja.

Pasal 46 . . .
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Pasal 46

Penanggung jawab  Usaha  dan/atau Kegiatan
menyampaikan dokumen Andai dan dokumen RKL-RPL
yang telahh diperbaiki sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7).

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang
telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi
perbaikan.

Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji
kelayakan.

Pasal 47

Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalan1 Pasal 45 ayat (6) dan Pasal 46 ayat (3) dilakukan
berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur terkait dengan
pemanfaatan ruang;

b. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan kebiiakan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya
alam yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menganggu
kepentingan pertahanan keamanan;

d. prakiraan secara cerinat mengenai besaran dan sifat
penting dampak dari aspek biogeofisik kimia. sosial,
ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan
masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi,
operasy, dan pasca operasi Usaha dan/atau
Kegiatan;

€. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh
Dampak Penting sebagai satu kesatuan yang saling
terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui
perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif
dengan yang bersifat negatif;

f. kemampuan . . .
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kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggung
jawab dalam menanggulangi Dampak Penting negatif
vang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau
Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan
teknologi, sosial, dan kelembagaan;

rencana  Usaha  dan/atau  Kegiatan  tidak
mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan
masyarakat (emic view);

rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan
mempengaruhi  dan/atau mengganggu entitas
ekologis yang merupakan:

1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);

2.  memiliki nilai penting secara ekologis {ecological
importance),

3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic
importance); dan/atau

4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific
importance);

rencana  Usaha  dan/atau Kegiatan tidak
menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana iokasi
Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau

tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung
Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan
daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
dimaksud.

Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
menyampaikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa:

a.
b.

rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau

rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

(4) Rekomendasi . . .
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Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa
rekomendasi kelayakan bagi sebagian rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang diusulkan oleh penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 48

Jangka waktu penilaian substansi dokumen Andai dan
dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan
Pasal 47, dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja
sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan
lengkap dalam penilaian administrasi.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 49

Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dalam menetapkan:

a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak
Lingkungan Hidup; atau

b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup,
jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan
tidak layak Lingkungan Hidup.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) ditetapkan dalam
Jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup vang
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
merupakan:

a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan

b. prasyarat . . .
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b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah.

Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perizinun Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar
pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatari.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, paling
sedikit menm:uat:

a. dasar ditetapkannya Kepurusan Kelayakan
Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil uji
kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup;

b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah,
meliputi:

1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan,

3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan:

4. alamat kantor: dan

S. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;

c. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
disetujui untuk dilakukan, baik kegiatan utama
maupun kegiatan pendukung sesuai dengan
Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;

d. Persetyuan Teknis paling sedikit memuat:

1. standar teknis baku mutu Lingkungan Hidup,
Pengelolaai: Limbah B3, dan/atau analisis
mengenai dampak lalu lintas;

2. standar kompetensi sumber daya manusia
terkait bakv mutu Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai
dampak lalu lintas; dan

3. sistem manajemen lingkungan.

€. persyaratan . . .
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persyaratan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan untuk memenuhi komitmer, Persetuiuan
Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup
Persetuiuan Teknis;

kewajiban penariggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan, yang terdiri atas:

1
1.

2.

w

memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen
RKL-RPL;

mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis
pasca verifikasi pemenuhan baku mutu
Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3,
dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;

menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan:
melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai
rincian pengeiolaan vang termuat dalam
dokumen RKL-RPL;

menyampaikan laporan pelaksanaan
persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah terkait
Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6
(enam) bulan sekali;

mengajukan permohonan perubahan
Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan
untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau
Kegiatan;

melakukan audit lingkungan pada tahapan
pasca operasi untuk memastikan kewajiban
telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran
kewajiban pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup; dan/atau

kewajiban lain vang ditetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya  berdasarkan  kepentingan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

hal-hal lain, vang meliputi:

1. ketentuan . . .
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1. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha
dar/atau Kegiatan dapat dikenakan Sanksi
Administratif apabtila ditemukan pelanggaran
administratif;

o

ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses
kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
untuk melakukan pengawasan sesuai dengan
kewenangan;

3. ketentuan masa berlaku Surat Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup, yang
menjelaskan  bahwa keputusan kelayakan
Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha
dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak
ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan
dimaksud; dan

4. tanggal penetapan Surat Keputusan Kelavakan
Lingkungan Hidup.
Surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling
sedikit memuat:

a. ingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
b. dasar pertimbangan ketidaklayakan Lingkungan
Hidup;

c. penetapan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan

d. tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan
Lingkungan Hidup.

Pasal 50

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang
telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannva
diumumkan kepacia masyarakat melalui Sistem Informasi
Lingkungan Hidup atau cara lainnya yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah
sebagairmana dimaksud pada avar (1) terdiri atas:

a. media massa: dan/atau

b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiaran.

(3) Pengumuman . . .
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(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup.

Pasal 51

Tata laksana penilaian dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL, penyampaian hasil uji kelayakan, dan penetapan
surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Pemeriksaan
Formulir UKL-UPL

Pasal 52

(1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha
dan/atau Kegiatan.

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata
ruang.

(3) Kesesuaian lokas: rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuktikani dengan konfirmasi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Formulir UKL-UPL tidak dapat
diperiksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 53 . ..



SK No 084553 A

(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-52 -

Pasal 33

Penyusunan Fermulir UKL-UPL dimulai dengan

penyediaan data dan informasi berupa:

a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan/atau

b. Persetujuan Teknis.

Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan

lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang

perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta

beriokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem,

dapat dimuat dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL.

Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh iebih dari 1
(satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling
terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Formulir UKL-
UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1
(satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 54

Aparatur sipil negara yang Dbekerja pada instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi  perangkat dacrah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi
penyusun UKL-UPL.

Dalam hal instansi Lingkungan Hidup Pusat, organisasi
perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
provinsi, atau organisasi perangkat daerah vang
membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota
bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menjadi penvusun UKL-UPL bagi
instansinya masing-masing.

Pasal 55

Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Kementerian/lemnbaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib UKL-UPL rmenyusun Formulir UKL-UPL standar
spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Kementerian . . .
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Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib UKL-UPL, dalam menyusun Formulir UKL-UPL
standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkoordinasi dengan Menteri.

Mentert memasukkan Formulir UKL-UPL standar spesifik
yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
dalam sistern informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 56

Penanggung jawab Usaha dan/atan Kegiatan mengisi
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang tersedia dalam
sistem  informasi dokumen  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4).

Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum
tersedia dalam sistern informasi dokumen Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayati (1), pengisian
Formulir UKL-UPL standar mengacu pada format Formulir
UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (5).

Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dJalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 57 . ..
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Pasal 57

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatarn mengajukan
permohionan pemeriksaan Formulir UKIL-UPL standar
spesifik atat Formulir UKL-UPL standar yang telab diisi
kepada:

a.

Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. Perizinan Berusaha atau Persetuiuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;

2. Dberlokasi di lintas provinsi; dan/atau

3. Dberlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua
belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah
laut lepas;

gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan vang:

1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
provinsi;

2. berlokasi di lintas daecrah kabupaten/kota vang
berada dalam 1 (satu) provinsi: dan/atau

3. Dberlokasi di wilayah laut pailing jauh 12 (dua
belas) mil dar1 garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan;

bupati/wali kota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan
yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang
telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a.

sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara
eiektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau

sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam
hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
merupakan Instans: Pemerintah.

Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengar. Persetujuan Teknis.

(4) Persetujuan . . .
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Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau

d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengumuman melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:

a. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko menengah rendah;

b. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko menengah tinggi;

c. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko tinggi; dan

d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi
Pemerintzah.

Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan
tanggapan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan
Hidup.

Pasal 58

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi
melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup
terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar untuk: :

a. usaha dengan tingkat risikc menengah rendah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
a;

b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
b;

c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau

d. kegiatan . . .
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d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
d.

Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap:

a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang;

b. persetujuan awal terkait rencana Usaha danyatau
Kegiatan;

c. Persetujuan Teknis; dan

kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman
pengisian.

Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan
Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar:

a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan
substansi; atau

b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 59

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeriksaan substansi
Formulir UKL-UPL standar  spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar.

Menteri dapat mendelegasikan pemeriksaan substansi
Formulir UKL-UPL standar  spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar yang merupakan kewenangan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur
atau bupati/wali kota.

Pasal 60 . ..



SK No 097413 A

(1)

(2)

(3)

(2)

Sl

23
=

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-57 -

Pasal 60

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah
rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf a dilakukan secara otomatis melalui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku
Usaha.

Berdssarkan pemeriksaan substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:

a. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelclaan
Lingkungan Hidup; atau

b. penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku
Usaha.

Pasal 61

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dilakukan
untuk:

a. usaha dengan tingkat risikc menengah tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf b;

b. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau

c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf d.

Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh:

a. Menteri dengan menugaskan pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; atau

b. gubernur . . .



SK No 097414 A

(3)

(4)

(6)

(1)

@ .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

.58 -

b. gubernur atau bupati/wali kota dengan menugaskan
kepala perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup.

Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan
dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana
Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan
Hidup yang terjadi.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan
melibatkan:

a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang bersangkutan;

b. instansi penerbit Persetujuan Teknis bagi
pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai
dampak lalu lintas; dan/atau

c. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara
dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 62

Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir
UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat
(5) tidak terdapat perbaikarn, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

(2) Dalam . ..
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Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-
UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat
(5) perlu dilakukan perbaikan, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan Kkewenangannya
menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
melakukan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan
kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesual dengan kewenangannya melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan
perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar.

Berdasarkan perbaikan Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan Formulir
UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Dalam hal:

a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah
melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau

b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan,

permchonan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ditelak dan dikembalikan
ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dilakukan oleh:

a. pejabat . . .
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pejabat vang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan
SPPL yang ditugaskan oleh Menter1, untuk U<aha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan
kewenangan Menteri;

b. kepala perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup provinsi, untuk Usaha dan/atau
Kegiatun  wajib  UKL-UPL yang merupakan
kewenangan gubernur; ataa

c. kepaia perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota, untuk Usaha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan
kewenangan bupati/wali kota.

Pasal 63

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (1) dan ayat (4), paling sedikit inemuat:

a.

dasar ditetapkannya persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa
rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-
UPL standar spesifik atau Formulir UKL -UPL standar:

identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan,
meliputi:

1. naina Usaha dan/atau Kegiatan;
2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;

3. nama dan jabatan penanggung jawab Uszaha
dan/atau Kegiatan;

4. alamart kantor; dan
5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan,;

deskripsi dan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
vang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun
kegiatan pendukung sesvar dengan Persetujuan Teknis
yang diterbitkan oleh instansi vang berwenang
menerbitkan Persctujuan Teknis;

d. Persetujuan . . .
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Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:

1.

3.

standar teknis pemenunan baku muatu Lingkungan
Hidup, Pengelclaan Limbah B3, dan/ata: analisis
meigenai dampak lalu lintas;

standar kompeten:si sumber daya manusia tcrkait
baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah
B3, dan analisis mengenai dampak laiu lintas; dan

sistem manajemen lingkungan;

persyararan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatar untuk memenuhi ketentuan dalam Persetujuan
Teknis sebelum heroperasinya instalasi dan/atau fasilitas
yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;

kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan,
antara lain:

1.

memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan
hngkungan dalam matrik UKL-UPL;

memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO
diterbitkan;

menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan
kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian
pengelolaan dan pemaritauan lingkungan dalam
matrik UKL-UPL;

mengajukan permohonait perubahan Persetujuan
Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan
perubahan Usaha dan/atau Kegiatannva; dan

kewajiban Iain yang Jitetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupaii/wali kota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan kepentingan
Perlindungen dau Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 64 . . .
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Pasal 64

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 merupakan:

a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan

b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha artau
Persetujuan Pemerintah.

Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuarn
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengisian SPPL

Pasal 65

SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bagi
kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar
penerbitan Persetujuan Pemerintah.

Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan
pagian fidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 66

Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusahsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan
melalui sistem Perizinwn Berusaba terintegrasi secara
elektronik.

(2) Pengisian . . .
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Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat:

a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki
konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang sesual dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan; dan

c. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir
SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat {3) yang telah diisi
oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima

Penyusun Amdal

Pasal 67

Penyusunan Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun
Amdal yang ditetapkan oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan.

Tim penyusun Amdal sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) dapat berasal dari:

a. perorangan; atau
b. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

Tim penyusun Amdal sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) terdiri atas: 5

a. ketua; dan

b. anggota.

(4) Ketua . . .
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Ketua sebagaimana dimalksud pada ayat (3) huruf a waiib
memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar
kualifikasi ketua tim penyusun Amdal.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3 huruf b
paliug sedikit terdiri atas 2 (dua) orang yang wajib memiliki
sertiitkat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi
anggota tim penyusur. Amdal dan/atau kuaiifikasi ketua
tim penyusun Amdal.

Dziam melakukan penyusunan Amdal. tim penyusun
Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
melivatkan tenaga ahli yang memenuhi kualifikesi di
bidangnya masing-masing sesuvai dengan jenis Usaha
dan/atau Kegiatan dan Dampak Lingkungan Hidup yang
diakibatkan oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatarn.

Tim penyusun Amdal yang berasal dari perorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk
melalui keputusan penanggung jawab kegiatan dengan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayzi (3)
sampal dengan ayat (6.

Pasal 68

Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) dan ayat {5) diperoleh
melalui sistem sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
Sistem  sertifikasi  kompetcnsi penyusun  Amdat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakar oleh
suatu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pelatihan
kempetensi Amdal dan lembaga sertifikasi kompetensi
Amdal.

Sistem  sertifikast  kompetensi penyusun  Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
a. pelatihan penyusunan Amdal;

b, 11 kompetensi; dan

c. penerpitan sertifikat kompetensi penyusun Anidal.

Pencrbiinn  sertifikat  kompetensi penyusun Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas.

a. kualifikasi . . .
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kunalifikasi ketua tim penyusun Amdal; dan

?)

b. kuailifikasi anggoeta tim penyusun Amdal.

Pasal 69

Pelatihan penyusunan "‘Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh
lembaga pelatihan kompetensi Amdal.

Lembaga pelatihan kompetensi Amdal sebagaiunana
dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan
akreditasi kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan
meliputi:

a. 1identitas lembaga pelatihan kompetensi Amdali;

b. penanggung jawab pelatihan kompetensi penyasun
Amdal;

daftar pengajar tetap dan tidak tetap yang memiliki
pengalaman menyusun Amdal paling sedikit 5 (lima)
tahun;

O

d. menggunakan bahan ajar (kurikulum) Amdal
berdasarkan standar kompetensi;

e. menyediakan informasi publik mengcenai
pelaksanaan  pelatihan kompetensi penyusun
Amdal; dan

f. sislem manajemen mutu.

Menteri memberikan akreditasi kepada lembaga
pelatihan kompetensi Amdal yang telah memenuhi
ketentuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diterima persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan lengkap dan benar.

Lembaga pelatihan kompetensi Amdal yang telah
terakreditasi sebagaimana diinaksud pada ayat (3)
melaporkan pemenuhan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul ¢ sampair dengan huruf f
kepada Menteri setisp 1 (sati) tahun sekali.

Pasal 70 . ..
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Pasal 70

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (3) huruf b dan penerbitan sertifikat kompetensi
sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) hurut ¢
dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi Aindai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 avat (2).

Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengajukan permchonan
penetapan  kepada  Menteri dengan  dilengkapi
nersyaratan melipiiti:

a. 1dentiias lenibaga sertifikasi kompetens: Amdal,
b. penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal;

c. sistem uji kompetensi sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. penguji yang memiliki pengalaman paling sedikit 1C
{sepuluh) tahun di bidang penyusunan Amdal;

e. sistem informasi publik yang terkait dengan
pelaksanaan uji kompetensi;

f. mekanisme penanganan pengaduan dari pengguna
jasa dan publik; dan

g. sistem manajemern mutu.

Lembaga sertifikasi kowmpetenst Amdal yang teiah
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaporkan  pemenuhan  ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ sampai dengan huruf g
kepada Menteri setiap | (satu) tahun sekali.

Pasal 71

Lembaga sertifikasi konmipetensi Amdal menerbitkan
sertifikat kompetensi untuk peserta yang dinyatakan
lulus uji kompetensi sehagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (1).

Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal melakukan
evaluasi terhadap pemegang sertifikat kompetensi paling
sedikit 1 {satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilak sanakan terhadap mutu Amdal yang disusun.

Kriteria evaluasi rautu Amdal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) d:tetapikan -leh Menteri.

Pasal 72 . ..
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Pasal 72

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71, lembaga sertifikasi kompetensi Amdal
melakukan:

a. keberlanjutan berlakunya sertifikat kompetensi
penyusun Amdal; atau

b. pencabutan sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan jika penyusun Amdal:

a. menyalahgunakan sertifikat kompetensi;

b. melakukan penjiplakan dalam penyusunan Armdal;
dan/atau

c. melakukan pemalsuan data dan informasi dalam
penyusunan Amdal. ’

Penyusun Amdal yang sertifikat kompetensinya telah
dicabut, dilarang melakukan penyusunan Amdal.

Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal melaporkan
pencabutan sertifikat kompetensi penyusun Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada
Menteri dan menginformasikan kepada publik.

Pasal 73

Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b mengajukan
permohonan registrasi kepada Menteri dengan dilengkapi
persyaratan:

identitas pemohon:

akte pendirian badan hukum;

penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal,
memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap
penyusun Amdal yang memiliki sertifikat

kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi
ketua tim penyusun Amdal;

o o op

e. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap
penyusun Amdal yang memiliki sertifikat
kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi
anggota tim penyusun Amdal,

f. memiliki . . .
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f.  memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap
penyusun Amdal yang memiliki sertifikat
kompetensi penyusun Amdal yang memenuhi
standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal;

g. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga ahli sesuai
dengan dampak potensiai yang diakibatkan oleh
rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

h. memiliki sistem manajemen mutu; dan

i.  melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap
pelaksanaan penyusunan Amdal, termasuk menjaga
prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari
konflik kepentingan.

Menteri memberikan tanda registrasi kepada lembaga
penyedia jasa penyusunan Amdal dalam jangka waktu 3
(tiga) hari kerja setelah permohonan registrasi diterima
dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal vang telah
teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaporkan pemenuhan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i
kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 74

Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan yang
disampaikan oieh:

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
b. iembaga sertifikasi kompetensi Amdal; dan
c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui inspeksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
daiam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 75 . ..
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Pasal 75
Dalam hal hasil evaluasi Menteri menunjukkan:

a. lembaga pelatthan kompetensi Amdal tidak
memenuhi akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (4);

b. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal tidak
memenuhi penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (3); atau

c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal tidak
memenuhi registrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (3),

Menteri memberikan peringatan tertulis.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
melaksanakan ketentuan mengenai peringatan tertulis
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
peringatan tertulis diterima, Menteri melakukan
pembekuan akreditasi, penetapan, atau registrasi
lembaga.

Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3):

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal dilarang
melaksanakan pelatihan kompetensi penyusunan
Amdal;

b. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal dilarang
melaksanakan sertifikasi kompetensi penyusunan
Amdal; atau

c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal dilarang
melaksanakan penyusunan Amdal.

Dalam hal lembaga dapat melaksanakan ketentuan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri mencabut pembekuan.

Dalam hal lembaga tidak dapat melaksanakan ketentuan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, Menteri
mencabut akreditasi, penetapan, atau registrasi lembaga.

(7) Menteri . . .
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(7} Menteri  menyampaikan kepada publik  mengenal
pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (€) melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian Keenain

Pembentukan Lernbaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Paszal 76

(1) Menteri membentuk Lembaga Uji Kelayskan Lingkungan
Hidun.

(2) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidiip bertugas
membantu Menteri dalam:

a.
b.

C.

membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hiduap;
melakukan sertifikasi ahli;
menyusun daftar kumpular: ahli bersertifikat,

menyediakan sistem informasi uji kelayakan yang
merupakan bagian dari sistem informasi dokuraen
Lingkungan Hidup;

melakukan pembinaan kepada Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup; dan

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji
kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 77

(i) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyusun
Tim Uji Keiayakan Lingkungan Hidup berdasarkan
usulan aari:

a.

SK No 084571 A

pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan
SPPL untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang berkedudukan di pusat;

gubernur untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati. ..
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c. bupati/wali kota wuntuk Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota.

Menteri menetapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup berdasarkan hasil telaahan dari Lembaga Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup atas usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL,
gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Lembaga Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup dalam hal kuantitas Amdal
yang harus dilakukan uji kelayakan sangat tinggi.

Persyaratan pengusulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 78

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berkedudukan:

a.
b.

(1)

di pusat;
di provinsi; atau
di kabupaten/kota.

Pasal 79

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a
bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis
rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;

b. berlokasi di:
1. lintas negara;

2. lintas provinsi; dan/atau

3. wilayah . ..
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3. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
dan/atau

c. yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh
gubernur dan organisasi perangkat daerah yang
membidangi Lingkungan Hidup provinsi bertindak
sebagai penanggung jawab kegiatan.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di provirisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf
b bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis
rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh gubernur;

b. Dberlokasi di:

1. lintas kabupaten/kota yang berada dalam 1
(satu) provinsi; dan/atau

2. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
dan/atau

c. yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan " oleh
bupati/wali kota dan organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup
kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung
jawab kegiatan.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 huruf c bertugas inelakukan uji kelayakan Amdal
untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
diterbitkan oleh bupati/wali kota.

Menteri dapat menugaskan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk melakukan uji kelayakan Lingkungan Hidup yang
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

(5) Gubernur . . .
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Gubernur atau bupati/wali kota dapat meminta bantuan
Tim Uii Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di pusat uantuk melakukan uji kelayakan Lingkungan
Hidup yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali
kota sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a dan
ayat (3).

Pasal 80

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan studi
terpadu atau kawasan serta memiliki lebih dari 1 (satu)
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dengan
kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah berada di:

a. pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
b. pusat dan provinsi; atau
c. pusat dan kabupaten/kota,

uji  kelayakan dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat.

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan vang
penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan studi
terpadu atau kawasan serta memiliki lebih dari 1 {satu)
Perizinan BRerusaha atau Persetujuan Pemerintah dengan
kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah berada di  provinsi dan
kabupaten/kota, uji kelayakan dilakukan oleh Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
provinsi.

Pasal 81

11 Kelayakan Lingkungan Hidup scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 terdin atas:

a. ketus;
b.  kepala sekretariat; dan

C. anggota.

{
A

N

) Ketua . .
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Ketua dan kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh pejabat yang
menangani Amdal atau pejabat fungsional tertentu di
instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat
daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota yang memiliki
pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua)
tahun.

Anggota yang berkedudukan di pusat terdiri atas:

a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan
latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan
dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

b. paling banyak 5 (lima) orang dari unsur kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Anggota yang berkedudukan di provinsi atau

kabupaten/kota terdiri atas:

a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan
latar belakang keilmuan yang beragam terkait
dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dan

c. paling banyak 5 (lima) orang dari perangkat daerah
yang membidangi Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. alli mutu udara;

ahli mutu air;

ahli mutu tanah;

ahli keanekaragaman hayati,

ahli kehutanan;

ahli sosial;

ahli kesehatan masyarakat;

PRS0 Q0 o

ahli transportasi;

i.ahli...
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i.  ahli geologi;

J- ahli hidrogeologi;
k. ahli hidrologi,

1. ahli kelautan; atau

m. ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Pasal 82

(1) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan
hasil telaahan dapat memberikan saran kepada Menteri
untuk menambah atau mengganti anggota Tim' Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berasal dari tenaga
ahli bersertifikat yang diusulkan oleh pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL, gubernur atau
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat (1).

(2) Tambahan atau penggantian ahli bersertifikat diperoleh
dari daftar kumpulan ahli bersertifikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c.

Pasal 83

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
pembinaan terhadap Pemerintah Daerah untuk dapat
memenuhi  persyaratan pengusulan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.

Bagian Ketujuh
Ahli Bersertifikat Tim Uji Keiayakan Lingkungan Hidup

Pasal 84
(I) Menteri menetapkan ahli bersertifikat sebagai anggota
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan

Hidup dengan mekanisme penilaian calon ahli
bersertifikat.

Pasal 85 . ..
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Pasai 85

(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (2) dilakukan terhadap:

a. latar belakang pendidikan minimal sarjana;

b. pengalaman sesuai keilmuannya paling sedikit 3
(tiga) tahun;

c. sertifikat pelatihan yang terkait dengan kajian
Dampak Lingkungan;

d. rekam jejak penilaian Amdal yang telah dilakukan
oleh ahli tersebut;

e. tulisan ilmiah dari ahli tersebut yang telah
diterbitkan di jurnal nasional atau internasional;
dan/atau

f. rekomendasi dari asosiasi keahlian.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri menerbitkan tanda ahli
bersertifikat.

(3) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus menandatangani pakta integritas.

Bagian Kedelapan

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan

SK No 097423 A

Lingkungan Hidup

Pasal 86

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah
melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi Kriteria:

a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen
Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana
tata ruang,

wajib menyusun DELH atau DPLH.

Pasal 87 ...
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Pasal 87

Penanggung  jawab Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mengajukan
DELH atau DPLH yang telah disusun melalui sjstem
informas: dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat
melalui:

a. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya; dan

b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan
oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat informasi:

a. Usaha dan/atau Kegiatan beserta evaluasi Dampak
Lingkungannya; dan

b. Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Hidup.

Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), masyarakat dapat memberikan saran,
pendapat, dan tanggapan dalam jangka waktu paling lama
S (lima) hari kerja sejak diumumkan.

Pasal 88

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan penilaian DELH atau
pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup.

Dalam melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan
DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri menugaskan pejabat yang membidangi DELH
atau DPLH; atau

b. gubernur atau bupati/wali kota menugaskan kepala
perangkat daerah yang membidangi Lingkungan
Hidup.

(3) Hasil . . .
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Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam berita
acara yang memuat informasi:

a. DELH atau DPLH diterima; atau
b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan
DELH atau DPLH.

Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dipersamakan dengan Persetujuan
Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan
termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah.

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan melakukan perbaikan.

Tata cara penyusunan, penilaian DELH, atau pemeriksaan
DPLH tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kesembilan
Perubahan Persetujuan Lingkungan
Pasal 89

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila
Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh
surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
persetujuan  Penyataan  Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan
perubahan.

Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan
baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha
dan/atau Kegiatan yarng berpengaruh terhadap
Lingkungan Hidup;

b. penambahan kapasitas produksi;

c. perluasan . . .
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perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;

d. psrabahan waktu atau durasi operasi Usaha
dan/at~u Kegiatan;

e. terjadinya perubahan kebijakan penierintah yang
ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat
mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat
lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau
Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

g. tdak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau
Kegiaten dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan;

1. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;

j-  perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup;

k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari
Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;

l.  penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha
dan/atau Kegiatan; dan/atau

m. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko
Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis
risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan
Hidup vang diwajibkan.

Perubahan  Persetujuan Lingkungan secbagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dilakukannya
perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Pasal 90 . ..
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Pasal 90

Perubahann  Persetujuan  Lingkungan  sebagairmana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dilakukan melalui:

a. perubahan  Persetujuan  Lingkungan  dengan
kewajiban meryusun dokumen Lingkungan Hidup
baru; atau

b. pcrubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup
baru.

Perubahan Persetuiuan Lingkungan dengan kewajiban
menyusun  dokumenri  Lingkungan Hidup  baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku
untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a sampai dengan
huruf g.

Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku
untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf h sampai dengan
huruf m.

Pasal 01

Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban
menyusun  dokumen  Lingkungan Hidup  baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 avat {1) huruf a
dilakukan melalui:

a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup dengan kcwajiban melakukan penyusunan
dan i kelayakan Amdali baru;

b. perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengcloiaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban
melakiixan penyusunan dan pemeriksaan Formulir
UKIL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL
standar; atau

c. perubahan surat Keputusan Keiayakan Lingkungan
Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan
dan penitajian addendum Andal dan RKL-RPL.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang
dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha
dan/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib
memiliki Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan
dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan Amdal
baru.

Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas:

a. tipe A;
b. tipe B; dan
c. tipe C.

Pasal 92

Tata cara penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 dan Pasal 39 berlaku secara mutatis
mutandis untuk penyusunan Amdal baru sebagaimana
dimaksud dalan: Pasal 91 ayat (1) huruf a.

Tata cara penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 berlaku secara
mutatis mutandis untuk penyusunan Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b.

Pasal 93

Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (I} nhuruf b
dilakukan melalui:

a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebegaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2)
huruf h dan hurufi; atau

b. perubahan . .
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b. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (2) huruf j sampai dengan huruf m.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terkait dengan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Hidup yang memerlukan Persetujuan Teknis, dilakukan
berdasarkan Perubahan Persetujuan Teknis.

Pasal 94

Untuk menentukan perubahan Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1),
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
proses penapisan secara mandiri.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri,
penanggung  jawab Usaha dan/atau Kegiatan
mengajukan penetapan penapisan kepada instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup, atau
organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang
membidangi  Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya disertai dengan penyajian informasi
lingkungan.

Penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melaiui sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup.

(2) Terhadap . . .
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Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya melakukan:

a. uji kelayakan Amdal baruy;

b. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar; atau

c. penilaian addendum Andal dan RKL-RPL.

Pasal 96

Tata cara uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49
berlaku secara mutatis mutandis untuk uji kelayakan
Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat
(2) huruf a.

Tata cara pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62
berlaku secara mutatis mutandis untuk pemeriksaan
Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-
UPL standar sebagaimana dimaksud datam Pasal 95 ayat
(2) huruf b.

Pasal 97

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya melakukan penilaian addendum Andal
dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam 95 ayat (2)
huruf ¢, dengan tahapan:

a. penerimaan permohonan penilaian addendum Andat
dan RKL-RPL, dan perubahaan Persetujuan

Lingkungan;

b. pemeriksaan administrasi addendum Andal dan
RKL-RPL;

c. penilaian substansi addendum Andal dan RKL-RPL;
dan

d. penyampaian rekomendasi kelayakan atau
ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

(2) Pemeriksaan . . .
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Pemeriksaan administrasi addendum Andal dan RKL-RPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dengan rencana tata ruang;

b. persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;

c. Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan
Persetujuan Teknis;

d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia
jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal
dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa
penyusunan Amdal; dan/atau

e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi
penyusunan Amdal.

Dalam melakukan penilaian substansi addendum Andal
dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, untuk addendum Andal dan RKL-RPL:

a. tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan pihak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (3);

b. tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan:

1. instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan
Teknis; dan

2. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota
yang terkait dengan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan, dan/atau dampak Usaha dan/atau
Kegiatan; dan

c. tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan instansi teknis yang menerbitkan
Persetujuan Teknis, dalam hal terdapat perubahan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup
serta terdapat perubahan Persetujuan Teknis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian
substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi
hasil yji kelayakan.

(5) Jangka . .
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Jangka waktu penilaian addendum Andal dan RKL-RPL
sampai dengan disampaikannya rekomendasi hasil uji
kelayakan dilakukan paling lama:

a. 50 (ima puluh) harn kerja terhitung sejak addendum
Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2);

b. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak addendum
Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi sebagaimana dirmaksud
pada ayat (2); dan

c. 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak addendum
Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 98

Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
dalamm Pasal 97 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dalam menetapkan:

a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau

b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup
terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau
Keglatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.

Janglza waktu penerbitan surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lamna 10 (sepuluh) hari kerja terhitung
sejak rekomendasi ha<il uji kelayakan diterima.

Surat  Kepuwsanr: Kelavakan  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimoksud pada ayat (2) menjadi prasyarat
penerbitan dan termuat dalam perubahan Perizinan
Berusaha atau Persctujuan Pemerintah

Pasal 99 . . .



SK No 097429 A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Q@ﬁ@%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Pasal 99

Pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa
disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf
b melalui pemeriksaan administrasi atas kelengkapan
permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang
meliputi:

a. laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup; dan/atau

b. laporan perubahan Persetujuan Teknis dalam hal
terjadi perubahan Persetujuan Teknis.

Pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
permohonan diterima.

Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan permohonan:

a. lengkap dan benar, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan:

1. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
atau

2. persetujuar. Penyataan Kesanggupan
Pengelolaan lingkungan Hidup,

terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan;

b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya mengembalikan permohonan untuk
diperbaiki.

Jangka waktu penerbitan perubahan  Persetujuan
Lingkungan, termasuk pengembalian permohonan untuk
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
paling lama 10 (sepuluh) har kerja terhitung sejak hasil
pemeriksaan administrasi diterima.

Perubahan  Persetujuan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi prasyarat penerbitan dan
termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah.

Pasal 100 ..
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Pasal 100

Pengelola Kawasan yang telah memliki Persetuiuan
Lingkungan, melakukan penggabungan dan penyesuaian
Persetujuan Lingkungar dari penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan dalam kawasan pada Persetujuan
Lingkungan Kawasan.

Pengelola kawasan melakukan perubahan Persetujuan

Lingkungan jika terdapat:

a. penambahan jenis Usaha dan/atau Kegiatan di luar
Persetujuan Lingkungan kawasan,;

b. pennambahan RKL-RPL rinci dengan jenis Usaha
dan/atau Kegiatan yang sesuai Persetujuan
Lingkungan kawasan;

c. perubahan kegiatan pada Usaha dan/atau Kegiatan
dalam kawasan yang telah beroperasi; dan/atau

d. perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a

dilakukan melalui perubahan dokumen Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud dalam 90 ayat (1) huruf a.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
sampai dengan huruf d, dilakukan melalui perubahan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf j.

Perubahan sebagaimana dimalzsud pada ayat (4)
dilakukan bersamaan dengan pelaporan Perizinan
Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala
setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 101

Tata cara:

a.

b.

penyusunan adderidum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);

penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98; dan
pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa
disertai kewsajiban menyusun dokumen Lingkungan
Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V vang merupakan
bagian tidak terpisankan dari Peraturan Pemerinitah ini.

Bagian . ..
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Bagian Kesepuiuh

Bantuan Pemecrittah Terhadap Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 102

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu
penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil vang
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau
penyusunanr Amdal.

Penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau
perangkat daerah yang membidangi Usaha danj/atau
Kegiatan.

Dalam hal usaha mikro dan kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau
pengawasan lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah,
penyusunian Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang
direncanakan, dilakukan oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah yang
membidangi usaha yang dominan.

Penentuan mengenai usaha mikro dan kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pendanaan Persetujuan Lingkungan

Pasal 103

Pennanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung
jawab atas pendanasn penyusunan Amdal atau Formulir
UKL-UPL standar spesitik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 104 . ..
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Pasal 104

Penidanaan operasional kegiatan Lembaga Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dibebankan pada bagian anggaran
kementerian yang menyelenggarakan urusarn
pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat
dibebankan pada bagian anggaran kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi
berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah
provirnsi.

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota berasal dari anggaran pendapatan
belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 105

Bantuari penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 yang kewenangan penilauannya berada
di Pemerintah, pendanaannya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belaija negara.

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 yang kewenangan penilaiannya berada
di Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, pendanaannya pbersumber  dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapztan dan beianja daerah.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut micngenai:

a.

daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-
UPL, dan SPPI;

b. tata . ..
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tata cara sistem sertifikasi kompetensi Amdal,
pelatihan kompetensi Amdal, dan lembaga penyedia
jasa penyusunan Amdal,;

pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan

tata cara penilaian calon ahli bersertifikat,

diatur dengan Peraturan Merteri.

BAB HI

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

‘1)

(2)

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 107

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap air
yang berada di dalam Badan Air.

Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Badan Air permukaan meliputi:

1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
2. danau dan sejenisnya;
3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atan

b. akuifer.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan,

b. pemanfaatan;

c. pengerndalian; dan
d

pemeliharaan.

Bagian . . .
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Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 108

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan
ekosistemnya.

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:

a. inventarisasi Badan Air;
b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;

c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar
air; dan

d. pcnyusunan dan penetapan rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Air.

Paragraf 1

Inventarisasi Badan Air

Pasal 109

Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.

Inveniarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan tahapan:

a. mengidentifikasi Badan Air; dan

b. melakukan karakterisasi Badan Air.

Pasal 110

Identiftkasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
109 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendapatkan
informasi mengenai Badan Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayar (2).

2j Identifikasi . . .
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Identifikasi Badarn Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui:

a. citra satelit;
b. foto udara; dan/atau
c. penyelidikan hidrogeologi.

Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mempeihatikan peta DAS dan peta CAT
dengan tingkat ketelitian paling kecil skaia 1:50.000.

Pasal 111

Citra satelit, foto udara, dan/atau penyelidikan
hidrogeologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat
(2) diinterpretasikan dengan tahapan:

a. mendelineasi citra satelit, foto udara, dan/atau
penyelidikan hidrogeologi; dan

b. memindahkan hasil delineasi ke dalam peta Badan
Air dengan tingkat ketelitian paling kecil skala
1:50.000.

Peta Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
karakterisasi Badan Air.

Pasal 112

Karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan
inforrnasi:

a. aspek hidrologi dan hidrogeologi;

b. aspek geolog;,

c. aspek morfologi;

d. aspek ekolog:;

e. aspek Mutu Air;

f.  aspek sumber pencemar; dan

g. aspek pemanfaatan air.

Inforrzasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara penguinpulan dan pengkajian:

a. data . ..
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a. data sekunder; dan/atau
b. data primer.

Terhadap karakterisasi Badan Air dengan menggunakan
data sckunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dapat dilakukan verifikasi melalui kegiatan survei
lapangan.

Hasil karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun di atas peta Badan Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11] ayat {2) yang merupakan peta
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dengan tingkat
ketelitian paling kecil skala 1:50.000.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 113

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyusun dan menetapkan Baku Mutu
Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf
b untuk:

a. air tanah; dan

b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi
Badan Air.

Baku Mutu Air unrtuk air tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan rona
awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan Mutu Air
tanah referensi.

Baku Mutu Air untuk air permukaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Baku Mutu
Air Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 114

Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoorainas: dengan:

a. menteri .
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a. mentleri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sumber daya air;

b. menteri vang menvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral;

c. menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang tata ruang; dan;atau

d. menteri an menyelengrarakan urusan
a3
pemerintahan Jdi bidang kehutanan.

Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 113
ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh gubernur setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
b.  berkoordinasi dengan bupati/wali kcta.

Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota
setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

1,

b. berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 115

Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan
penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), gubernur menyusun
dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi
kewenangan bupati/wali kota di wilayahnya.

Dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan
penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1}, Menteri menyusun
dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi
kewenangan gubernur.

Paragraf . . .
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Paragraf 3

Perhitungan dan Penetapan Alokasi Beban Pencemar Air

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 116

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan perhitungan dan penetapan
alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (2) huruf ¢ untuk mendapatkan nilai beban
pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang
diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.

Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdirt atas sektor:

industri;

domestik;

pertambangan;

minyak dan gas bumi;
pertanian dan perkebunan;
perikanan;

peternakan; dan

N

sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan dan penetapan alokasi behan pencemar air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:

a. hasii karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (4); dan

b. Baku Mutu Air bercdasarkan segmentasi dan zonasi
Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (1) huruf b.

Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan
perhitungan dan penetapan alokasi beban penucemar air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur
menghitung dan menetapkan alokasi beban pencemar air
yang menjadi kewenangan bupati/waii kota di wilayahnya.

(8) Dalam . ..
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Dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan
perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menghitung
dan menetapkan alokasi beban pencemar air yang menjadi
kewenangan gubernur.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

SK No 084597 A

Pasal 117

Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf d

meliputi:

a. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional;

b. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi;
dan

c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

(1)

kabupaten/kota.

Pazal 118

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a
diterapkan pada:

a. DAS lintas negara;
DAS lintas provinsi;
DAS dan CAT strategis nasional;

CAT lintas negara; dan

o 20 T

CAT lintas provinsi.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) disusun dan
ditetapkan oleh Menteri sctelah berkoordinasi dengan:

a. menteri . . .
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a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sumber daya air;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral;

c. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tata ruang;

d. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan; dan/atau

€. gubernur dan bupati/wali kota sesuai
kewenangannya.

Pasal 119

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b disusun
dan ditetapkan oleh gubernur.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Aiz provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:

a. DAS lintas kabupaten/kota; dan
b. CAT dalam Provinsi.

Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b.  berkoordinasi dengan bupati/wali kota.

Pasal 120

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
huruf ¢ disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan pada DAS dalam kabupaten/kota.

Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Air kabupaten/kota schagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah:

a. mendapatkan . . .



SK No 084599 A

(1)

(1)

(2)

aa@ :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b.  berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 121

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berisi:

a. pemanfaatan;
b. pengendalian; dan
c. pemeliharaan.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Muta Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disusun dan
ditetapkan berdasarkan:

a. pemantauan Mutu Air;
b. Baku Mutu Air; dan

c. alokasi beban pencemar air.

Pasal 122

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemantauan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a
dengan cara:

a. manual; dan/atan
b. otomatis dan terus-menerus.

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Lingkungan
Hidup.

Hasil pernantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu Air.

Pasal 123

Status Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
ayat (3} ditentukan dengan cara membandingkan hasil
pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 122 ayat (1) dengan Baku Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalamn Pasal 113 ayat (i).

(2) Status . ..
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Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. tercemar: atau
b. baik.

Untuk status Mutu Air tercemar, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menetapkan:

a. Mutu Air sasaran; dan
b. rencana pengendalian Mutu Air.

Untuk status Mutu Air baik, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menetapkan rencana pencegahan Pencemaran Air dan
pemeliharaan Mutu Air.

Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan:

a. peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
h.  Baku Mutu Air;

c. ketersediaan teknologi pengendalian Pencemaran Air;
dan

d. kondisi sosial. ekonomi, dan budaya.

Pasal 124

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 121 ayat (1) menjadi
bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:

a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;
dan

£. penyusunan tata ruang melalui kajian Lingkungan
Hidup sirategis,

sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Rencana . . .
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Rencana Perlindungar dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diuzbah jika
terjadi perubahan:

a. Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
113 ayat (1);

b. tata ruang; dan/atau

(@]

kebijakan  lainnya  yang  berimplikasi  pada
Perlindul.gan dan Fengelolaan Mutu Air.

Bagian Ketiga

Pemantaatan

Pasal 125

Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mulu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesusi1 dengan
Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.

Pasal 126

Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah
bagi Usaha dan/atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku
Mutu Air scbagaimana dimaksud daiam Pasal 113 ayat (1)
huruf b atau Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123 ayat (3) huruf a.

Bagian . ..
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Bagian Keempat

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 127

Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai
dengan irencana Perlindungan dan Pengeiolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan Pencemaran Air;
b. penanggulangan Pencemaran Air; dan

c. pemulihan Mutu Air.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 128

Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber
pencemar:

a. nirtitik; dan
b. titik.

Peticegahan Pencermaran Air sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan
terbaik.

Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. penyvediaan sarana dan prasarana;

b. pelaksanaan . . .
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b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali,
pendauran ulang, perolehan kembali manfaat,
dan/atau pengisian kembali Air Limbah;

c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;

d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air
Limbah;

e. penyediaan personel yang kompeten dalam
pengendalian Pencemaran Air; '

f.  internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan
Mutu Air; dan

g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban
pencemar air.

Pasal 129

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan
sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air.

Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk
sumber Air Limbah dari:

a. rumah tangga; dan
b. air limpasan atau nirtitik.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian
Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.

Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana
pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan
alokasi beban pencemar air.

Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian
Pencemaran Air, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan
kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan
Berusaha.

Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian
Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 130 . ..
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Pasal 130

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbakh.

Hasil pengolahan Air Liribah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan:

a. pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 ayat (3) huruf b;

b. pemaniaatan dengan cara aplikasi ke tanah;
dan/atau

c. pembuangan ke Badan Air permukaan dan/atau ke
formasi tertentu.

Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan Air
Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak
pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidiip serta
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Pasal 131

Menteri menetapkan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf c.

Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterapkan pada Usaha dan/atau Kegiatan yang

melakukan kegiatan:

a. pembuangan Air Limbah ke Badan Air pcrmukaan;

b. pembuangan dan/atau pemanfaatan An Limbah ke
formasi tertentu;

c. pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah;
dan/atau

d. Eentuk pembuangan dan/atau pemantaatan Air
Limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Penetapan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

berdasarkan:

a. ketersediaan teknoeiogl pengolahan Air Limbah; dan

b. pertimbangan . . .



SK No 084605 A

(1)

(2)

b

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

b. pertimbangan ekononii.

Pasal 132

Menteri menetapkan standar teknologi pengolahan Air
Limbah.

Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:

a. verifikasi teknologi; dan/atau
b. registrasi teknologi pengolahan Air Lirabah.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegialan dapat
menggunakan standar teknologi yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menentukan
teknologi berdasarkan Baku Mutu Air Limbah yang
ditetapkan.

Pasal 133

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajih Amdal
atau UKL-UPL yang meclakukan kegiatan pembuangan
dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) wajib:

a. membuat kajian; atau

b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh
Pemerintah,

sebagai dasar pertimbangan dalam = penetapan
Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

Pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci
Pelaku Usaha dalaia kawasan yang melakukan kegiatan
pembuangan dan/atau pemanfaatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2), mempersyaratkan
Persctuyjuan Teknis pernenuhan Baku Mutu Air Limbah
pada RKL RPL rinci.

Kajian secbagaimana dirmnaksud pada ayat (1) huruf a bagi
kegiatan pembuangan Air Limbah ke Badan Air
permukaan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat
(2) huaruf a mliputs:

a. jenis dan kapasitas nroduksi,

b. jenis . . .
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b. jenis dan jumlah bahan baku dan bahan penoclong
yang digunakan;

c. sumber, kapasitas air baku, dan neraca air;

sumber, debit, volume, dan karakteristik mutu air
limbah;
e. perhitungan detil dan kriteria desain sistem
pengolahan Air Limbah dan lumpur yang dihasilkan;
f. hasil pemantauan rona lingkungan awal air
permukaan;

g. perhitungan Baku Mutu Air Limbah berdasarkan
alokasi beban pencemar air dan prediksi sebaran Air
Limbah di air permukaan;

h. lokasi titik penaatan, pembuangan Air Limbah, dan
pemantauan air permukaan;

1. rencana pemantauan mutu Air Limbah dan air
permukaan; dan

J. sarana prasarana dan sistern penanggulangan
keadaan darurat.
(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf a bagi
kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah

ke formasi tertentv sebagaimana dimaksud dalam Pasal
131 ayat {2) huruf b, meliputi:

a. surnber, volume, karakteristik Air Limbah vang akan
diirijeksikan;

b. pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi;

daerah kajian injeksi yang menggambarkan lokasi
sunaur injeksi terkait dengan jarax terhadap sumur
penduduk, Badan Air terdekat, dan/atau zona
korservasi air tarah;

d. data sumur injeksi dan karakteristik zona target
injeks: menczkap lapisen zona keden» dan lapisan
zZona penyangga;

e. volume/kapasitzs tampung zcena target ‘njeksi dan
perkiraar sebaran Air Limbah di zona target injeksi;

f. yji inregritas mekanik;

g. konstruksi susiar bor,

h. sumur. ..
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sumur pantau,
debit dan tekanan injeksi pada kepala sumur;

tekanan rekah maksimum di lapisan zona kedap
yvang menyebabkan perpindahan Air Limbah dari
formasi ke sumber air minum bawah tanan;

rencana pemantauan kinerja injeksi Air Limbah;
Sistem Tanggap Darurat; dan

rencana penutupan sumur injeksi yang telah selesai
masa operasinya.

Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a bagi
kegiatan pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2} huruf c

meliputi:

a. jenis dan kapasitas produksi;

b. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan,;

c. sumber, debit, volume, dan karakteristik Air Limbkah
yang akan dimanfaatkan;

d. tujuan pemanfaatan Air Limbah;

e. lokasi, media lingkungan yang menerima Air
Limbah, dan jalur pemaparan Air Limbakh;

f.  analisis sisiem teknologi pemanfaatan Air Limbah:

g. dosis, frekuensi, dan/atau rotas1 pemanfaatan Air
Limbah;

h. besaran dampak pemanfaatan Air Limbah;

1.  efisiensi penggunaan air;

J- rencana pengelolaan Air Limbah dan ilumpur vang
dihasiikan;

k. rencana pemantaiian Air Limbah dan Mutu Air; dan

[y

carana prasarana dan sistem penanggulangan
keadaan darurat.

Pasal 134 . ..
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Pasal 134

Kajian pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilakukan
melalui penyusunan skenario dampak berdasarkan:

a. fungsi ekologis di sekitar Usaha dan, atau Kegiatan;
b. alokasi beban pencemar air; dan/atau

c. teknologi yang akan digunakan pada rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Dalam hal alokasi beban pencemar air belum ditetapkan,
perhitungan Baku Mutu Air Limbah dilakukan melalui
prediksi sebaran Air Limbah berdasarkan data Mutu Air
pada segmen atau zonasi Badan Air permukaan pada
lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Dalam hal perhitungan Baku Mutu Air Limbah yang
dibuang pada air permukaan lebih longgar dari Baku Mutu
Air Limbah yang ditetapkan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), pejabat pemberi
Persetujuan Teknis wajib menentukan Baku Mutu Air
Limbah saina atau lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah
yvang ditetapkan Menteri.

Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah terlewati,
Usaha dan/atau Kegiatan tidak diperbolehkan untuk
melakukan pembuangan Air Limbah atau diwajibkan:

a. untuk memanfaatkan Air Limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf b; dan/atau

b. melakukan alternatif lain dalam upaya penurunan
beban pencemar air pada sektor lain.

Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah terlewati,
pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib melakukan
evaluasi terhadap Persetujuan Teknis yang telah
diterbitkan.

Pasal 135 . ..
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Pasal 135

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(3) huruf a dan Pasal 57 ayat (4) huruf a kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

Pesmohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 untuk kegiatan
pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang
dimohonkan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan melalui sistem informasi dokumen
lingkungan untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran
kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan
diterima.

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4):

a. Menteri, menugaskan pejabat yang membidangi
pengendalian Pencemaran Air; dan

b. gubernur atau bupati/wali kota, menugaskan pejabat
yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 136

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 ayat (4) menyatakan:

a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 ayat (5) melakukan penilaian
substansi; atau

b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5)
mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan untuk melakukan perbaikan.

(2) Penilaian . .
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Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan terhadap kajian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 133 untuk kegiatan pembuangan dan/atau
pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi
pengendalian Pencemaran Air.

Terhadap Persetujuan Teknis yang tidak lengkap
dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huraf b, penanggung jawab (Jsaha dan/atau Kegiatan
melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling iama 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak
lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 137

Dalarn lial hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 136 ayat (2} menunjukkan:

a.

(1)

(2)

memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5)
menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku
Mutu Air Limbakh; atau

tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 135 ayat (9)
menerbitkan penclakan Persetujuan Teknis untuk
pemenunan Baku Mutu Air Limbah disertai alasan
penolakan.

Pasal 138

Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air
Limbhah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a
memuat:

a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. standar kempeteinsi sumber daya manusia; dan
c. sistem manajemen lingkungari.

Standar teknis pemeniithan Baku Mutu Air Limbah
sebagaimana dimaiksud pada ayat {1} huruf a meliputi:

a. vparamcter dan nilai Baku Mutu Air Limbabh;

b. desain . ..
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desain instalasi pengolahan Air Limbah;

titik penaatan dengan nama dan titik koordinat;

titkk pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah
dan titik koordinat;

titik pemantauan pada Badan Air permukaan, air
tanah, dan/atau tanah dengan nama dan titik
koordinat;

biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

kewajiban:

1.

8o

memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran
limpasan air hujan,;

memiliki unit pengolahan dan saluran Air
Limbah kedap air;

memiliki alat ukur debit; dan

4. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran
Air; dan

larangan:

1.  membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1
(satu) saat atau pelepasan dadakan:

2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya
penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;

3. membuang Air Limbabh di luar titik periaatan;

4. mengaplikasikan Air Limbah di luar area yang
ditetapkan dalam izin pemanfaatan Air Limbah
ke tanah; dan/atau

S. menyampaikan data palsu.

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.
b.

<

pernanggung jawab pengendaiian Pencemaran Air;

peranggung jawab operator instalasi pengolahan Air
Limbah; dan

personel vang memiliki kompetensi lainnya scsuai
kebutuhan,

ang hersertifikat

(4} Sistem . . .
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(4 Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. pemantauan mutu Air Limbah;

b. penaatan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan
bagi Usaha dan/atau Kegiatan;

c. pemantauan Mutu Air permukaan dan/atau air
tanah secara berkala; dan

d. pelaporan seluruh kewajiban pengendalian
Pencemaran Air.

Pasal 139

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 sampai dengan
Pasal 138 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja.

Pasal 140

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
dilengkapi SPPL, wajik melakukan pengolahan Air Limbah
sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 141

Dalam pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan kerja sama
dengan:

a. badan usaha; atau

b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melalzukan verifikasi terhadap
Persetujuan Teknis.

(2) Verifikasi sebagaimana dunaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk:

a. melihat . . .
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a. melihat kesesuaian antara  standar teknis
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan
pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan;
dan

b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana
serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.

Hasii verifikasi terhadap sarana dan prasarana
pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan
Teknis.

Dalam hal hasi! verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3):

a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan SLO; atau

b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya memerintahkan untuk melakukan
perbaikan  sarana dan prasarana dan/atau
perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan
dalara berita acara.

SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai
dasar Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
perbaikan sarana dan prasarana sesual dengan berita
acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenuhi.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana scsuai
dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (%)
huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan
pengawasan.

Pasal 143

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) meliputi kemampuan:

a. melakukan identifikasi sumber pencemar air;

b. menentukan . . .
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b. menentukan karalteristik Air Limbah;
c. menilai tingkat Pencemaran Air;

d. mengoperasikan dan melakukan perawatan instalasi
pengoiahan Air Limbah;

o

melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air
Limbah,;

f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan
keria terhadap baliaya dalam pengolahan Air Limbah;
dan

g menguasai standar kompetensi lainaya sesuai
dengan perkembangan ilmu pengstahuan dan
peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan standar kompetensi suinber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling lambat 1
(satu) tehun sejak SLO diterbitkan.

Pasal 144

Pemantauan mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 138 ayat (4) huruf a dilakukan secara:

a. manual; dan/atau
b. otomatis dan terus menerus.

Pemantauan mutu Air Limbah secara manual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
memenuhi ketentuan:

a. dilakukan pada titik penaatan Air Limbah;

b. menggunakan metode pemantauan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,; dan

c. dilakukan oleh laboratorium yang telah teregistrasi
oleh Menteri.

Menteri menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib imnelakukan pemantauan mutu Air Limbah secara
otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud pada
ayat {1; huruf b.

Pasal 145 . ..
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Pasal 145

Sister: manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 138 ayvat (4) dilakukan melalui tahapan:

a.

-

D.
c.
d.

perencanaan;
pelaksanaan;
pemeriksaan; dan

tindakan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:

[a)

[~

h

menentukan lingkup dan  menerapkan  sistem
manajemen  lingkungaiy  terkait  pengendalian
Pencemaran Air;

menetapkan kebijakan pengendalian Penicemaran Air;

memastikan kepeunimpinan dan komitmen dari
manajemen puncak terhadap pengendalian
Pencemaran Air;

memastikan adanya struktur organisasi yang
renangani pengendalian Pencemaran Air;

menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk
peran yang sesuai,

menentukan aspek pengendalian Pencemaran Air dan
dampaknya;

identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban
penaatan pengendalian Pencemaran Air,

menentukan risiko dan peluang yang periu ditangani;

merencanakan untuk mengambil aksi menangani
risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari
kegiatan tersebut; dan/atau

menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran Air,
menentukan  indikator dan  proses  untuk
mencapainya.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. menentukan . . .
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menertitukan sumber daya yang disyaratkan untuk
pencrapan dan pemeliharaan sistem manajemen
lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;

menentukan sumber daya manusia yang memiliki
sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Auir;

menetapkan, menerapkan, dan memeclihara proses
yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan
eksternal;

memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan
dan pemutakhiran serta pengendalian informasi
rerdokumentasi;

menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan
proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk
memenuhi persyaratan sistem manajernen
ingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
dan/atau

menentukan potensi situasi darurat dan respon yang
diperlukan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi:

a.

b.

6

memantau, mengukur, menganezlisa, dan
mengevaluasi kineria pengendalian Pencemaran Air;
mengevaluasi  pemenuhan terhadap kewajiban
penaatan pengendalian Pencemaran Air;

melakukan internal audit secara berkala; dan/atau

mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi
terkait pengendalian Pencemaran Air untuk
mernastikan kesesuvaiar, kecukupan, dan keefektifan.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:

a.

b.

melakukan tindakan untuk menangani
ketidaksesuaian; dan

melakukan tndakan perbaikan  berkelanjutan
terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai
dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian
Pencemaran Air.

Pasal 146 . ..
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Pasal 146

Pelaporan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) huruf d
dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 147
Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi
mencemari air melakukan internalisasi biaya

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam biaya
produksi dan/atau operasinya.

Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:

a. pencegahan Pencemaran Air;

b. pengelolaan Air Limbah;

c. pemantauan Air Limbah dan Mutu Air:
d. penanggulangan Pencemaran Air;

pemulihan Mutu Air pasca kedaruratan dan pasca
operast;

f. penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam
pengendalian Pencemaran Atr;

g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian
Pencemaran Air;

h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dalam pengendalian Pencemaran Air;
dan/atau

i.  kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian
Pencemaran Air.

Pasal 148

Menteri mengembangkan sistem perdagangan alokasi
beban pencemar air terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
yang melakukan kegiatan pembuangan Air Limbah ke
Badan Air permukaan

Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempcrtimbangkan:

a. ketersediaan . . .
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a. ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokasi
pembuangan Air Limbtah; dan

b. alokasi beban pencemar air dari Usaha dan/atau
Kegiatan.

Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya.

Pasal 149

Perdagangan alokasi beban pencemar air nasional
ditetapkan oleh Menteri serelah berkoordinasi dengan
kementerian dan/atau lembaga nonkementerian terkait.

Perdagangan alokasi beban pencemar air provinsi
ditetapkan oleh gubernur setelah:

a. berkoordinasi dengan bupati/wali kota; dan
b. mendapatkan rekomendas: teknis dar1 Menteri.

Perdagangan alokasi beban pencemar air kabupatern, kota
ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah mendapatkan
rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 150

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat
memkbuang Air Limbah ke Badan Air permukaan sesuai
dengan kuota alokasi beban pencemar air yang
dimilikinya.

Alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diperjualbelikan antara penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan sistem
perdagangan alokasi beban pencemar air yang
dikembangkan oieh Menteri.

Paragraf . . .
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Paracraf 3

Penanggulangan

Pasal 151

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan
penanggulangan Pencemaran Air.

Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada
masyarakat;

b. pengisolasian Pencemaran Air;
penghentian sumber pencemar air; dan/atau

cara lain scsuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pemberian informasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan daiam jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) jam sejaik diketahuinya pencemaran.

Dalam ha! terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan
tersepbut >ebagai keadaan darurat secara elektronik dalam
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada
Menteri, gubesuur, dan/atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (+) rmmemuat:

lokasi;

ST

wakiy;
C. penyebab;
dugaan dampak terhadap lingkungan; dan

upaya yang telah dilakukan.

fPasal 152 ...
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Pasal 152

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan penangguilangan Pencemaran Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dalam
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak
diketahuinya pencemaran, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menetapkan pihak ketiga untuk melakukan
penanggulangan Pencemaran Air.

Terhadap kegiatan penanggulangan Pencemaran Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya
kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 4
Pemulihan Mutu Air
Pasal 153

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan
pemulihan Mutu Air.

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. pembersihan unsur pencemar air;
b remediasi;

c. rehabilitasi;

d. restorasi; dan/atau

lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

®

Pasal 154

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya
Pencemaran Air, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga
untuk melakukan pemulihan Mutu Air.

(2) Terhadap . . .
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(2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan
untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 155

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya jitka:

a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber
pencemarnya; dan/atau

b. udak diketahui pihalk vang melakukan Pencemaran Air.

Bagian Kelima

Peameliharaan

Pasal 156

(1) Pemeliharaan Mutu Air diselenggarakan berdasarkan
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

=
[\
N

Pemeliharaan Mutu Air dilakukan pada:

a. Badan Air kelas satue

b. Badan Air yang berada di kawasan lindung;
c. mala air;

d. air tanah; dan/atau

¢. danau tertutup.

-——
W
=

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeliharaan Mutu Air
melalul vpaya:

a. konservasi Badan Au dan ekosistemnya;
b. pencadangan Bada: Air dan ekosistemnya; dan/atau

c. pengercaalion perabahan ikbm.

(4} Konservast . . .
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Konservasi Badan Air dan ekosistemnya sebagairnana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan:

a. perlindungan Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas
satu; dan/atau

b. perlindungan ekcsistem di sekitar Badan Air dengan
Baku Mutu Air kelas satu.

Pencadangan Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Badan Air
yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu
tertenta.

Pengendalian perubahan iklint sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui pengelolaan Air
Limbah untuk memitigasi pelepasan Emisi gas rumah
kaca.

Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan keientuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 157

Setiap Orang berhak:

a.

d.

mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan cleh Menterti,
gubernur, atau bupati/wali kota;

mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar,
bahaya Pencemaran Air, dan upaya Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Air;

berpaitisipasi dalam memantau Mutu Air;

berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan Mutu
Air;

menyampaikan rengaduan dan mengajukan Kkeberatan
atas Pencemaran Air yang terjadi di lingkungannye;
dan/atau

f. mendapatkan . . .
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mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka
memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagai suatu upaya perjuangan atas hak Lingkungan
Hidup yang baik dan sehat.

Pasal 158

Setiap Orang berkewajiban:

a.
b.

C.

memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air;
melakukan pencegahan Pencemaran Air; dan

ikut berpartisipasi dalam penanggulangan Pencemaran Air
dan pemulihan Mutu Air.

Pasal 159

Setiap Orang dilarang:

a.

b.

)

memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air, dan
danau tertutup;

memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3,
dan/atau Limbah B3 ke Badan Air;

merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;

melakukan perbuatan yang menimbulkan Pencemaran
Air;

melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa génetik

ke Badan Air yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau

memberikan informasi palsu, menyesatkan,
menghilangkan informasi, merusak informasi, atau
memberikan keterangan yang tidak benar.

Bagian Ketujuh

Peran Serta Masyarakat

Pasal 160

Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Air berupa:

SK No 097449 A
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memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan
masing-masing;

melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di
lingkungan masing-masing; '
menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar
dan akurat;

menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar air;

melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka
pengurangan pencemar air; dan/atau

melakukan program ekoriparian untuk pemulihan
ekosistem Badan Air.

Pasal 161

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat memfasilitasi terbentuknya
kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha, dalam
melakukan pengurangan pencemar air.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk perjanjian antara masyarakat
dengan badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.

tata cara inventarisasi, penyusunan dan penetapan Baku
Mutu Air, perhitungan dan penetapan alokasi beban
pencemar air, tata cara pemantauan Mutu Air,
perhitungan status Mutu Air, penetapan Mutu Air
sasaran, dan penyusunan, penetapan, dan perubahan
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

b. penyediaan . . .
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penyediaan sarana dan prasarana, tata cara pembuangan
dan pemanfaatan air limbah. Baku Mutu Air Limbah,
penetapan standar teknologi, tata cara penyusunan dan
penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air
Limbah dan SLO, persyaratan pemenihan Baku Mutu Air
Limbah Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL, standar
kompetensi pengendalian Pencemaran Air, pemantauan
mutu Air Limbah, tata cara pelaporan, sistem inforinasi
dan tata cara perdagangan alokasi beban pencemar air;

tata cara penanggulangan Pencemaran Air;
tata cara pemulihan Mutu Air; dan

tata cara pelaksanaan kemitraan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal
161 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB 1V

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu

Umuin

Pasal 163

Penvelenggaraan Perlindungain dan Pengelolaan Mutu Udara
meliputi:

a.
b.

C.

perencanaan;
pemanfaatan; dan

penigendalian.

Bagian . ..



SK No 084626 A

a@@(”ﬁ%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Bagian Kedua

Peiencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 164

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu ldara
dilakulkan melalui:

a.
b.

O

o

(2)

inventarisasi udara;
penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien;
penyusunan dan penetapan WPPMU; dan

penyusunan dan penetapan RPPMU.

Paragrat 2

Inventarisasi Udara

Pasal 165

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
164 huruf a meliputi:

a. sumber Emisi dan/atau sumber gangguan; dan
b. Mutu Udara ambien.

Inventarisasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan
sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
pada:

a. sumber tidak bergerak; dan
b. sumber bergerak.

Inventarisasi Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf b dilakukar: pada Udara Ambien.

Pasal 166 . ..
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Pasal 166

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
165 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. identifikasi surnber Emisi dan/atau sumber
gangguan, jenis Emisi dan/atau jenis gangguan
Pencemar Udara; dan

b. npenghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara
ambien.

Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan:

a. data primer; dan/aiau

b. data sekunder.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a. nasil pengambilan contoh uji;

L. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan
Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;

(@]

data laporan statistik; dan/atau

d. data lainnya yang relevan.

‘asal 167

identifikas! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat
(1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan
informasi mengena::

w. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghesilkan
Emis: danyatau gangguan;

b. lokasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan;
c. parameter dan nilay parameter Pencernar Udara,
sebaran Ern:isi dan gangguan,

e. dampak terhadap kesehatan manusia dan
linglkungari;

t=h

tingkat pertarucuhian ekonomi; can

2. fingka. kepadatan penduduk.

(2) Hasil
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(2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penghitungan Emisi, gangguan,
dan Mutu Udara.

Pasal 168

Penghitungan Ernisi, gangguan, dan Mutu Udara sebaga:mana
dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b dilakukan dengan
cara:

a. pengukuran; dan/atau

b. perhitungan.

Pasal 169

1} Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168
gu
huruf a dilakukan dengan cara:

a. manual; dan/atau
bh. otomatis dan terus-menerus.

(2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengarn ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 170

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b
dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber Emisi,
gangguan, dan Mutu Udara.

Pasal 171

(1) Penghitiingan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 168 dilakukan untuk
mendapatkan informasi tingkat, status, proyeksi Emisi,
gangguan, dan Mutu Udara.

(2) Penghitungan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di
bidang Perlindungat dan Pengelclaan Mutu Udara.

Pasal 172 . ..
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Pasal 172

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165
sampai dengan Pasal 171 dilakukan oleh:

a.
b.

C.

Menteri, untuk inventarisasi udara nasional;
gubernur, untuk inventarisasi udara provinsi; dan

bupati/wali kota, untuk inventarisasi udara
kabupaten/kota.

Pasal 173

Menteri  dalam melakukan inventarisasi  udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a
berkoordinasi dengan:

a. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
terkait; dan

b. Pemerintah Daerah terkait.

Gubernur dalam melakukan inventarisasi udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi.

Bupati/wali kota dalam melakukan inventarisasi udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf c
mengoordinasikan perangkat daerah terkait.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 174

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 164 huruf b disusun dan ditetapkan dengan
mempertimbangkan:

a. hasil inventarisasi udara; dan
b. aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. jenis parameter; dan

b. nilai . ..
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b. nilai parameter.

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada
avat (2} tercantuin dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan dan
penetapan nila: kensentrasi Udara Ambien tertinggi di
kelas WPPMU.

Paragraf 4

Perivusunan dan Penetapan Wilayaly Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
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(2)

(3)

Udara

Pasal 175

WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf c
terdiri atas:

a. WPPMU nasional;

b. WPPMU lintas provinsi;

c. WPPMU provinsi,

d. WPPMU lintas kabupaten/kota; dan

e. WPPMU kabupaten/kota.

WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. WPPMU Kelas [, untuk peruntukan pelestarian dan
renicadangan udara bersih;

. WPPMU Kelas 1[I, untuk peruntukan kawasan
permukiman, komersial, pertanian, perkebunan,
dan/atau peruntukan lain vang mempersyaratkan
kelas vang sama; dan

c. WPPMU Kelas UI, untuk peruntukan industri
dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan
kelas yang sama.

WPPMU sebagaimasna dimaksud pada ayat (i) disusun
naling sedikit berdasarkan:

a. hasil penghitungan kmisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108§,

b. nilat . ..
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b. nilai konsentrasi Udara Ambien;

c. rencana tata ruang wilayah;

d. kesamaan karakteristik bentang alam; dan
e. kondisi iklim dan meteorologi.

Dalam hal suatu wilayah memiliki kawasan pristine,
kawasan tersebut dikategorikan ke dalam WFPPMU kelas
L.

Pasal 176

WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ditetapkan

oleh

a

b.

Menteri setelah berkoordinasi dengan:

menteri yang menyelenggarakan urusan permierintahan di
bidang tata ruang;

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian; dan

menteri yang inenyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negert

Paragraf 5

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
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Udara

Pasal 177

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf d terdiri

atas:
a.
b.

C.

(1)

RPPMU nasional;
RPPMU provinsi; dan
RPPMU kabupaten/kota.

Pasal! 178

RPPMU nastonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
huruf a disusun uncuk:

a. WPPMU skala nasional; dan

b.  WPPMU skala lintas provinsi.

(2) RPPMU . ..
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RPPMU nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan nilai konsentrasi Udara Ambien
tertinggi di kelas WPPMU.

Pasal 179

RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
huruf b disusun untuk:

a. WPPMU skala provinsi; dan
b. WPPMU skala lintas kabupaten/kota.

RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan:

a. RPPMU nasional; dan

b. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas
WPPMU.

Pasal 18C

RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 177 huruf ¢ disusun untuk seluruh WPPMU yang
berada dalam 1 {satu) wilayah kabupaten/kota.

RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan:

a. RPPMU nasional;
b. RPPMU provinsi; dan

c. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas
WPPMU.

Pasal 181

RPPMU nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
huruf a disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian terkait.

RPPMU provins: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
huruf b disusun dan ditetapkan oleh gubernur setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b.  beikoordinasi derigan bupati/wali kota.

(3) RPPMU . . .
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RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 177 huruf ¢ disusun dan ditetapkan oleh
bupati/wali kota setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b. berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 182

RPPMU sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 177 paling sedikit
memuat:

a.

b
C.
d

pemanfaatan sumber daya alam;
pengendalian Pencemaran Udars;
pemeliharaan sumber daya alam; dan

adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 183

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 disusun
dengan mempertimbangkan:

a.
b.

status Mutu Udara ambien; dan

bentuk pemanfaatan,

pada masing-masing kelas WPPMU.

©

(3)

Pasal 184

Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 183 huruf a ditentukan dengan cara
membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan
nilai Mutu Udara WPPMU yang telah ditetapkan oleh
Menteri.

Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:

a. tercemar; dan
b. tidak tercemar.

Daiam hal status Mutu Udara ambien tercemar, Menteri,
guberriur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan Mutu Udara sasaran.

(4) Mutu . . .
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Mutu Udara sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditentukan dengan mempertimbangkan:

a. faktor ekonomi; dan
b. perkembangan teknologi pengendali Emisi.

Dalam hal WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum ditetapkan, status Mutu Udara ambien ditentukan
dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara
Ambien dengan Baku Mutu Udara Ambien.

Pasal 185

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 menjadi
bagian dar: rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
diubal, jika terdapat perubaban pada:

a. Baku Mutu Udara Ambien;
b. kelas WPPMU,; dan/atau

C. tata ruang.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 186

Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU
nasional. RPPMU provinsi, dan RPPMU kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

Pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan pada:

a. WPPMU kelas I;
b. WPPMU kelas II; dan
c. WPPMU kelas If].

Pasal 187 . ..
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Pasal 187

(1) Pemanfaatan WPPMU kelas 1 sebagainana dimaksud
dalam Pasal 186 ayat (2) huruf a dilakukan terbatas
untuk:

a. penelitian dan ilmu pengetahuan;
b. jasa lingkungan; dan

c.  kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi WPPMU
dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan WPPMU kelas 1l dan kelas Ill sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf b dan huruf ¢
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai RPPMU.

Bagian Keempat

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 188

(1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesnuai
dengan RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan;
b. penanggulangan; dan

c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 189

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:

a. Baku. ..
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Baku Mutu Emisi;

Persetuyjuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b
dan Pasal 57 ayat (4) huruf b;

baku mutu gangguan;

internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;

kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan

Standar Nasional Indonesia terhadap proeduk yang
digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke
udara.

Pasal 190

Menteri menyusun dan menetapkan Baku Mutu Emisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 hurut a.

Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan mempertimbangkan teknologi terbaik
yang tersedia.

Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterapkan pada:

a. sumber Emisi tidak bergerak; dan

b. sumber Emisi bergerak.

Pasal 191

Baku Mutu Emisi sumber Emisi tidak bergerak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (3) huruf a
ditetapkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan:

a. dampak Emisi rendah; dan

b. dampak Emisi tinggi,

Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha
dan/atau Kegiatan dengan dampek FEmisi rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

menggunakan baku mutu vang ‘elanh ditetapkan oleh
Menteri.

(3) Baku. ..
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Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha
dan/atau Kegiatann dengan dampak Emisi tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib
dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.

Dalam hal kegiatan dengan dampak Emisi tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihasilkan oleh
pelaku usaha dalam kawasan yang wajib RKL-RPL rinci,
pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci
mempersyaratkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku
Mutu Emisi pada RKL-RPL rinci. '

Dalam hal Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum ditetapkan oleh Menteri, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan
Persetujuan Teknis.

Pasal 192

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan
Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalar:. Pasal 191
ayat (3) dan ayat (5) kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan Persetujuan
Lingkungan.

Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang memuat:

a. identifikasi sumber Emisi;

b. informasi data meteorologi;

c. informasi rona awal kawasan terdampak;

d

perhitungan Beban Emisi yang dihasilkan;

e. perhitungan simulasi dispersi untudl: menetapkan
kadar maksimum;

f.  perhitungan neraca massa,

g. bahan baku dan penunjang;

h. perhitungan efisiensi;

1.  besaran dampak pembuangan Emist;

J-  nilai mutu Ernisi;

k. proses produks;;

1.  alat pengendzli Emisi yang digunakan:

m. konsumsi . . .
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m. konsumsi energi yang digunakan;
n. rencana pengelolaan Emisi; dan
0. rencana pemantauan Emisi dan Udara Ambien.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan melalui Sistern Informasi Lingkungan Hidup
untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.

Terhadap permohonan Persetujuan Teknis sebagimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan
kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam jangka waktu paling lama 2 (duaj hari kerja sejak
permohonan diterima.

Dalam melakukan pemeriksaan scbagaimana dimaksud
pada ayat (4):

a. Menteri, menugaskan pejabat yang membidangi
nengendalian Pencemaran Udara; dan

b. gubernur atau bupati/wali kota, menugaskan pejabat
yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 193

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 192 ayat (4) menyatakan:

a lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud
dalamm Pasal 192 ayat (5) melakukan penilaian
substansi; atau

b. tidak Iengkap danjatau tidak benar, pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 192 avar (5)
mengembealikan kepada penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan untuk melengkapi persyaratan.

Terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
melakukan perbaikan dalam jeangka waktu paling lama 10
(sepuluh) nari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak
lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 194 . ..
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Pasal 1G4

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
193 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat {2) uniuk
kegiatan vang mempunyai dampak Emisi tingg ke
lingkungan.

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi
pengendalian Pencemaran Udara.

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

a. telah memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis,
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat
{5)  menerbitkan Persetujuan Teknis untuk
pemenuhan Baku Mutu Emisi; atau

b. tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Tekmnis,
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat
(5) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk
pemenuhan Baku Mutu Emisi disertai alasan
penolakan.

Pasal 195

Penilaian substansi sarapai dengan penerbitan Persetujuan
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 196

Persetujuan Tecknis untuk pemenuhan Baku Muiu Emisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat {3} Liuruf a
memuat:

a.
b.

C.

standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
standar kompetensi sumber daya manusia; dan

sistcin manajemen lingkungan.
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Pasal 197

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 196 huruf a meliputi:

a.
b.

c.
d.

o

parameter dan nilai Baku Mutu Emisi;

desain alat pengendali Emisi;

lokasi titik pengambilan sampel;

sumber Emisi wajib pantau dilengkapi dengan nama dan
titik koordinat;

sarana prasarana pengambilan sampel;

lokasi dan titik pemantauan Udara Ambien;

kewajiban:

1.

memiliki alat pengendali Emisi;

2. menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi
Usaha dan/atau Kegiatan,;

3. memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel
Emisi;

4. memantau Mutu Udara ambien dan konsentrasi
Emisi secara berkala;

5. melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan
kembali;

6. memiliki penanggung jawab yang memiliki
kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan
Mutu Udara; .

7. melakukan perhitungan Beban Emisi;

8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Udara;
dan

9. melaporkan  seluruh  kewajiban  pengendalian

. Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi
Lingkungan Hidup; dan

larangan:

1. membuang Emisi secara langsung atau pelepasan
dadakan;

2. melakukan pembuangan Emisi non-fugitive tidak

melalui cerobong;

3. menambahkan . ..
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menambahkan wudara ke cerobong setelah alat
pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan;
dan/atau

tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan
Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 198

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 196 huruf b meliputi:

a.
b.

penanggung jawab pengendalian Pencemaran Udara;

penanggung jawab instalasi alat pengendali Emisi;
dan

personel yang memiliki kompentensi lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:

a.
b.

C.

melakukan identifikasi sumber pencemar Emisi;
menentukan karakteristik pencemar Emisi;
menilai tingkat pencemaran Emisi;

mengoperasikan dan melakukan perawatan alat
pemantauarn Emisi;

melakukan identifikasi bahaya dalam pengendalian
Emisi;
melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan

kerja terhadap bahaya dalam pengendalian Emisi;
dan

menguasal standar kompetensi lainnya sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 196 huruf c dilakukan melalui tahapan:

a.

perencanaan,

b. pelaksanaan . . .
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b. pelaksanaan,;
c. pemeriksaan; dan
d. tindakan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:
a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem

manajemen  lingkungan  terkait pengendalian
Pencemaran Udara;

menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari
manajemen puncak terhadap pengendalian
Pencemaran Udarzg;

menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran
Udara;

menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk
penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen
lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;

memiliki  sumber daya manusia yang memiliki
sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran
Udara;

menetapkan struktur organisasi yang menangani
pengendalian Pencemaran Udara;

menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk
peran yang sesuai;

menentukan aspek pengendalian Pencemaran Udara
dan dampaknya;

mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap
kewajiban penaatan pengendalian Pencemaran
Udara,;

merencanakan untuk mengambil aksi menangani
risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari
kegiatan tersebut;

menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran
Udara serta menentukan indikator dan proses untuk
mencapainya; ’

memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan
dan pemutakhiran serta pengendalian informasi
terdokumentasi;

m. menentukan . .
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m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani;
dan/atau

n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang
diperlukan.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. memantau, mengukur, menganalisa, dan
mengevaluasi kinerja pengendalian Pencemaran
Udara; dan

b. mengevaluasi hasil pemantauan Emisi yang
dilakukan terhadap nilai Baku Mutu Emisi yang
ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan atau
peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Baku Mutu Emisi. ,

Dalam hal evaluasi hasil pemantauan Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b menunjukkan
ketidaktaatan, rencana pengelolaan Emisi harus
dilakukan perubahan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban
penaatan pengendalian Pencemaran Udara;

b. melakukan internal audit secara berkala; dan

c. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi
terkait pengendalian Pencemaran Udara untuk
memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

meliputi:

a. melakukan tindakan untuk menangani
ketidaksesuaian; dan

b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan
terhadap sistem manajemen lingkungan yang belum
sesuai dan efektif untuk meningkatkan Kkinerja
pengendalian Pencemaran Udara.

Pasal 200 . ..
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Pasal 200

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengelolaan Emisi.

Pasal 201

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan verifikasi terhadap sarana
dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk:

a. melihat kesesuaian antara  standar teknis
pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan
sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran
Udara yang dilakukan; dan

b. memastikan berfungsinya sarana dar prasarana
pengendaliari Pencemaran Udara serta terpeniuhinya
Baku Mutu Emisi.

(3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana
pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) berupa memenuhi atau tidak memenuhi
Persetujuan Teknis.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3):

a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan SLO; atau

b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya memerintahkan untuk melakukan
perbaikan  sarana dan prasarana dan/atau
perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan
dalam berita acara.

(51 SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai
dasar Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

(6) Penanggung . . .
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Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita
acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
sampai dengan Baku Mutu Emisi terpenuhi.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai
dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan
pengawasan.

Pasal 202

Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dilakukan paling
lambat 1 (satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 203

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan
sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 190 ayat (3) huruf a wajib memenuhi
ketentuan Baku Mutu Emisi.

Pernenntuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan
Emisi dengan cara:

a. manual; dan/atau
b. otomatis dan terus menerus.

Pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh
laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.

Pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus-
menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan dengan cara memasang alat pemantau untuk
mengukur kuantitas kadar dan laju alir Emisi yang
terkalibrasi.

Menter: menectapkan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-
menerus.

(6) Setiap . . .
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Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-
menerus, wajib mengintegrasikan pemantauan Emisinya
ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 204

Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19C ayat (3} huruf b meliputi:

a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sekior industri
otomotif;

b. penggunaan alat transportasi darat; dan
C. penggunaan alat berat.

Sumber Emisi bergerak produk dari Usaha dan/atau
Kegiatan sektor industri otomotif sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf a dikategorikan berdasarkan:

a. tipe baru, meliputi model baru dan yang sedang
diproduksi; dan

b. produk yang telah beroperasi.

Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud pacda ayat
(1) huruf b meliputi sumber Emisi berbasis.

a. jalan; dan/atau

b.  nomjalan.

Pasal 205

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menghasilkan Emisi:

a. produk dari Usaha danr/atau Kegiatan sektor industri
otomotif;

b.  penggunaan alat trausportasi darat berbasis
nonjalan; dan/atau

c. penggunaan alat berat,
wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.

Produk nasil industri otomotif sebagaimana dimaksud
pada ayat (!) hurui a meliputi:

a  enjin model bary; dar

b. enjin . ..
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b. enjin yang sedang diproduksi.

Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. untuk produk hasil Usaha dan/atau Kegiatan sektor
industri otomotif, dilakukan oleh laboratorium yang
terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau
badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling
pengakuan dalam forum Asia Pacific Accreditation
Cooperation (APAC) atau International Laboratorium
Accreditation Cooperation (ILAC); dan

b. untuk alat transportasi darat berbasis nonjalan dan
alat berat, dilakukan oleh personel yang memiliki
sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 206

Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat
transportasi darat berbasis jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 204 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a harus
memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.

Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan
yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga)
tahun; dan

b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki
sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar
pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif pajak
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri, setelah berkoordinasi dengan
Menteri.

Pasal 207 . . .
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Pasal 207

Menteri menyusun dan menetapkan baku mutu gangguan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf c.

Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebisingan;

b. kebauan; dan

c. getaran.

Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. kesehatan manusia;

b keselamatan sarana fisik;

c. kelestarian bangunan;

d. kctersediaan teknologi terbaik; dan/atau

e. kemampuan ekonomi.

Pasal 208

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
mengeluarkan gangguan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 207 ayat (2) wajib melakukan uji gangguan.

Uji gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:

a. menggunakan laboratorium yang teregistrasi oleh
Menteri; dan/atau

b. menggunakan personel yang memiliki sertifikat yang
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.

Pasal 209

Setiap Usaha dan/ataun Kegiatan harus melakukan
internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 189 huruf d.

(2) Internalisasi . . .
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Internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
memasukkan biaya pengendalian Pencemaran Udara
dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha
dan/atau Kegiatan.

Biaya pengeadalian Pencemaran Udara sebagaimana
dimsaksud pada ayat (2) meliputi biaya:

a. pencegahan Pencemaran Udara;

b. pengembangan teknologi terbaik rendah Emisi,
c. penggunaan bahan bakar bersih;
d

pengembangan sumber daya manusia; dan/atau

®

kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian
Pencemaran Udara.

Pasal 210

Menteri menetapkan kuota Emisi dan sistem perdagangan
kuota Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189
huruf e terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang
menghasilkan Emisi.

Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada sayvat (1)
ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
terkait.

Perdagangan kuota Emis! sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan RPPMU yang telah
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 211
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat
melepas Emisi sesuai dengan kuota Emisi yang
dimilikinya.
Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat

diperjualbelikan antar penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan.

Pasal 212 . ..
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Pasal 212

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan menyusun Standar Nasional Indonesia
terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang
mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 189 huruf f.

Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang
digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebauan;
b. gangguan kesehatan; dan

c. bentuk standar lainnya sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan peraturan
perundang-undangan.

Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang
digunakar di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan mempertimbangkan:

a. kesehatan masyarakat;

b. larangan penggunaan B3;

c kelestarian bangunan,;

d. ketersediaan teknologi terbaik; dan/atau
e kondisi ekonomi.

Dalam menyusun Standar Nasional Indonesia, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan  berkoordinasi dengan instansi yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Standar
Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di
rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara diatur
dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf . . .
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Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 213

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan vang
melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan
penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183
ayat (2) huruf b.

Penanggulangan Pencemaran Udara  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait
Pencemaran Udara;

b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan

cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

a. penghentian proses produksi;

b. penghentian kegiatan pada  fasilitas  yang
menyebabkan Pencernaran Udara; dan/atau

c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran
Udara pada sumbernya.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan vyang
melakukan penanggulangan Pencemaran Udara
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) wajib
menyampaikan laporan  pelaksanaan  penghentian
Pencemaran Udara kepada Menteri, gubernur, dan
bupati/wali kota.

Pasal 214

Penanggulangan  Pencemaran Udara  sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 213 ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam
sejak diketahuinya Pencemaran Udara.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan penangguiangan Pencemaran Udara

Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan
Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan kepada ponanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 215

Dalam hal terjadi bencanra yang inengakibatkan
Pencemaran Udara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangsn.

Paragraf 4

Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 216

Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib
melakukar: pemuithar dampak Pencemaran Udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayart (2) hurut c.

Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pembersihan msur  pencemar pada  media
Linglkungan Hidup; dan

b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 217 . . .
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Pasal 217

Pemmulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 216 ayat {1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diketahuinya Penccmaran Udara.

Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksua pada ayat
(1) tidak dilakukan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak

ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 218

Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 217 ayat (1) dilakukan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya, jika:

a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau
b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

Pemulihan dampak Pencemarart Udara sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan olen:

a. Menteri, jika dampak pencemaran lintas provinsi;

b. gubernur, jika dampak pencemaran lintas
kaburatien/kota; dan

c. bupati/wali kota, jika dampak pencemaran terbatas
dalam wilayazh kabupaten/kota.

Pasal 219

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.
b.

C.

tata cara inventarisasi udara;
tata cara penyusunan dan penetapan WPPMU;

fata cara penvusunan, penetapan, dan perubahan
RPPMTI;

Baku Mutu Emisi;

e. Persetujuan .
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Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dan
SLO;

baku mutu gangguan;

tata cara penetapan kuota Emisi;

sistern perdagangan kuota Emisi;
penanggulangan Pencemaran Udara; dan

pemulihan dampak Pencemaran Udara,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 sampai denigan Pasal
218 diatur dalam Peraturan Menieri.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENGEIL.OLAAN MUTU LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 220

Penyelenggaraan Periindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
bertujuan:

a

b.

(1)

melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dari Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

menjarnin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan
kelestarian Mutu Lauit;

menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Mutu
Laut sebagai bagian dari hak asasi manusia; dan

mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
Mutu Laut untuk mewujudkan pembangunan
berkelaniutan

Pasal 221

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Laut dilakukan oleh:

a. Menteri; atau

b. gubksrnur.

(2) Menteri . . .
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Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berwenang pada lokasi di atas 12 (dua belas) mil laut,
kawasan strategis nasional, dan kawasan strategis
nasional tertentu.

Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berwenang pada lokasi di bawah 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, di luar Usaha
dan/atau Kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 222
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian; dan
d. pemeliharaan.
Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 223
(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222
huruf a dilaksanakan terhadap:
a. Air Laut; dan
b. ekosistem Laut.
2) Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas:
a. ekosistem Mangrove;

b. ekosistem Padang Lamun;
c. exosistem Terumbu Karang; dan

ekosistern lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
J
pengetahuar dan tw.knologi.

(3) Perencanaan . . .
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Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:

a. Inventarisasi Mutu Laut;
penetapan Baku Mutu Air Laut;
penetapan kriteria baku kerusakan ekosisterm Laut;

penetapan Status Mutu Laut; dan

o o o o

penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Laut.

Paragraf 2

Inventarisasi Mutu Laut

Pasal 224

Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 223 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan
informasi mengenai kondisi Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut yang mempengaruhi Mutu Laut.

Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian
data primer dan/atau data sekunder.

Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari:

a. pemantauan Mutu Laut;

b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan
Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan,;

laporan statistik;
citra satelit;
foto udara;

foto bawah laut;

I R

data. satu peta ekosistem laut dengan tingkat
ketelitian paling kecil skala 1:50.000; dan/atau

h. data lainnya yang relevan.

(4) Data . ..
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Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. jenis ekosistem Laut;

peruntukan Laut;

bentuk pemanfaatan;

sumber pencemar dan/atau sumber perusak;

jenis pencemar dan/atau perusak;

-0 a0 g

jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan
pencemaran dan/atau kerusakan,;

g. lokasi sumber yang menyebabkan pencemaran
dan/atau kerusakan;

h. lokasi pencemaran dan/atau kerusakan;
1.  parameter dan nilai parameter kualitas Air Laut;
J- tutupan dan kerapatan Mangrove;

k. luas Padang Lamun;

am—

luas tutupan Terumbu Karang;
m. sosial ekonomi;
n

sebaran dampak pembuangan Air Limbah ke Laut;
dan

°

dampak terhadap kesehatan manusia dan
lingkungan.

Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penentuan Baku Mutu Air Laut,
kriteria baku kerusakan ekosistem Laut, penetapan Status
Mutu Laut, serta penyusunan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Laut.

Pasal 225

Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui
kualitas Air Laut dan kerusakan eksosistem Laut.

Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya.

(3) Pemantauan . . .
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Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling sedikit:

a. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan
kualitas Air Laut; dan

b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan
kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 226

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4) yang
memerlukan jasa laboratorium, pengukurannya dilakukan oleh
laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 227

Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
224 ayat (5) diolah dengan:

a. perhitungan; dan

b. analisis.

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan dengan menggunakan metode yang telah diakui
secara nasional dan/atau internasional.

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan wuntuk mendapatkan data dan informasi
mengenai nilai dari:

a. kualitas Air Laut;

b. tutupan dan kerapatan Mangrove;
c. luasan Padang Lamun; dan

d. Juasan tutupan Terumbu Karang.

Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan membandingkan data dan/atau
informasi hasil inventarisasi dengan Baku Mutu Air Laut
dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem Laut serta
melihat  korelasinya untuk  mengetahui  kondisi
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang
mempengaruhi Mutu Laut.

(5) Pengolahan . . .
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.Pengolahan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} dilakukan untuk mendapatkan informasi
sumber dan jenis pencemar dan/atau perusak, Mutu Air
Laut, dan tingkat kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 228

Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 223 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannva.

Menteri dalam melakukan inventarisasi Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan:

a. menteri/kepala lembaga terkait; dan
bE. Pemerintah Daerah.

Gubernur dalam melakukan inventarisasi Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan:

a. Menten;
b. menteri/kepala lembaga terkait; dan

c. Pemerintah Daerah kabupatan/kota.

Paragrat 3
Penetapan Baku Mutu Air Laut

Pasal 229

Baku Mutu Air Laut sebagairnana dimaksud dalam Pasal
223 ayat (3) huruf b terdiri atas peruntukan:

a. pelabuhan;
b. wisata bahari; dan
c. biota Laut.

Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi jenis paramecter Air Laut dan nilai parameter Air
Laut.

Baku Mutu Air Laut sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penetapan Status Mutu Laut.

(4) Baku . .
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Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 230

Menteri menetapkan Baku Mutu Air Laut peruntukan
lainnya selain yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1).

Baku Mutu Air Laut peruntukan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil
inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 ayat (5) serta berkoordinasi dengan
menteri/kepala lembaga terkait.

Baku Mutu Air Laut peruntukan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum ditetapkan,
merujuk pada Baku Mutu Air Laut untuk peruntukan
biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat
(1) huruf c.

Paragraf 4

Penetapan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Laut

(1)

(2)

Pasal 231

Menteri menetapkan kriteria baku kerusakan ekosistem
Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3)
huruf c setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala
lembaga terkait.

Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kriteria baku kerusakan Mangrove;
b.  kriteria baku kerusakan Padang Lamun;
c.  kriteria baku kerusakan Terumbu Karang; dan

kriteria baku kerusakan ekosistem Laut lainnya
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

(3) Penetapan . . .
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Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 224 ayat (5); dan

b. pengkajian data dari berbagai publikasi penelitian
nasional dan/atau internasional.

Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan
dengan tahapan:

a. pengumpulan dan pengkajian data;

b. penjaringan masukan dari pemangku kepentingan
dalam pengelolaan ekosistem Laut; dan

c. penyusunan dan penetapan kriteria baku kerusakan
ekosistem Laut.

Pasal 232

Kriteria baku kerusakan Mangrove sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf a ditetapkan
berdasarkan:

a. tutupan tajuk;
b. kerapatan pohon Mangrove yang hidup; dan/atau

c. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Kriteria baku kerusakan Padang Lamun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf b ditetapkan
berdasarkan:

a. luas area kerusakan Padang Lamun; dan/atau

b. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Kriteria baku kerusakan Terumbu Karang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf c ditetapkan
berdasarkan:

a. tutupan Terumbu Karang; dan/atau

b. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 233 . ..
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Pasal 233

Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) digunakan sebagai
dasar penetapan Status Mutu Laut.

Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dievaluasi dan/atau diubah.

Pasal 234

Menteri melakukan evaluasi dan/atau perubahan kriteria baku
kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
231 ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a.

b.

(1)

(2)

hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 224 ayat (5);

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
perubahan rencana 2zonasi ruang Laut dan/atau
peruntukan Laut.

Paragraf 5

Penetapan Status Mutu Laut

Pasal 235

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
menetapkan Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 223 ayat (3) huruf d.

Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan:

a. hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 224 ayat (5);

b. Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 229; dan

c.  kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231.

(3) Status . . .



(3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam bentuk indeks yang menggambarkan
tingkat Status Mutu Laut.

Pasal 236

Status Mutu Laut yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3) ditindaklanjuti dengan
menyusun rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Paragraf 6

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut

SK No 084887 A

(1)

(3)

(1)

Pasal 237

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannva
menyusun dan menetapkan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 223 ayat (3) hurufe.

Menteri dalam menyusun dan menctapkan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:

a. menteri/kepala lembaga terkait; dan
b. Pemerintah Daerah.

Gubernur dalam menyusun dan menetapkan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:

a. Menteri;
b. kepala lembaga terkait; dan

c. Pemerintah Daerah kabupatan/kota.

Pasal 238

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 disusun dengan
menerapkan prinsip pengelnlaan ruang Laut secara
terpadu.

(2) Rencana . . .
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Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam
kajian Lingkungan Hidup strategis.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan
dalam melakukan pemanfaatan, Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, dan pemeliharaan
Mutu Laut.

Pasal 239

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dapat
dievaluasi dan/atau diubah dalam hal terdapat:

a.

b.

(1)

(2)

perubahan rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang;
dan/atau

perubahan kebijakan lainnya yang berimplikasi pada
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 240

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222
huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. keberlanjutan proses dan fungsi Laut;
b. keberlanjutan produktivitas Laut; dan

c. kesclamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan
masyarakat.

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan.

a  rencana zcnasl dan/atau rencana tata ruang;

b. peruntukan . . .
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b. peruntukan; dan

c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237.

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 241

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf c
dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 237.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan;
b. penanggulangan; dan
c. pemulihan.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

Paragraf . . .
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Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 242

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan
pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf a.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut yang berasal dari darat dan/atau Laut.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui:

a. penyediaan sarana dan prasarana,;
b. pembatasan Limbah ke Laut;

c. pencegahan sampah Laut; dan
d

instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan:

a. nirtitik; dan
b. titik.

Pencegahan pada sumber pencemaran dan/atau
kerusakan nirtitik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.

Pasal 243

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) huruf a
untuk sumber nirtitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
242 ayat (4) huruf a.

(2) Sarana . . .
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Sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.

Pasal 244

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dalam menyediakan sarana dan
prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243
ayat (1) dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut bagi
usaha mikro dan kecil.

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesiiai dengan
kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan
badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyediaan sarana dan prasarana Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 245

Pembatasan Limbah ke Laut sebagaimana dalam Pasal 242
ayat (3) huruf b diterapkan pada:

a.
b.

(1)

Dumping (Pembuangan); dan

pembuangan Air Limbah.

Pasal 246

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang

~melaksanakan pernbatasan Limbah ke Laut dengan cara

Dumping (Pembuangan) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf a harus memenuhi:

a. Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (3) huruf ¢ dan Pasal 57 ayat (4) huruf
c; dan

b. ketentuan . . .
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b. ketentuan lokasi pembuangan.

Ketentuan lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempertimbangkan:

a. perlindungan terhadap area sensitif;, dan

b. rona awal kualitas Air Laut yang memenuhi Baku
Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
229.

Area sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
antara lain terdiri atas:

kawasan konservasi perairan;
daerah rekreasi atau wisata bahari;
kawasan Mangrove;

Padang Lamun,

Terumbu Karang;

kawasan taman nasional;

kawasan taman wisata alam Laut;

R A

kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

-

kawasan rawan bencana alam,;

daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta
budidaya perikanan;

[

k. alur migrasi biota Laut yang dilindungi;

1.  daerah penangkapan ikan atau zona perikanan;
m. alur pelayaran; dan/atau

n. wilayah pertahanan.

Dalam hal rona awal kualitas Air Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak memenuhi Baku
Mutu Air Laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan
konsentrasi pada parameter yang melampaui Baku Mutu
Air Laut.

Pasal 247 ..
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Pasal 247

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara
pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf b harus memenuhi ketentuan:

a. Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 131;

b. standar teknologi pengolahan Air Limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132; dan

c. ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air
Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
memiliki dampak Air Limbah ke lingkungan berupa
rendah atau tinggi.

Dalam hal dampak Air Limbah ke lingkungan berupa:

a. rendah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
wajib menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan; dan

b. tinggi, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
wajib mendapatkan Persetujuan Teknis.

Pasal 248

Penanggung jawab Usaha dan/jatau Kegiatan yang
melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara
pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf b dan memiliki dampak Air Limbah ke
lingkungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247
ayat (3) huruf b wajib membuat kajian teknis sebagai dasar
pertimbangan Persetujuan Teknis.

Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. identifikasi sumber, kuantitas, dan karakteristik Air
Limbah;

b. penentuan . . .
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penentuan parameter kunci yang akan dijadikan
prediksi sebaran Air Limbah dan Baku Mutu Air
Limbah;

identifikasi Laut penerima Air Limbah;
kualitas Air Laut penerima Air Limbah;
data sirkulasi Air Laut musiman;

area sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246
ayat (3);

prediksi sebaran Air Limbah di Laut termasuk
penentuan zone of initial dilution;

usulan titik pemantauan kualitas Air Laut
berdasarkan hasii prediksi sebaran Air Limbah di
Laut;

informasi mengenai tata letak industri keseluruhan
dan penandaan unit yang bherkaitan dengan
pengelolaan Air Limbah;

neraca air yang menggambarkan keseluruhan sistem
pengelolaan Air Limbah;

informasi mengenai deskripsi sistem instalasi
pengolahan Air Limbah;

informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan
dalam pengelolaan Air Limbah,;

prosedur operasional standar tanggap darurat
instalasi pengolahan Air Limbah;

informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan
dalam pengelolaan Air Limbah; dan

informasi wuraian penanganan Kkondisi darurat
Pencemaran Laut.

Pasal 249

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(3) huruf a dan Pasal 57 ayat (4) huruf a yang dibuang ke
Laut kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Permohonan . ..
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Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2).

Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis.

Passal 250

Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 249 dilakukan pemeriksaan kelengkapan
kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2)
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Dalam melakukan pemeriksaan permohonan Persetujuan
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri menugaskan pejabat yang membidangi
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
dan

b. gubernur menugaskan pejabat yang membidangi
Lingkungan Hidup.

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyatakan:

a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} melakukan penilaian substansi; atau

b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan
permohonan Persetujuan Teknis untuk diperbaiki.

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat melibatkan ienaga ahli Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut.

Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b yang tidak lengkap dan/atau tidak benar,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak
benar.

Pasal 251 . ..
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Pasal 251

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 250 ayat (3) huruf a menunjukkan:

a. telah memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2), menerbitkan
Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
yang dibuang ke Laut; atau

b. tidak memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2) menerbitkan
penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut disertai dengan
alasan penolakan.

Pasal 252

Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang
dibuang ke Laut yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf a memuat:

a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbabh;
b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan

c. sistem manajemen lingkungan.

Pasal 253

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf a meliputi:

a. parameter dan nilai Baku Mutu Air Limbah;
desain instalasi pengolahan Air Limbah;
titik penaatan dengan nama dan titik koordinat;

titik pembuangan dengan nama dan titik koordinat;

® oo o

tittk perunantauan Air Laut dengan nama dan titik
koordinat;

f.  kewajiban:
1. melaksanakan pemantauan Air Limbah;
2. melaksanakan peinantauan kualitas Air Laut;

3. melaporkan hasil pemantauan;

4. memisahkan . ..
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4. memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran
limpasan air hujan,;

S. memiliki saluran Air Limbah kedap air;

6. memiliki alat ukur debit atau alat ukur yang setara;

7. memiliki Sistem Tanggap Darurat instalasi
pengolahan Air Limbah; dan

8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Laut;
dan

larangan:

1. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1
(satu) kali pembuangan;

2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penaatan
batas kadar yang dipersyaratkan; dan

3. membuang Air Limbah di luar titik penaatan.

Pasal 254

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 252 huruf b meliputi:

a.
b.

penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air;

penanggung jawab operator instalasi pengolahan Air
Limbah; dan

personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai
kebutuhan,

yang memiliki sertifikat kompetensi.

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:

a.

b
c.
d

melakukan identifikasi sumber pencemar air;
menentukan karakteristik Air Limbah;
menilai tingkat Pencemaran Air;

mengoperasikan dan merawat instalasi pengolahan
Air Limbah;

melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air
Limibah;

f. melaksanakan . . .
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f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan
kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah;
dan

g. ~menguasa: standar Lkompetensi lainnya sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 255

Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 252 huruf c dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan,
b. pelaksanaan;

c. pemeriksaan; dan
d. tindakan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi: -

a. menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan
terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut;

b. menetapkan kebijakan Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut;

c. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk
penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen
lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut;

d. menentukan sumber days manusia yang memiliki
sertifikasi kompetensi Pengendalian Pencemaran Air;

e. menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari
manajemen puncak terhadap Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

f.  menetapkan struktur organisasi yang menangani
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

g. menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk
peran yang sesuai;

h. menentukan . . .
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h. menentukan aspek Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut dan dampaknya;

i.  mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap
kewajiban penaatan Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut;

J-  merencanakan untuk mengambil aksi menangani
risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari
kegiatan tersebut;

k. menetapkan sasaran Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut, serta menentukan
indikator dan proses untuk mencapainya,

l. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan
dan pemutakhiran serta pengendalian informasi
terdokumentasi;

m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani;
dan/atau

n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang
diperlukan.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. memantau, mengukur, menganalisa, dan
mengevaluasi kinerja Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut;

b. mendokuinentasikan hasil pemantauan Air Limbah
dan kualitas Air Laut;

c. melakukan evaluasi hasil pemantauan Air Limbah
mengacu pada Baku Mutu Air Limbah yang telah
ditetapkan dalam Persctujuan Teknis atau peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang Baku
Mutu Air Limbah; dan

d. melaporkan  seluruh  kewajiban  Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

Dalam hal evaluasi hasil pemantauan Air Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
menunjukkan ketidaktaatan, penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan mengubah rencana pengelolaan Air
Limbah.

(5) Pemeriksaan . . .
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(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:

a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban
penaatan Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut;

b. melakukan internal audit secara berkala; dan

mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi
terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut untuk memastikan kesesuaian,
kecukupan, dan keefektifan.

(6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:

a. melakukan tindakan untuk menangani
ketidaksesuaian; dan

b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan
terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai
dan efektif untuk meningkatkan kinerja Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

Pasal 256

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan
Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke
Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dilakukan dalam
Jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 257

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan
perubahan terhadap muatan Persetujuan Teknis pemenuhan
Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 251 huruf a, wajib melakukan
perubahan Persetujuan Teknis sebagai dasar perubahan
Persetujuan Lingkungan.

Pasal 258 . ..
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Pasal 258

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. melihat kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan
prasarana yang dilakukan; dan

b. memastikan berfungsinya sarana prasarana dan
terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.

Dalam hal hasil verifikasi:

a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan SLO; atau

b. tidak terpenuhi atau terdapat perubahan terhadap
Persetujuan Teknis, Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya memerintahkan melakukan
perbaikan untuk melakukan perbaikan sarana dan
prasarana dan/atau  perubahan  Persetujuan
Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.

SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai
dasar bagi Menteri atau gubernur dalam melaksanakan
pengawasan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita
acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenubhi.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan perbaikan sesuai dengan berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 paling lambat 1
(satu) tahun setelah SLO diterbitkan.

Pasal 259 . ..
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Pasal 259

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
mendapatkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 252 wajib melakukan pemantauan terhadap:

a. Air Limbah; dan
b. kualitas Air Laut.

Pemantauan mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.

Pasal 260

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melaporkan
seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255
ayat (3) huruf d.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 261

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pencegahan sampah Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) huruf c.

Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi sampah yang berasal dari kegiatan di
darat dan/atau di Laut.

Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui: 1

a. pengurangan sampah di sumber; dan
b. pemantauan sampah Laut.

Pengurangan sampah di sumber sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemantauan . . .
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Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memperoleh data
karakteristik sampah Laut.

Pasal 262

Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 261 ayat (5) mencakup:

a. sampah pantai;
b. sampah terapung; dan
c. sampah dasar Laut.

Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan;

c. pengolahan dan analisis data karakteristik sampah
Laut; dan

d. pelaporan dan evaluasi.

Data karakteristik sampah Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a. komposisi,;
b. Dberat: dan
c. kepadatan.

Data karakteristik sampah Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menjadi dasar dalam pengurangan sampah
Laut.

Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 263

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
wajib melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b.

(2) Penanggung . . .
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Penanggung  jawab Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun
rencana penanggulangan pada keadaan darurat.

Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut kepada masyarakat;

b. pengisolasian pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut;

c. pembersihan bahan pencemar dan/atau perusak;

penghentian sumber  pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut; dan/atau

e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi

Penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
dilakukan dengan cara:

a. penghentian kegiatan pada fasilitas  yang
menyebabkan pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut; dan/atau

b. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran
dan/atau kerusakan pada sumbernya.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada avat (1)
wajib menyampaikan laporan penanggulangan kepada
Menteri atau gubernur.

Pasal 264

Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1)
diiakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua
puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran
dan/atau Kertisakan Laut.

(2) Dalam . . .
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(2) Dalam hal penanggulangan pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilakukan, Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan penanggulangan.

(3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 265

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b
terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak
diketahui sumber atau penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatannya.

Paragraf 4
Pemulihan

Pasal 266

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ' yang
melakukan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut wajib
melakukan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 241 ayat (2) huruf c.

(2) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk mengembalikan Mutu Laut.

(3) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara:

a. penghentian sumber pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut dan pembersihan bahan pencemar
dan/atau perusak;

remediasi;

rehabilitasi;

SIS

restorasi; dan/atau

e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 267 . ..
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Pasal 267

Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
266 ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun rencana
pemulihan Mutu Laut.

Rencana pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan kepada Menteri atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan
persetujuan.

Pemulihan Mutu Laut wajib dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana
pemulihan Mutu Laut disetujui.

Pasal 268

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan pemulihan Mutu Laut dalam hal penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan
pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
267 ayat (3).

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pihak
ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Laut.

Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 269

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf c
terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak
diketahui sumber atau penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatannya.

Ragian . ..



SK No 084683 A

(1)

(2)

(3)

(5)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 270

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222
huruf d dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.

Pemeiitharaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) diselenggarakan  berdasarkan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 237.

Pemeliharaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui upaya:

a. perlindungan ckosistem Laut sebagai penyangga
kehidupan,

b. penetapan kawasan konservasi perairan; dan/atau

pelestarian fungsi ekosistem Laut dalam rangka
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Perlindungan ekosistem Jaut sebagai penyangga
kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dituiukan untuk terpeliharanya proses ekologis yang
menunjang kelangsungan kehidupan Laut untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu
kehidupan manusia.

Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelestarian fungsi ekosistem Laut dalam rangka adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) humif ¢ dilakukan untuk mengantisipasi
dampak perubahan iklim.

Pasal 271

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.
b.

inventarisasi Mutu Laut,

pemantauan Mutu Laut;

c. tata . ..
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tata cars penetapan baku Mutu Air Laut untuk
peruntukan lainnysa;

penyusunan, penctapan. dan perubahan kriteria baku
kerusakan ekcsistem Laut;

penetapan Status Mutu Laut;

penylisunsrn, penetapan, dan perubahan rencana
Perlinaungan dan Pengeloclaan Mutu Laut,

tata cara penyusunan dan Penetapan Persetujuan Teknis
pemeniuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut
dan SLO;

pemantauan sampah Laut
penangzulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
pemulihan Mutu Laut: dan

pemeliharaan Mutu Lat,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 sampai dengan Pasal
270 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

PENGENDALJAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 272

Untuk menentukan terjadinya Kerusakan Lingkungan
Hidup, ditetapkan kriteria baki: Kerusakan Lingkungan
Hidup.

Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan:

a. Terumbu Karang;

b. Mangrove;

c. Padang Lamun;

d. tanal untuk produksi biomassa;
e. gambut;

f. karet;

g. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan/atau iahan;

h. lahan . . .
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h. lahan akibat Usaha dan/atau Kegiatan
pertambangan; dan

i.  kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup lainnya
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c
diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 231 dan
Pasal 232.

Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i
ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Dalam hal kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditetapkan,
penentuan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup
dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli.

Pasal 273

Ketentuan mengenai kriteria baku Kerusakan Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2)
huruf g, dikecualikan terhadap kegiatan pembukaan
lahan dengan cara pembakaran yang dilakukan
masyarakat di lahan miliknya sendiri.

Pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara pembakaran
dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang meliputi:

a. luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per kepala
keluarga;

b. dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah
penjalaran api ke wilayah sekelilingnya; dan

c. ditanami tanaman jenis varietas lokal.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan
rekomendasi, fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan
bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan . .
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan
kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Menteri.

BAB VIi

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN
PENGELOLAAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 274

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan
pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputr:

a. Pengelolaan Limbah B3; dan

b. Pengelolaan Limbah nonB3.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Paragraf 1

Umum

Pasal 275
Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
a. penetapan Limbah B3;
b. Pengurangan Limbah B3;
c. Penyimpanan Limbah B3;

Pengumpulan Limbah B3;

SK .No 097469 A e. Pengangkutan . .
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Pengangkutan Limbah B3;
Pemanfaatan Limbah B3;
Pengolahan Limbah B3;

Penimbunan Limbah B3;

Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
pengecualian Limbah B3;
perpindahan lintas batas Limbah B3;

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup;

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
dan

pembiayaan.

Paragraf 2

Penetapan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 276

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:

a. Limbah B3 kategori 1; dan
b. Limbah B3 kategori 2.

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan sumbernya terdiri atas:

a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;

b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3
yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan
dibuang, dan bekas kemasan B3; dan

c. Limbah B3 dari sumber spesifik.

Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ meliputi:

a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan

b. Limbah . . .
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b. Limbah B2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 277

Limbah B3 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 276
merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum Jalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisankan dari
Peraturan Pemerintal ini.

Pasal 278

(1) Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3
sebagaimana tercaritum dalam Lampiran IX vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintan ini yang terindikasi memiliki karakteristik
Limbah B&, Menteri wajib melakukar uji karakteristik
untuk meingidentiiikas: Limbah sebagai:
a. Limbah B3 kategori 1;
b. Limbah B3 kategori 2; atan
¢. Lirmbah nenB3.

(2) Karakteristik Limbab B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mebputi:

korosif; dan/atau

a. mudah meledak;
b. mudah menyala;
c. reaktif;

d. infeksius;

e.

f.

beracun.

(3) Uji kerakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai
Limbat: B2 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) buruf a meliputi uji:

a. karaxteristik mudah meledak, inudak wmenyala,
reaktif, inr:ksus, dain/atau korosif sesuair dengan
parameter  uji  schagaimana  tercantum  dalam
Lampiran ¥ :sang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraruran Pemerintah ini;

b. karakteristik . . .
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karakteristik  beracun melalui TCLP  untuk
menentukan Limbal yang diuji memiliki konsentrasi
zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat
pencemar pada kolom TCLP-A sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X! yang merupakan
bagian tdak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
ini; dan

karakterist:k beracun melalui Uji Toksikologi LDso
untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai
Uji Toksikologi LDse lebih kecil dari atan same dengan
50 mg/kg (liina puluh miligramn per kilogram) berat
badan hewan yi.

Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai
Limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi uji:

a.

karakteristik  beracitu  melalui TCLP untuk
menentukan Limbah vang diuji memiliki kornsentrasi
zat pencemar iebih kecil dari atau sama dengan
konsentrast zat pencemar pada koloin TCLP-A dan
memiliki konsentias! zat pencemar lebih besar dari
konsenirasi zat pencemar pada kolom TCLP-B
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini;

karakteristik bLeracur melalui 1Jji Toksikologi i.Dso
untuk menentukar Limbah yang diuji memiliki nilai
Uji Toksikolog: LDsy lebih besar dari 50 mg/kg {lima
puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uiji
dan lebih kecii dari atau sama dengan 5000 mg/kg
(lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan
uji; dan

karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-
kronis sesuai dengan parameter dgji sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peratiiran Pemerintah
1ni.

Uji karakteristik sebegaimana dimaksud pada ayar (3) dan
ayat {4) dilakukan secers besuratan.

Pasal 279 . ..
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FPasal 279

(1) Dalam melakukan uji karakteristik sebagaimana
dimcksud dalam Pasal 278, Menteri menggunakan
laboratorium vang terakreditasi untuk masing-masing uji.

(2) Dalam hal belum rerdapat laboratorium yang terakreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik
dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang
menerapksn prosedur yang telah memenuhi Standar
Nasional ladonesia mengenai tata cara berlaboratorium
yvang baik.

Pasal 280

(1) Menteri seteiah mendapatkan hasil wji  karakteristik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 menugaskan tim
ahli Limban B3 untuk melakukan evaluasi terhadap hasil
uji lkarakteristik.

(2) Evaluasi oleh tim ahi ixmbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mcliputi identifikasi dan analisis terbadap:

a. hasil uit karakteristik Limbah;

b. proses produksi pada usaha dait/aiau kegiatan yang
menghasilkan Lirnhah; dan

o

bahan baku dan/atau bahan penclong yang
digunakan dalam proses produksi.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan
valing laina 10 /sepuluh) hari kerja scjak Menteci
memberikan penugasan.

(4) Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil
evaluasi kepada Menteri paling lama 4 (empat) hari kerja
sejak hasil evaluasi diketahui.

i5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
sedikit memuat:

a. identitas Lirabah;
b. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
c. kesimpulan hasil evaluasi ierhadar hasil uji

karakterisiil: Lirnbah.

(6) Dalam . . .

SK No 084690 A
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Dalam hal hasi} evaluasi terhadap Limbah menunjukkan
adanya karakteristik Liinbah B3 yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat
(3) atau ayat i4), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat
pernyataan bahwa Limbah merupakan:

a. Limpah B3 kategori 1; atau
b. Limbah B3 kategori 2.

Dalam hal hasil e¢valuasi terhadap Limbaiz tidak
menunjukkan adanya kazrakteristik Limbah B3 yang
memenuhi ketentuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
278 ayat (3 atau ayat (4), rekomendasi tim ahli Limbah B3
memuat pernvataan bahwa Limbah merupakan Limbah
nonB3.

Pasal 281

Tim ahii Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
280 ayat (1) dibentuk oleh Menteri.

Tim ahii Limbah B3 scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. ketua,
b. sekretaris; dan
C. anggota.

Susunan tim ahii Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit terdiri atas pakar di bidang:

toksikologi;

kesehatan manusia;

a
b
c. proses industti,
d kimia;

e

biolog,; dar:

b,

pakar lain vang ditentukar oleh Menteri.

Pasal 282 . ..
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Pasal 282

Menter: melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/
lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan
izin Usahia dan/atau Kegiatan atau yang melakukan
pembinaan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan untuk
membahas rekomendasi tim ahli sebagaimana dimaksud
dalain Pasal 280 ayat (4).

Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana
dimaksud pada uyat {1}, dalain jangka waktu paling iama
7 (tuyuh) hari kerja Menteti menetapkan Limbah sebagai:

a. Limbah BZ kategori 1; atau
b. Limbah B3 kategori 2.

Paragraf 3

Penguranguan Limbah Bahan Berbahuya dan Bera~un

(4)

Pasal 2873
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B2 wajib
melakukan Pengurangan Limban B3.
Pengurangan Limbah B sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan melalui:
a. subsutusi bahan;
b. modifikasi proses; dan/atau
c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Substitusi bahan sebagairmana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dapat dilnkukan melalui pemiilihan bahan baku
dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3
digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong
yang tidak mencendung BG.

Modifikasi proces cebageimara dimaksud vada ayat (2)
huruf b 4apai ditakakan melaiuvi pemitibar dan penerapan
proses troduksi yang lebih efisien.

Pasal 284 . ..
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Pasal 284

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 scbagaimana
dimaksua dalam Pasal 283 wajib menyaripaikan lapcran
secara tertulis kevada Menteri mengenai pelaksanaan
Pengurangsn Limbah B3.

Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayau
(1) disampaikan secara berkela paling sedikit 1 (satu) kaii
dalam € {enam) bLulan sejak Pengurangan Limban B3
dilakuikan.

Paragraf 4

Penyimpanan Limbaih Bahan Berbahaya dan Beracun

t3)

(4)

Pasal 285

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Penyimpanan Limbah B3.

Setiap Orang vang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1; dilarang melakukan pencampuran
Limbah B3 yang disimpannya.

Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3

sebagaimana dimaxsud pada ayat (1}, Setiap Orang yang

menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:

a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan
ke dalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil

imbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL;

dari/atau

b.  rincian teknis Penyimpanan limbah B2 yang dimuat
dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atou

Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan

2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah
B3.

Standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) iecliputi:

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
vang akan disimpan;

b dokumen . ..
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b. dokumen vang menjelaskan tentang tempat
Penyimpanan Limbah B3;

c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan
Limbah B3;

d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan

e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian
teknis Penyimpanan Limbah B3.

Tata cara pengintegrasian slandar Penyimpanan Limbah
B3 terhadap nomor induk berusaha sebagaimana
dimsksud pada ayat (3} huruf a dilaksariaksn sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 286

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 287 ayat {4) huruf b harus memenuhi persyaratan:

a.
b.

(@]

SK No 084694 A

lokasi Penvimpanan Limbah B3;

fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan
jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan
dilengkapt dengan upaya pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidug; dan

eralatan penaungeniangan keadaan darirat.
y fe )

Pasal 287

Lokas1 Peniyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 huruf a harus bebas banjir dan tidak
rawan bencana alami.

Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbzh B3 tidak bebas
banjir dain rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan
Limbak B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi
untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lokasi Penyimpanan Limbhsh B3 sebagaimana dimaksud
pada ayar (1} dan ayat (2) harus berada di dalam
penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Linbah B3.

Pasal 2&8 . ..
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Pasaj 288

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 huruf b dapat berupa:

a. bangunan;
b. tangki dan/atau kontainer;
c. silo;
d

tempat tumpukan limbah (waste pile);

o

waste impoundment; dan/atau

lag)

bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan/atau huruf f dapat
digunakan untuk melakukan penyimpanan:

a. Limbah B3 kategori 1;
b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.

Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan/atau huruf
dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah
B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 289

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) huruf a
harus memenuhi persyaratan.

a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi
Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;

b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.

Persyaratan  fasilitas Penyimpanan  Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
kegiatan penyimpanan:

a. Limbah B3 kategori 1; dan
b. Limbah . ..
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Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan
sumber spesifik umum.

Pasal 290

Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ berlaku
untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus.

Pasal 291

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 286 huruf c paling sedikit meliputi:

a.
b.

(1)

@)

(3)

alat pemadam api; dan

alat perianggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 292

Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285 ayat (4) huruf ¢ dilakukan dengan menggunakan
kemasan yang:

a.

d.

terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3
sesuail dengan karakteristik Limbah B3 yang akan
disimpan;

mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada
dalam kemasan;

memiliki penutup yang kuat untuk mencegah
terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan,
pemindahan, atau pengangkutan; dan

berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak
berkarat, atau tidak rusak.

Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.

Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan
mengenai:

a.
b.

nama Limbah B3;

identitas Penghasil Limbah B3;

c. tanggal . . .
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c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
d. tanggal pengemasan Limbah B3.

(4) Pemberian Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan
karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 278 ayat (2).

Pasal 293

Nomor induk berusaha atau Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (3) wajib diubah
dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan:

a. nama Limbah B3 yang disimpan;
b. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau

c. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 294

(1) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 285 ayat (4) huruf d paling sedikit meliputi:

a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3;

c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan
karakteristik Limbah B3; dan

d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3
pada kemasan Limbah B3.

(2) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d dikecualikan untuk
kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber
spesifik khusus.

Pasal 295

Kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis
Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
285 ayat (4) huruf e dilakukan dengan cara:

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;

b. melakukan . . .
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melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang
dihasilkan;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286
sampai dengan Pasal 291;

melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah
B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan
sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3; dan

menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan
Limbah B3.

Pasal 296

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan
melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:

a. memenuhi standar dan/atau rincian teknis
Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan
Lingkungan Hidup;

b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:

1. 90 (sembilan puiuh) hari sejak Limbah B3
dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan
sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau
lebih;

2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah
B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan
kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari
untuk Limbah B3 kategori 1;

3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak
Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang
dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh
kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2
dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik
umum,; atau

4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak
Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3
kategori 2 dari sumber spesifik khusus;

dan

C. menyusun. . .
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c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi
bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan
disampaikan kepada:

1. bupati/wali kota, untuk Penghasil Limbah B3
dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL;
dan/atau

2. pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai
dengan kewenangannya untuk Penghasil
Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib
Amdal atau UKL-UPL.

Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
memuat:

a. sumber, nama, dan jumlah Limbah B3;

b. kategori dan/atau karakteristik Limbah B3;
c. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
d

Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3,
dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan
sendiri oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau
penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah
B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3.

Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat
penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha
dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Pasal 297

Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296
ayat (1) huruf b, Penghasil Limbah B3 wajib:

a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan
Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3;
dan/atau

b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.

(2) Pihak . . .
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Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b
meliputi:

a. Pengumpui Limbah B3;

b Pemanfaat Limbah B3,

c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
a. Penimbun Limbah B3.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha
Pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 5

Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(2)

3)

(1)

Pasal 298
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada
Pengumpul Limbah B3, dalam hal:

a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu
Penyimpanan Limbah B3; dan/atau

b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3
terlampeaui.

Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai denigan bukti
penyerahan Limbah B3.

Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan
pelaksanaan  kegiatan Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimakesud dalam Pasal 296 avat (1) huruf c.

Pasat 299

Pengumpulan Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3
sebagaimaina dimaksud dalam Pasal 298 dilakukan
derngar:

a. segregasi Limbah B3; dan

b.  Penyimpanan Limbab B

(2) Segregasi . . .
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Segregasi Limbal B3 sebagaimana dimaksud pada avat
(1) burut a dilakukan sesuai dengan

a. nama Limban B3 sebzgeimana tercantum dalam
Lamypiran, IX yang merupakan bagi=n tidak
terpisahlcan dari Peraturan Pemerintab ini; dan

b. karakteristik Jinbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 273 ayat (2).

Penvimpaunan Limbah B3 sehagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurui b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 285 zampai dernigan Pasal 297.

Pasa! 300

Untuk dapat melakukan Pengumpuiar Limiisahe B3,
Pengumpui Limbah B3 wajib memiliki:

a. Persehijuan Lingkungan; dan

b. Perizinan BRerusaba untuk kegiatan bidang usaha

Pengelolaan Limbah B3.

Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimaina
dimaksud pada aya! (1j nhuruf a, Pengumpul Limbah B3

wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
83.

Pengumpti! Limbah B3 dilarang:

a. meizkukan Pemanisatan Limbah B3 dan/atau
Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau
scluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;

b. menyerahkar Limbsh B3 yang dikumpulkar. kepada
Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan

c. melakukan pencampuran Limbah B3,

Pasai 301

Untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 sebagairnana dimaksud dalam Pasal 300 avat (2),
Pengumpul Limhah B3 niengajukan permohonan secara
tertialis kensde

a. Menteri . . .
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Meriter, untuk Pengumpulan Limban B3 skala
nas.wonai;

W)

b. gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala
previnsi; atan

c. hupaii/wali kota, antuk Pengumpuian Limbah B3
skala kabupaten/kota.
P /

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan FPengumpulan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan
yang meliputi:

a. mnama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik
Limnah B3 yang akan dikumpulkan;

b. rencana pembangunzn  fasilitas  Pengumpulan
Limbah B3 yang memuat:

L. desain dan rancang  bangun  fasilitas
Pengumpuian Limbali B3; dan

2. jadwal peisksanaan pembangunan fasilitas
Pengumpulan Limbah B3;

c. rencana  pembangunan dan/atau  penyediaan
iabcratorium  uji Limbah B3 atau alat analisa
Jaboratorium yang mampu menguji paling sedikit
karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah
menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;

d. tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;

E-D

dokumenr  yang menjelaskan tentang tempat
Penvimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan
sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 286 sampsi
dengan Pasai 29 ;

f. dokumen vang menjelaskan tentang pengemasan
Limba} B3 sesuai dengan ketentuan sebagasimana
dimaksud dalam Pasal 292;

prosedur Pengumpulan Limbah B3;

72

h.  bukti kepemuikar: atas dana penjaminan intuk
pemuithar hingsi Lingkungan Hidup;

1.  perhitungsn biaya dan rnodel keekonomian;

] Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program
kedaruratan Peigciolaan Lirmbah B3; dan

k. tenaga . .
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k. tenaga kerja yang telah memilik: sertifikat kompetensi
di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber
spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dapat dimanfaatkan
dan/atau diolah.

Pasal 302

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah
menerima permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 301 memberikan pernyataan
tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan
paling lama 2 {dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota melakukan verifikasi
paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menurnjukkan: ‘

a. permolionan Persetujuan  Teknis memenuhi
persycratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota menerbitkan Persetujuan Teknis untuk kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi
persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota menolak permohonan Persetujuan Teknis untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7
(tajuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui,
disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 303 . ..
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Pasal 303

Dalam hal pemegang Persetujuan Teknis Pecngelolaan
Limbah B3 untuk ksgiatan Pengumpulan Limbah B3
berkehendak untuk mengubah:

a. lokasi empat Penyimpanan Limbah B3;

b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah
B3; dan/atau

c. skela Pengumpulan Limbah B3,

pemegang Persetujuan Toxnis  waj'b  mengajukan
permnhonan perubahar: Persetuyjuan Teknis kepada
Menter:. gabernur, atau bupati/wali kota sesuai derngan
kewenangannya.

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan
evaluasi terhadap permohonan nerubahan Persetujuan
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan
Persetujuan Teknis diterima.

Dalam hal basil evaluasi sebagaimana dirnaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis
Pengelbtaan Limhah B3 untuk kegiatan Pengumnpulan
Limbah K3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil
evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian data, Menteri, gubernur atau
bupati/wali kota menolak permohonan perubahan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7
{tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui,
diserta: dengan alasan penolakan.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi aasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

PPasal 204

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbab B3 untuk kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 memuat:

. identitas . . .
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identitas  pemegang  Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

tangegul penerbitan  Persetuiuan Teknis Pengelolaan
Liinbah 53,

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3
setelan Perizinan Berusaha terbit; dan

persyaratan  teknis Penguinpulan Limbah B3 yang
meliputi:

1. nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik
Limbah B3 yang akan dikumpulkan;

2. desain dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan
Limbah R3;

3. tata cara pengemasan Limbah B3;
4. iata letak lokas: Pengumpulan Limbah B3;
5. ketentuan simbol Lirnbah B3:

6. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

7. kepemilikan  fasilitas Jaboratoriura den/stau  alat
snalisa laboratorium yang mampu menguji paling
sedikit karakteristik Limbah B3 mudab meledak,
miudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun.

Pasal 305

Kewajiban pemegang Perscijuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalara Pasai 304 hunif ¢ meliputi:

a.

b.

mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan
karakteristik Limbah B3;

memiungsikan ternpat Penyimpanan Limbah B3 sebagai
tempat Feryimpanan Limbalk B3;

menyimoan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam
tempat Penyirmpanan Limbah B3;

melakukan pengewrasan Limbah B3 sesuail dengan

karakteristik Limoah 53,

e. :nclekatkan . . .
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melekatkan simbol Limbah B2 pada kemasan Limbah B3;
melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;

melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksvud dalam Pasal 299 ayat (2);

melakzuksn pencatatan name, sumber, karakteristik, dan
jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;

menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan
Limbah B3;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengeloiaan
Limbah 33; can

memiliki tenaga kerja yang memiliki sertufikat kompetensi
di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 306
Pengumpu: Limbah B2 wajib:

a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengumpulan Limbahk B3;

b. meclakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 299 ayat {2}:

c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90
(sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan
olch Setiap Orang vang menghasilkan Limbah B3;

d. menvusun azn menyampaikan laporan
pembangunai fasilitas Pengumpulan Limbah B35,
bagi Pengumpul Limmbzh B3 yang masih melakukan
pembangunan fasilitas fengumpulan Limbah B3; dan

e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan
Limbah B3 yang memuat:

1. nama, sumber, karakteristik, dan jiumlah
Limban BY;

2. salinan . . .
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2. salinan bukti penyerahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat

(3);
3. identitas Pengangkut Limbah B3;
4. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan

S. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat
Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3.

Laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wzli kota sesuai
dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak seiesainya pembangunan
fasilitas Pengumpulan Limbah B3.

Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Menteri,
gubernur, atau bupau/wali kota sesuai dengan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 307
Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas
Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dirmaksud dalam
Pasal 306 ayat (2), Menteri, gubernur, dan/atau

bupati/wali kota sesua: dengan kewenangannya
melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuiuh puluh)
hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengumpulan Limbah B3:

a. sesual dengan Per<etujuan Tcknis Pesngelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengiimpulan Limbah B3,
Menter1i, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangarnya menerbitkan SLO kegiatan
Pengumpularn Limbah B3; atau

b. tidak . ..



SK No 084708 A

(4)

(3)

o

4

g

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

b. tidak scsuai dengan Persctujuan Teknis Penigelelaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3,
Menteri, gubernur, latau bupati/wali kota sesuai
dengan kewcnangannya menyampaikan surat agar
Pengumou! Limbah B3 mengubalh  rencana
pembangunan fasilitas yang termuat dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaann Limbah B2 untuk
kegiatan Pengumipulan Limbah B3.

Penerbitan 3LO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 {tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

SLO untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3

sebagaiimanra dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi

dasar dim.ulainva:

a. kegiaten operasional Pengumpulan Limbali 83; dan

b. pecguwasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 308
Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 306 ayat (1) huruf ¢ melampaui 90
(sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib
menyershkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada
pihak lain.
Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:
a. Pemanfaat Limbah B3;
b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
¢c. Penimbun Limbah B3,
Untuk dapat melakukan Penigumpulan Limbabh B3, pihak
iain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mem:liki

Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah
B3.

Pasal 309 . ..



SK No 0847(G9 A

(1)

(2)

(3)

o
g} _
ﬁa‘

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

Pasal 309

Pengumpul Limbah B3 vyang telah memperoleh
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah D3 wuntuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B2 wajib memiliki
penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

a. meughentikan Usaha dan/atau Kegiatan;

b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas
Pengumpulan Limbah B3; atau

'()

memindahkan lokasi dan/atau fasilitas
Pengumpulan Limmbah B3.

Untuk memperoleh penetapan penghentian Kkegiatan,
Pengumpui Limbalr B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajik melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidug dalam hal ditemukan Pencemaran Lingkungan
Hidup, dan harus mengajukan permchonan secara tertulis
kepada Menteri.

Perrnohonart sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan:

a. identitas pemohon,;

b. lapcran pelaksanaan Pengumpulan Limbah R3;
dan/atau

¢c. laperan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hiduo.

Menteri setelahh menerima permohonan sebagaimana
dimaksiid pada avat (2) melakukan evaluasi terhadap
permohonan «dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiaten paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permochoian diterima.

Paragraf . . .
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Paragraf ¢

Pengangkutan Limbah Bahan Berbanaya dan Beracun

(1)

(3)

(4)

Passal 310

Pengengkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan
menggunakzn aiat angkut yang tertutup untuk Limbah B3
kategori

Penganglcaten Lunbah B3 dapat dilakiiken dengan
mengguna2avan alat angkut yaag terbuka untuk Litnbaih B3
kategori

Pasal 311
Pengangkutan Limbah B3 wajib memiiliki:
a. rekomendast Penngangkutan Limbah R3; dan

b. Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah
B3.

Rekomerdas: Pengangkutan Limbah B3 sebagzimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar
diterbitkannya Perizinan Berusaha di bidang
Pengangkutan Limbah B3.

Untuk memperoich rekomendasi Pengangkutan lLimbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (!} huruf a,
Penganglut Limbah B3 harus mengajukan permochonan
secara tertulis kepada Menteri dan dilengkari dengan
persyaratan yang melipufi:

a. identitas pernohon;
b. akta pcrdirian badan usaha;

c. bukti kevemilikan atas dana penjaininaen untuk
pemiilihan fungsi Lingkungan Hidup;

d. buki kepemilikan alat angkut; dan
e. dokumen Pengangliatan Limbah B3.

Dokumen Pengangkutau Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat 13! huraf e memuac:

a. lepis dar jumist alat angkut;

h, sumber . . .
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L. sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3 yang
diangkut;

c. presedur penanganan Limbalh B3 pada konrdisi
darurat;

d. peralatan untuk renanganan Limbah B3; dan

e. prosedur bongkar muat Limbah B3.

Pasal 312

Menteri setelah menerima permohonan rekotnendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (3)
membenkan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan
admmuistrasi paling lama 2 (dua} hari kerja sejak
permohonan diterime.

Setelah permobonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal hasii verifikasi sebagaimana cimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

a. permohonan rekomendasi memenuhi persyaratan,
Menteri menerbitkan rekomendasi Pengangkutan
Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil
verifikasi diketahui; atau

b. perinohonan rekomendast tidak memenubi
persyaratan, Menteri menolak rekomendasi
Pengangkutan Limbah B3 paling !lama 7 {{ujuh) hari
kerja sejak hasil verifikasi diketahui, disertai dengan
alasan penolakan.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a metnurit:

a. kode manifes Pengangkutan Limbah B3;

b. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
1 "
catl

C. masa berlaku rekommendasi.

Pasal 313. ..
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Pasal 313

Sete!ah mendapat rekomendasi dari Menteri, Pengangkut
Limbah B3 wajib mengajukan permohonan Perizinan
Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1) huraf b.

Perizinan Berusana di hidang Pengangkutan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
menteri vang menyelenggarakan urusan pencrinahan di
bidang perhubungan.

Persvaratan dan tata cara permohonan dan renerbitan
Perizinan Eerusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan kerentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 314

Pengangkut Limbah B3 vang telah memperoieh Perizinan
Berusaha di bidang Pengangkutan Ilimbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 wajib:

a. melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan
rekomendasi Penganglzutan Limbah B3 darn Perizinan
Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3;

b, menvampaikan manifes Pengangkutan Limbah B3
secara elektronik kepada Menteri; dan

c. melaporkan pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3.

Lapcran sebaganmnana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
memuayt:

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang aiangkut;

b. jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
tujuar aknir pengangkutan Limbah B3; dan

buk: penyerahan Limbah B3.

(3) Laporan . . .
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Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemeriitahan di
bidang perhubungan paling sedikit | {satu) kali dalam &
(enam) bulan.

Paragraf 7

Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

i1

2

-
—

~—

)

)

Pasal 315

Pemantaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan olch Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Dalam hal Setiap Orang scbagaimana dimaksud pada ayat
(1} tidak mampu melakukan sendiri, Peinanfaatan Limbah
B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah RB3.

Pgsal 316

Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 315 ayat (1) meliputi:

a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan
baku:

b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substicusi sumber
encrgl;

c. Pemantaatan Liimbah B2 sebagai bahan baku, dan

Pemanfaatan Liranpah B3 sesual dengan
perkembangan ilnit pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan Limbah B3 scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mermpertimbangkan:

a. letersediaan teknologi;

b. standar produk jika hasii Pemanfaatan Limbah B3
bervpa produk: dan

c. standar Lingkungan Hidup atau baku mutu
Lingkimgan Hidup.

Pasal 317 ...
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Pasal 317

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang
melakiuikan Pemanfaatan Lunbalh B3  sebagaimana
dimaksud dslam Pasa! 316 terhadap Limbah B3 dari
sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki
tingkat kontaminasi radioaktif iebih besar dari atau sama
dengan 1 Bg/cm? (satu Becquerel per sentimeter persegi)
dan’atau konsentrasi akiivitas sebesar:

2. 1 Bqg/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap
radionuklida anggota deret urantum dan thowvium;
atau

b. 10 Bq/gr{sepuluh Becguerel per gram) untuk kalium.

Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (i} huruf

a meliputi:

a. Uraaium-238 (U-238);

Plumbum-210 (Ph-210):

Radium-226 (Ra-226):

Radiim-2%8 (Ra-228);

Thorium-228 {Th-228j;

Thorium-239 (Th-233);

Thorium-234 (Th-234); dan

Polonium-210 (Pe-210).

Radicnuklida  Potonium-210 (Pe-210) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) hurut h hanya be-laku untuk

pecnenfuar konsentrasi aktivitas radionuklida anggota
deret uraniim dan thoriam pada Limbah B3 yang berasal
dari kegiaten eksploitesi dan pengilangan gas bumi.

o

a0

o

5o

Larangar  melakukarn  Pemanfaatan Limbah B3
dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan
Ji bawali tingkat kontarninasi radioaktit dan/atau
konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
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Pasal 318

Unituk dapat melakukan Pemanfaatan Limban B3, Setiap
Orang yang menghasikan Limbah B3 wajib memiliki:

a. Persetiyuan Lingkungan; dan
b. Perizinan Berusaha.

Untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan
sebagaimans cilinaksud pada ayat (1) buruf a, Setiap
Orang yang menghasilkan Linbab B3 wajib memiliki
Persetujuan Teknis Pengelolaan Lirnbah B3  untuk
kegiatan Pemanizatan Limbah B3.

Setiap Orang yanp menghasilkan Limbal; B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat |2) mengajukan permohonan kepada
Menteri, dileng«ap: dengan persyaratan yang meliput:

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah 33
vang akan dimanfaatkan;

b. lokasi dan koordinat kegiatan Pemanfaatan Limbah
B3,

c. reucana pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3, bagi Pemanfaatan imbah B3 vang
membutuhkan fasilitas Femanfaatan Limbah B3,
yang memuat’

1. desain dan rancang  bangun fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3; dan

2. Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3;

d. dokumen mengenal tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuval dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 sarnpai dengan Pasal 291;

e. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagairuana dimaksud dalam
Pasal 29Z;

f. dokumen merr:genal desain dan spesifikasi teknologi,
den Kaprsitas Pemanfaaton Limbah B3,

g. doxume~a mengenal tnama dan jurnlah bahan baku
dan/arau bahan penclong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pemantaataa Limbah 33;

h. prosedur
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h. prosedur Pemanfaatan Limbah B3; dan

i dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
yang meliputi:

1. lokasi uji coba;
2. jadwal pelaksanaan uji coba;

3. keterangan mengenai peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3;

4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji
coba; dan

S. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba,
bagi Pemanfaatan Limbah B3:

1. sebagai substitusi bahan baku yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia; dan/atau

2. sebagai substitusi sumber energi.

j. Sistemn Tanggap Darurat berupa dokumen program

kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

k. tenaga kerja yang mermniliki sertifikat kompetensi di
bidang Pengelolaan Limbah B3.

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan
permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e.

Pasal 319

Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemarnfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 318 memberikan pernyataan tertulis mengenai
kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan
Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan
diterima.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal Irasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

a. perinchonai Pecsetijilan Teknis memernuhi
persyaraian, Menteri menerbitkan  Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi
parsvaraian, Menteri menclak permohonan
Fersetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfoatan Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi d:iketahui,
disertai dengan alasan penolakan.

Pasai 320

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbanh B3 uantuk
kegiatan Pernanfaatan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

a. ©vama, xategori, dan karakteristik Limbalh B3 yang
dimanfaaikan;

b. teknologi dan kapvasitas Pemanfaatan Limbah B3;
dan/atau

c. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa
imbabh B3 unwk campuran Pemanfaatar. Limban
B3.

Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimiana
dimaksud pada avai (1) diajukan secara tertillis Repada
Menteri paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah terjadi
perubahan

Permohornan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (!} diajukan secara tertulis kepada
Menteri.

Menter: meiakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) harn kerja sejak
permochenar perubahan Persetujuan Teknis diteiima.

Dalaim hai hesii evaluasi sebagaimaana aimaksud pada
ayat (-t} menurguitkan:

a. Kkesesuatan . . .
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a kescsuasan date, Menteri menerbitkan perubahan
Persetuyjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahur; atau

b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Liinbah
B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B2 paling
lama 7 (tyjub) hari kerja sejak hasil evaluasi
dikctainuy, disertai dengan alasan penolakan.

Perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) hurnitf a menjadi dasar dalam perubahan
Persetujuan Lingkungan.

Pasal 321

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 uniuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 memuat:

a. identitas peraegang Persetujuan Teknis Pengelclaan
Limbah B3;

b. tanggal neperbitan Persetujuar. Teknis Pengeloiaan
Limbal: B3;

c. kewajibari pernegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
setelah Periziran Berusaha terbit; dan

d. persyaratan tek:is Pemanfaatan Limbali B3 yang
melinuti.

!, nama, kategori, dan karakteristik Limbah B3
yang akan dimanfaatkan;

2. Jumlah, kapasitas, dan komposisi Limbah B3
yvang akan dimanfaatkan,

3.  desan dan rancang  bangun fasilitas
“emanfaatan Limbah B3;

4. lata cara nengemasan Limbah B3;

5. tata letak lokasi Pemnanfaatan Limbah B3;

6. ketentuar stiabot Limmbah B3;

7. rata ietak saldran untuk pengelolaan Limbah

cair yang dihasilkaa dari kegiatan Pemanfaatan
Limtub BY;

8. hasil . ..
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8. hasiluji laboratorium untuk Limbah B3 sebelum
dinanfaatkar, parameter kualitas lingkungar,
dan standar muwm produk; dan

9. Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 beiupa
dekumen vprogran: kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3

Kewajiban pemegang FPersctujuan Teknis Pengelclaan

Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbak B3

sebagairmana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ melipati:

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang
dixurapuikan:

b. inclaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai
dengan standar produk, scandar Lingkungan Hidup,
dan/atau baiku mutu Lingkungan Hidup:

%

melaksanakan uji cobha Pemanfaatan Limbah B3 bagi
Pemanfaatan Limban B3:

1. sebagai substitusi bahan baku yang tidak
merniliki Standar Nasional Indonesia; dan/atau
2. sebagai substitusi sumber energi;
d. melakukan pencatatan naoma dan juinlah Liimbah B3

yang dimanfaatkar: deri Limbah B3 vyang
dihasilkannya;

e. memfungsikan tempat Penyimpanan Limmbhah B3
sebagal teinpat Penyirnpanan Limbah B3;

f. menyimpan Limbah B3 vang akan dimanfaatkan ke
dalam tempat Penyimpanan Limbah B3:

g. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan
dimanfeatran;

h. memeanfaatkan Linbah B3 sesuai dengan teknologi
Pemenfaatan Limbah B3 yang dimiliki;

1. menyusun dan pienyampaikan lapcran
pembangunan fasilitas Permanfaatan Limbah B3, bagi
Penghasi! Limbah B2 yang belum mermiliki fasilitas
Pemanifzatan Limbab B3I

J. menyusurm. . .
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j- menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah
B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak
memiliki  Standar Nasional Indonesia dan/atau
substitusi sumber energi;

k. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan
Limbah B3;

l.  meiakukan uji terhadap produk hasil Pemanfaatan
Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 {enam) bulan;

m. memiliki Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen
program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

n. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 322

(1) Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 wajib:

a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

b. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 298;

c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286
sampai dengan 291;

melakukan pengemasan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 292;

.

e. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan Kketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

f.  menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pemanfaatan
Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;

g menaati . . .

SK No 097475 A
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g. menaat Baku Mutu Emisi, jika Pemanfaatan Limbah
B3 menghasilkan Emisi;

h. menryusun dan menyampaikan laporan
pembangunau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi
Penghasil Limbah B3 yang belum memiiik: fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3; '

1.  menyusin dan menyampaikan laporan uji coba
Pemaniaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah
B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak
memiliki  Sitandar Nasional Indonesia dan/atau
substitusi sumber cnergi;

j menyusun dan menyarapaikan laporar Pemanfaatan
Linmibal B3, yang memuat:

i. nama, jumlah, kategori, danr karalkteristik
Linbah B3; dan

2. pelsksanaai kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

k. memiiikt dan meiaksanakan Sistern ‘Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
komipetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pemenfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Laporan perobangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf h disampaikan
kepade Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya pembangunan rasilitas Pemanfaatan Limbah
3.

Laporan uji coba Pernanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf i disampaikan kepada
Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya ujt coba Pemantaatan Limbah B3.

i

oy

Laporan Pzinanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf j disampaikan kepada Menteri, paling
sedikit 1 {satuj kali dalam 6 {enam) bulan sejak
Persetujuan Tekiis Penocleinan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 323 . ..
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Pasal 322

Berdasarikan lapcran pembangunan fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3 sechagaimana dimaksud daiarn Pasal 322 ayat
(3), Menter; melakubenr verifikasi paling lambat 10
(sepuiuls) hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal! hasi] verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunivkkan fasilitas Pemanfaatan Limbalh B2:

a. sesual dengan Persetigyjuan Teknis Pengelnlaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Linibah B3,
Mentert menerbitkann SLO kegiatan Pemarniaatan
Limbah B3, bagi kegiatan Pemanfaataui lLirmbah B3
yang tidak wajib melakukan uji ccba Pemanfeatan
Limhah B2; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limibah 83 untuk kegiatan Pemantaatan Limbah B3,
Meatert menyvampaikan surat aga: Penghasil Limbah
133 mengubah rencana pempangunan fasilitas yang
termuat dalam Persetizjuan Teknis Pengeiolaan
Limban B untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Penertitan SLO aiau penyampaian surat sebagaimana

dimaksud pada ayal (2) dilakukan paling lamma 7 (tujuh)

hari setelah verifikasi dilakukan.

SLO untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3

sebagaimaia dimaksud pada avat (2y huruf a menjadi

dasar dimulamnya:

a. kegiatan operasional Pemanfaatan Limbah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 3224

Berdasarlkan laporan wji coba Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (4), Menteri
melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak laporan diterima.

Dalarn hsl hasi! verifikesi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) meounjukkan uji coba Pemanfaatan Limbah B3:

a. sesuai . . .
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a. sesuat dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limhah BS uncwk kegiatan Pemaniaatan Limbab B3,
Mentcri menerbitkar. SLO kegiatan Pemanfaatan
Limban 22; aiau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limban B2 uatuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Mentetri menyampaikan surat agar Penghasii Limbah
B3 mengubah proses Pemanfaatan Limbah B3 yang
termuat dalam Persefujuan Teknis Pengelolaan
limbatl: B3 urnituk kegiatan Pemanfaatan T.imbah B3,

Penerbitan SLO atau penyampaialr surat sebagaimana
dimaksud pada avyat (2) dilakukan paling lama 7 {tujuh)
hari setelah verifikas! diizkukan.

SLO  unwuk  kegiatan - Pemanfaatan  Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi
dasar diinvilainya.

A

a. kegiatan operasional Pemanfaatan Limbah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 325

Setiap Orang vang menghasilkan Limbah B3 yang
melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B2 wajib
memilik: penetapan penghentian kegistan jika nermaksud.

a. menghentikar, Usaha dan/atau Kegiatan; atau

b. mernigubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limmbah B3.

Untuk memperoleh peaelapan penghentian kegiatan.
Setiap Orang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mengajukan permchonan secara tertulis kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan
penerbitan Persetujuan Lingicungan.

Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayvat (2)
dilengkapi dengain:

a. ideritas permchon; den

b. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B35.

L

{4) Menteri
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Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya menerbitkan penetapan
penghentian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui;
atau

b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon
wajib melakukan pemuithan fungsi Lingkungan
Hidup.

Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan
penghentian kegiatan sebagaimane dimaksud pada ayat
(5) huruf a yang diterbitkan gubernur atau bupati/wali
kota, kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja
sejak surat ditetapkan.

Menteri menerbitkan penetapan penghentian kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah pernohon selesai melakukan pemulbhan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dirnaksud pada ayat (5)
huruf b, yang dibuktikan dengan penetapan status telah
selesainya pemulihan lahan terkontaminasi.

Pasal 326

Dalam hal Setiap Orang yang menghasiikan Lirnbah B3
tidak mampu meiakukan sendiri Pernanfaacan Limbah B3
yang dihasilkannya:

a. Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada
Pemanfaat Limbah B3; atau

b. dapat melakukan c¢kspor Limbas B3 yang
dihasilkannya

.

Penyerahan Limbah B3 kepada Percaniaat Limoan B3
sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) huruf a disertai
dengan bukti penyerahan Limbal: B3.

(3) Salinan . . .
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Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limhah B3.

Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi
Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3
di dalam negeri.

Pasal 327

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326
ayat (1) huruf b untuk dapat melakukan ekspor Limbah
B3 yang dihasilkannya wajib:

a. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis
kepada Menteri;

b. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3
yang akan dilalui;

c.  mengisi formulir Notifikasi Ekspor Limbah B3; dan
d. memiliki izin ekspor Limbah B3.

Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara
tyuan ekspor dan negara transit berdasarkan
permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a.

Notiftkasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. identitas pemohon; :
b. identitas Limbah B3;
c. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;

nama, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang
akan diekspor; dan

e. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.

Dalam hal notifikast sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disetujui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan negara
transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi
ekspor Limbah B3.

(5) Rekomendasi . . .



SK No 084726 A

th

(2)

&)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

.
- 225 -

8]

Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah
B3 yang diberikan oleh menteri vang menyelenggarakan
urusan pemerintahz n di bilang perdagangan.

Persyaratar: dan tata cara permohonan dan penerbituan izin
ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 328
Pemanfaat  Limbah B3 wuntuk dapal melakukan
Pemarfaaan Limbah B3 yang diserabkan cien Sctiap
Orang scbagaimana dimaksud dalam P’asal 326 ayat (1)
huruf a wajib momiliki:
a. Persetujuan Lingkungar: dan
b.  Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan
Limbah B33.
Pemaniaatar. Limbah B3 oleh Pemanfua® iimbah B3
sebagaiinana dimaksud pada avat (1) meliputi:
a. Pemaifaatan Limbah B2 sebagai substirusi nahan
vaku,
b. Pcmantaetan Limbeh B2 sebagai substitusi sumber
energ,
¢. Pemanfactan Lymbah B3 sebagai bahan baku; dan
d.  Pemanfaatan timbah B3 sesuai dengan
perkembangsn imu pengetahuan dan teknologi.
Limbah B3 yang dimanfaztkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (?) berasal dari Liinbah B3 yang dinasilkan oleh
1 (satu) ataw heberapa Penghasil Limbah B3.

Pasal 329 . ..
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Pasal 329

Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32% dilarang m<lakukan Pemanfaatan Limbah B3
terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan
sumber spesifik vanyg memiliki tingkat kcontaminasi
radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Rq/cm?
(satu Becquere! per sentimetsr persegi] dan/atau
konsentrasi aktivitas sebesar:

a. 1| Bg/gr (satu Becquerel per gram) untuk tHap
radionuklida anggota deret uranium dan thorium;
atau

b. 10 Baq/gr (sepuiuh Becquerel per gram) untuk kalium.

Radionukiida sebagaimana dimaksud pacda ayat (1) huruf
a meliputi:

a. Uranium-238 (U-238);

b.  Plumbum-210 (Ph-210);
c. Radium-226 (Ra-2261;
d. Radium-228 {(Ra-228);
e. Thorium-228 (Th-228);

f Thorium-230 ‘Th-230Q);
g. Thoraim-234 (Th-234); dan
L. Poloniam-210 (P>-210;.

Radionuklida  Pcloninm-210  (Po-210)  sebagaiinana
dimaksud pade ayat (2} huruf h hanya betlakii untuk
penentuan konsentrzsi aktivitas radionuklida anggota
deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasatl
dari kegiator eksploitest dan pengilangan gas bumii.

Larangat melakukan  Pemanfaatan  Limbah B3
dikecualiken ika tingket radioaktivitas dapat diturunkan
di bawah ringkat kentamninasi radioakti! dan;atau
konsentrasi aktivitas scbagaimana dimaksud pada ayat
(1).

RS,
o

isal 330 ..
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Pasal 330

Untuk dapst memperolel; Persciujuian Linglhungan
schbagaimana dimaksud dalarn Pasal 328 ayat (1) hurut a,
Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan ‘Teknis
Pengeloiaan Limbkah B2 wuntuk kegiatan Pemartaatan
Limbazh B3.

——
(-
—

(2) Pemanfaat Limbah B3 schagaimana dimaksud pada ayet
(1) mengajukan perinohonar. kepada Menteri, dilengkarpi
dengan persvaratar yang melipuati:

a. nama, sumber, karakterisck, dan jurnlah Limban B3

vang skav. dimanfaatkan:

b. loleast dzn koordinat kegiatan Pernanfaatan Limbah
B3;
c. rencana pembangunan fasilitas Pernanfaatan Limbah

B3 bag Pemanfastan Limnah B3 yang membutuhkan
fasilitas Pemanfeetar Limbah B3, yang memuat:

1. desain d=n  rancang  bangun fasilitas
Pemanfauran Limbah B3; dan

2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pemszsutaatan Limbah B3;

d. dskumen mengenai temmpat Penvimpanan wimbah B3
sesual deungan kKetentuan sebagaimana dimaksud
dalam. Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

e. Jekumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 292,

t.  Jdekumen mengenai desain dan spesifikasi teknologi,
metode, proses. don j.apasitas Pemarfaatan Limbah
33;

g. dokumen mengenai nama dan jumiah bahan baku
dan/a‘au balian penclong berupa Limbah B3 untuk
can.puran Pemanfaatan Launbulk B3,

h.,  prosedur Pemantsatsn Lirnbah B3;

P

do¥inen 1encana Ujp coha  peralatan, metode,
eEnelogl, con/ctav 1asilitas Pernanfaatan Limbah B3
rnelipuii:

1. lckasi uh coba;

2. jadwal . . .
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Jjadwal nelarsanaan uji coba;

3. Kketerangan  raengeunal  peralatan, metode,
ickrologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3;

BN

keterangan mengenai rencana pelaksanaan nji
cona’ gan

2. prosedur penznganan velaksanaan uji cobe,
bagt Pernanfaatan Lirnbah B3:

1.  sebagai oubstitusi bahan baku yang tidak
merniliki Standar Nasional Indonesia; dan/atau

2. sebagai substitusi sumber energi;

Cmio

perhitungan biava dan mcdel keekoncmian;

k.  bukli kepemilikan atas dana penjaminan untuk
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;

l.  reacana  pembangunan dan/atau  penyediaan
laboratcrinm uji Limbah B3 atau alat analisa
laboratorium vang raampu menguji paling sedikit
karakteristiizs Limbah B2 mudah meledak, mudah
menyala, reaktit, korosif, dan/atau beracun;

m. Sistzin Tanggap Darurat berupas dokumen program
redaivratan Pengelolaan Limbah B3; dan

n. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetersi di
vidang Pengelolaan Limbah B3.

(3) Permchonan Persetujuan Teknis Fengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemeanfaaten Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan
permohonan Perserujiian Teknis sebagaimana dimaksnd
pada ayat (2) hurut e,

Pasal! 331

(1 Menteri sewlah menerima permohonan  Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaaten Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 533 membecikan pernyataan tertulis mengenai
kelengkapan  zdministrasi  permohornian  Persetujuan
Teknis paling lnmea » {due) hari kerja sejak permnohonan
diteriina.

(2) Setelals . . .

SK No 084729 A
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Setelah  permoho:iann  dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paiing lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menurnjulican:

a. nermmohonan Perserujuan Teknis Perngelolaan Lirmbah
B2 memenuni persvaratan, Menteri menerbitkan
Fersetijuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untul
kegiatan Fenanfuatan Lonbah B3 paling lama 7
(twyunj bari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. permohonan Persetijjuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 tidak meinenuhi persyaratan, Menteri menolak
permohoenan Persetujuan Teknis Pengeloiaan Lirubah
B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling
icma 7 tyuh) hari kerja sejak hasil verifikasi
diketahui, disertai dengan alasan pcnolaican.

Pasa; 332

Persctujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Peraanfaatan Limbhah B3 wajib diubah dalam hal
terjadi perubahan terhadan persyaratan yang mneliputi:

a. nama danrr karakteristik Limbah B3 yang
dimanfaatkan;

b. desain ««knologi, metode, proses, kapasitas
Pemanfaaten Limbah B3; dan/atau

c. bahar baku dan/atau bahan " penolong berupa
Limbah B2 untuk campuran Pemanfaatan ILimbah
R3.

Perinohenan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat {'} djajukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama [0 (sepuluh) hari, setelah terjadi
perubanara.

Permohonan perubahan Persetajuan Teknis sebagannana
dimaicsud pads ayat (1) digjukan secara tertulis kepada
Menten

Meriteri meiakukan evaluasi ternadap permohonan
perucahan Perserujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayzt (3) pabag lama 10 (sepuiuh) hari kerja sejak
permohonan perabal.zul Fersetujuan Teknis ditcrima.

(5) Dalam . . .
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{Z) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. Kesesualan data, Menteti menerbitkan perubahian
Persctijuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegistan Pemanfaatan [imbah B3 paling lama 7
(tujulj hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

D. ketidaksesuaian data, Menteri menoiak permchonan
pcrubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan [imbah
B3 untuk kegiatan Femanfaatan Limbah B3 paling
lama 7 {uyuh) hari keria sejak hasil evaluasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakaa.

(6) Perubahan Persetujuun Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayal (5) hurul a menjadi dasar dalam perubahan
Persetijuan Lingkungan.

Pasal 333
(1} Persevyuan  Tekunis Pengelolzan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 memuat:
a. Idenfites pemegang Persetujuan Tekms Pengelolean
Limbah B3;

b. tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

c. kewajiban pemegang Persctujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemantaatan Limbah B3,
setelah Perizinan Berusaha terbit; dan

d.  persyaratan teknis Pemanfaatan Limbah B2 yang
ineliputi:

1. nama, sumber, dan karakteristik Limmbah B3
yang akan diraariaaikan;

2.  jumlail, kapas:tes, dan komposisi Limbah B3
yang akan dimarfaatkan;

3. desain dan  rancang  bangun fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3;

4. {ats cara pengemasan Limbah B3,
<. tara letak lokasi Pemanfaatan Limbah B3;
. ketentuan Simbol Limbah B3:

7. tata . ..
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7. tats letak sajuran untuk pengelolaan Limbah
cair yang dhasilkan dari kegiaian Pemaniaatan
Limmibaty R2:

8.  hasil ujt laboratorium untuk Limbah 83 sebeluia
dimanlaatkan, parameter kualitas lingkungan,
desn standar mutu produk;

Q.  Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 berupa
dokumicn program kedaruratan Pengcioiaar
Limbah B2: dan

10. kepemiiikan fasilitas laboratorium dan/atau alat
aralisa laboraicrium yang mampu menguji
paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah
me:ledak, mudan menyala, reaktiif, korosif,
den/awau heracun.

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelclaan
Limbal: B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit

meliputi:

a. melakukan identitikasi Limbah B3 yang
dikumpulkan;

. melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai

@]

xQ

dengan standar produk, standar Lingkungan Hidup,
dan/aiau baku mutu Lingkungan Hidup;

melaksanalkan vji coba Pemanfaatan Limbah B3 bagi
Pzmanfaatan Limihah B3:

1. senagan substritusi bahan hzku yang tidak
memiliki Standar Nasional Inc'onesia; dan/atau

™

2. sebagai substitusi sumber energi:

melakukan nencaiatan nama dan juraah Limbah B3
yang dimanfaztkan dari Limbah B3 yang
dihasiikannya,

memiungsikan (eranat Penyimpanan Limbah B3
sebagai temo=t Penyimpanan Limbah B3;

menyimpar wimbal: B3 vang akan dimanfaarkan ke
dalam te-1pat Penyinimmanan Limbah B3;
melakuban  Pengumpulen Limbah B3 yang akan

dimanf{ratkan;

h. memanfaatkan . . .
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meraaniaatikan Limbah B3 sesuai dengan teknologi
Pemanfaa.an l.mbah B3 vang dimiliki;

menyasun dan menyampaikan laporan

emb » fasilitas Pe f Limbah B3, bagi
pembangunar fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi
Penghasii Limibah B3 vang belurn memiliki fasilitas
reniantaaten Limbah B3:

menyusen dan menyampaikan laporan uji ccha
Pervarfaatan Limban B3, bagi Pemanfaatan Limbah
B3 sebagai subctitusi bahan bakua yang tidak
memsiliki - Standar Nasional Indonesia dan/atau
substitust sumber energi;

mervusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan
Limbah B3:

melakukan uj ternadap Limbah B2 dan produk hasil
Pemarnfaatan Limbah B3 secara berkala paling scdikit
I (satu;} kali dalam 6 (enam) bulan;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
beruna dokumen program kedaruratan Pengelolaan
limbabh B3, dan.

memiliki  tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 334

(1)  Pemanfaar Limmbah B3 wajib:

a.

SK No 084733 A

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Paisetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimeksud datamn Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

melakukan  oznzzemasan Limbah B3  yang
dihasillkanavsa sebageimana dimaksud dalam Pasal
292;

melakukan  Penzumpulan Limbah B3  yang
dihasilkarnya secuatl dcngan ketentuan sebagaimana
dimaksu i dalam Pasal 208

e. melakukan . . .
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e. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3; '

f. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan
Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;

g. menaati Baku Mutu Emisi, jika Pemanfaatan Limbah
B3 menghasilkan Emisi;

h. menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi
Pemanfaat Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3:

1. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah
B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia dan/atau
substitusi sumber energi;

J.  menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan

Limbah B3, yang memuat:

1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya;

k. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

1. memiliki tenaga Kkerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan
kepada Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3.

(4) Laporan . . .
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Laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan kepada
Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya uji coba Pemanfaatan Limbah B3.

Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Menteri, paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 335

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat
(1) huruf h, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3:

a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3, bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
yang tidak wajib melakukan uji coba Pemanfaatan
Limbah B3; atau

b. tdak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Pemanfaat Limbah
B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang
termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

SLO untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi
dasar dimulainya:

a. kegiatan operasiona! Pemanfaatan Limbah B3; dan

b. pengawasan . .
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b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 336

Berdasarkan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) huruf i,
Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 {sepuiuh)
hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan uji coba Pemanfaatan Limbah B3:

a. sesual dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Pemanfaat Limbah
B3 mengubah proses Pemanfaatan Limbah B3 yang
termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2j dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hart setelah verifikasi dilakukan.

SLOC untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi
dasar dimulainya:

a. kegiatan operasional Pemanfaatan Limbah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan daiam Perizinan Berusaha.

Pasal 337 ...



SK No 084738 A

(1)

©

(4)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

Pasal 337

Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau

b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.

Untuk memperoieh penetapan penghentian kegiatan.
Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melakukan pemuiihan fungsi Lingkungan Hidup
dalam hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:
a. 1dentitas pemohon;

b. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
dan/atau

c. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatann paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Pasal 338

Setiap Orang yang inenghasilkan Limbah B3 dari sumber
spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan Tabel 4
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini, yang akan melakukan Pemanfaatan
Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping,
dikecualikan dari kewajiban memiliki Persetujuan Teknis
Pengeloilaan Limbah B3.

Pasal 339 . ..
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Pasal 339

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber
spesifik yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3
dari sumber spesitik sebagai produk samping dapat
mengajukan permohonan penetapan Limbah B3 dari
sumber spesifik sebagai produk samping kepada Menteri.

Liitnbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dapat diajukan permohonan penetapan
Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping
merupakan Limbah B3 dar sumber spesifik yang berasal
dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi.

Permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik
sebagai produk samping sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri dan
dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

a. identitas pemohon;

b. profil Usaha dan/atau Kegiatan,;
c. nama Limbah B3;
d

bahan baku dan/atau bahan penolong yang
digunakan dalam proses produksi yang
menghasilkan Limbah B3;

e. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan
sebagai procduk samping; dan

f.  nama produk samping serta sertifikat standar produk
yang dipenuhi, yang ditetapkan oleh menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 340

Menteri setelan menerima permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 339 menugaskan tim ahli Limbah
B3 untuk melakukan evaluasi.

(2) Tim . . .
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Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 280.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
identifikasi dan analisis terhadap:

a. bahan baku dan/atau bahan penolong yang
digunakan dalam proses produksi yang
menghasiikan Limbah B3 dari sumber spesifik;

b. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan
sebagai produk samping; dan

c. nama produk samping serta sertifikat standar produk
yang dipeniuhi, yang ditetapkan oleh menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian vang
membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilakukan
oleh tim ahli Limbah B3 paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak penugasan diberikan.

Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil
evaiuasi kepada Menteri paling lama 4 (empat) hari kerja
sejak hasil evaluasi diketahui.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
sedikit memuat:

a. identitas pemohon;

b. nama Limbah B3:

c. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
d. kesimpulan hasil evaluasi.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. penggunaan Limbah B3 dari sumber spesifik bersifat
pasti dan konsisten;

b. Limbah B3 dari sumber spesifik dihasiikan dari satu
siklus tertutup produksi yang terintegrasi;

c. Limbah . ..
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c. Limbah B3 diproduksi sesuai dengan standar produk
yang ditetapkan menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau
Kegiatan; dan

d. adanya nomor registrasi produk samping sebagai
produk yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.
pernerintah nonkementerian yang membidangi Usaha
dan/atau Kegiaian, :

rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan
bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk
samping.

Dalam ha! hasil evaluasi tidak memenuhi Kketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rekomendasi tim
ahii Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3
dari sumber spesifik bukan sebagai produk samping.

Pasal 341

Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli Limbah B3
enetapkan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai:

a. produk samping; atau
b. bukan produk samping.

Penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai nroduk
samping dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak rekomendasi tim ahli Limbah B3 disampaikan
kepada Menteri.

Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan
Menteri sebagai produk samping, Menteri memberikan
rekomendasi kepada menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau
Kegiatan untuk menerbitkan nomor pendaftaran barang
sebagai produk.

Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan
Menteri sebagai bukan produk samping, Setiap Orang
yang menghasilkan Lirnbah B3 dari sumber spesifik wajib
melakukan Penvimpanan Limbah B3.

Paragraf . . .
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Paragraf 8

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 342

(1) Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3.

(2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbeah
B3 diserahkan kepada Pengoilah Limbah B3.

Pasal 343

(1) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 342 ayat (1) dilakukan dengan cara:

termal;

stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau

o o o

cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

{2) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengart mempertimbangkan:

a. ketersediaan teknologi; dan

b. standar Lingkungan Hidup atau baku mutu
Lingkungan Hidup.

Pasal 344

Setiap Orang vang menghasilkan Limbah B3 yang akan
melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 342 wajib memiliki:

a. Persetujuan Lingkungan; dan

bh. Perizinan Serusaha.

Pasal 345 . ..
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Pasal 345

Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 untuk
Pengolahan Limbah B3 vang dilakukan dengan cara
termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1)
huruf a meliputi:

a. Baku Mutu Emisi;

b. standar efisiensi pembakaran dengan nilai paling
sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan
koma sembilan sembilan persen); dan

c. standar efisiensi penghancuran dan penghilangan
senvawa principle organic hazardous constituents
(POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan
persen).

Standar efisiensi pembakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Pengolahan
Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri
semen.

Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan
senyawa principie vrganic hazardous constituents (POHCs)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tidak berlaku
untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik
infeksius.

Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan
senyawa principle orgarnic hazardous constituents (POHCs)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tidak berlaku
untuk Pengnlahan Limbah B3:

a. berupa polychlorinated biphenyls; dan
b. yang berpotensi menghasilkan:
1. polychlorinated dibenzofurans; dan
2. polychlorinated dibenzo-p-dioxins.

Dalam hal Limbalh B2 vang akan diolah berupa
polychiorinated biphenyls, pengolahannya harus
memenuhi  standar  efisiensi  penghancuran dan
penghilangan senvawa prlychlorinated biphenyls dengan
nilal paling sed:kit mencapal 99,9999% (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan seinbilan sernbilan
persen).

(6) Dalam . . .
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Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi
menghasilkan polychloninated dibenzofurans,
pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi
penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated
dibenzofurans dengan nilai paling sedikit mencapai
99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
sembilan sembilan sembilan persen).

Dalam hal Limbah B3 yang akan diclah berpotensi
menghasilkan polychlorinated dibenzo-p-dioxins,
pengolahannya harus memenihi standar efisiensi
penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated
diberizo-p-dioxins dengan nilai paling sedikit mencapai
99,9999% (sembilan puluh sembilan koina sembilan
sembilan sembilan sembilan persen).

Pasal 346

Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 untuk
Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara
stabilisasi daa soiidifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 343 ayat (1) huruf b berupa baku mutu stabilisasi
dan solidifikasi berdasarkan analisis organik dan
anorganik.

Analisis organik dan anorganik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakain sesuai dengan baku mutu
TCLP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 347

Untuk dapat memiliki Persetyjuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf a, Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud padz  ayat (1) mengajukan permohonan
Persetujuan 7Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatann Pengulahan Limbah B3 kepada Menteri,
dilengkapi dengai: persyaratan yang meliputi

a. nama. ..
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nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang akan diolah;

lokasi dan koordinat kegiatan Pengolahan Limbah B3;

rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah
B3, bagi Pengolahan Limbah B3 vang membutuhkan
fasilitas Pengolahan Limbah B3, yang memuat:

1. desain, rancang bangun fasilitas Pengolahan
Limbah B3, dan/atau alat Pengolahan Limbah
B3; dan

2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesual dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 292;

dokumen mengenai desain dan spesifikasi teknologi,
metode, proses, dan kapasitas Pengolahan Limbah
B3;

dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku
dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pengolahan Limbah B3;

prosedur Pengolahan Limbah B3;

dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3
yang meliputi:

1. lokasi uji coba;
2. jadwal pelaksanaan uji coba;

3. keterangan mengenai peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah
B3;

4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji
coba; dan

5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba,
bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan . ..
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1. dengan cara termal! sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan:

2.  dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetanuan dan teknologi sebagaimana
dimaksit] daiarn Pasal 343 ayat (1) huruf ¢ yang
tidak mnemiliki Standar Nasional Indonesia;

J- Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program

kedaruratan Pengelolaan Litnbah B3; dan

k. cnaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di
bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 348

Menteri seteiah menerims permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbsh B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasai 347
memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan
administrasi permchonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, paling
lame Z {dua) hari kerjo sejak permohonan diterima.

Setelah  permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh j hari kerja.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada.
ayat {2) menunjukkan:

a. permohonan Perseiujuan Teknis Pengelclaan Limbah
B3 memenuhr persyaratan, Menteri menerbitkan
Persetujuan Tcknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hiari kerja seiak hasil verifikasi diketahui; atau

b.  permononan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak
permolronan Perseftujuan Teknis Pengeiolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi
diketahui, disertai dengan alasan penoiakar.
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Pasal 349

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;

b. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau

c. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa
Limbah B3 untuk campuran Pengoiahan Limbah B3.

Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah teriadi
perubahan.

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 {tujuh)
hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perubaharn Persetujuan Teknis Pengelolaun Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam perubahan
Persetujuan Lingkungan.

Pasal 35C

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 348 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

a. 1dentitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

h. tanggal . ..
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tanggal penerbitan Persctujuan Teknis Pengelolaan
Limzhah B3;

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
setelah Perizinan Beruszha terbit; dan

poisyaratan  teknis Pengolahan Limbah B3 yang
meiiputi:

I.  nama, sumber, dan karakteristik Limbah B2
yang akan diolah;

2. jumlah dan kapasitas Limbah B3 yang akan
diolah;

3. desain dan rancang bangun fasilitas Pengolahan
Lirabah B3;

4.  spesifikasi teknis alat Pengolahan Limbah B3;
5 a letak lokasi fasilitas Pengolahan Limbah B3;
6. ketentuan Simbel Liinbah B3;

7. tata lctak saluran untuk pengelolaan Limbah
cair yang dihasilkan dari kegiatar. Pengolahan
Limbah B3;

3. hasil wuji laboratorium untuk karakteristik
Limbah B3 vang akan diolah;

9. uyji laboratorium untuk paramcter kualitas
lingkungan; dan

10. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen
program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit

meliputi:

a. melakukar, dentifikasi Limbah B3 yang
dikiimpulkan;

b.  melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang <1olah;

C. melaksi=nakan Jji coba Pengolahan Limbah B3, bagi

Pengolahan Limbah B2:

1. dengan . ..
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1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

melaksanakan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan
standar Pengolahan Limbah B3;

memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3;

melakukan Pengumpuian Limbah B3 yang akan
diolah;

rmengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi
Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki; '

menyusun dan menyampaikan laporan
perabangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi
Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasat
343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 351 ...
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Pasal 351

Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan
Pengolahan Limbah B3 wajib:

a.

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengeclolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

melakukan  pengemasan Limbah B3 yang
dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
292;

melakukan  Pengumpulan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 298;

melakukan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persetuyjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3;

memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 dan
Pasal 346;

menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan
Limbah B3 menghasilkan Air Limbak;

melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa
pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan
dengan cara termal;

menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi
Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan uji ccba
Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan ...
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2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf ¢ yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

k. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3, yang memuat:

1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya;

1. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

m. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara
termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan
residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285 sampai dengan Pasal 297.

Daiam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara
stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib
melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan
solidifikasi di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan
kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Laporan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada
Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya uji coba Pengolakan Limbah B3.

(6) Laporan . . .
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Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k disampaikan kepada Menteri paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 352

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat
(1) huruf i, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengolahan Limbah B3:

a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan
Limbah B3, bagi kegiatan Pengolahan Limbah B3
yang tidak wajib dilakukan uji coba Pengolahan
Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Penghasil Limbah
B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas
Pengolahan Limbah B3 yang termuat dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

Pasal 353

Berdasarkan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) huruf j,
Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan uji coba Pengolahan Limbah B3:

a. sesuai . . .
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a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan
Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Penghasil Limbah
B3 mengubah proses Pengolahan Limbah B3 yang
termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

Pasal 354

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan
melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib
memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau

b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam
hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan
penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:

a. identitas pemohon;

b. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
dan/atau

c. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

(4) Menteri . . .
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Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya menerbitkan penetapan
penghentian kegiatan Pengolahan Limbtah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui;
atau

b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon
wajib melakukan pemulihan rfungsi1 Lingkungan
Hidup.

Penghasil Limbah B3 waiib melaporkan surat penetapan
penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud psda ayat
(5) huruf a yang diterbitkan gubernur atau bupati/wali
kota, kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja
sejak surat ditetapkan.

Menteri menerbitkan penetapan penghcntian kegiatan
Pengolahan Limbah B3 paling lambat 7 {tujuh) hari kerja
setelah pemohon selesai melakukari pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b, yang dibuktikan dengan penetapan stacus telah
selesainya pemulihan lahan terkontaminast.

Pasal 355

Dalam hal Setiap Orang yang mcnghasilkan Lirnbah B3
tidak mampu melakukan sendiri “engolahai Limbah B3
yang dihasilkannya:

a. Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah
Limbah B3; atau

1

b. dapat melakukan eksper Limbain B3  yang
dihasilkannya

Penyerahan Limbah B3 kepada Pengowz-. Limnan B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huaruf a disertai

dengan bukti penvershan Limbah B3,

o) Sailnan . . .
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Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.

Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi
Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3
di dalam negeri.

Pasal 356

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355
untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang
dihasilkannya wajib:

a. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis
kepada Menteri,

b. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3
yang akan dilalui;

c. mengisi formulir notifikasi dari Menteri; dan
d. memiliki izin ekspor Limbah B3.

Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara
tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan
permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a.

Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. identitas Limbah B3 dan pemohon;
b. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;

c. nama, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang
akan diekspor; dan

d. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.

Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disetujui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan negara
transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi
ekspor Limbah B3.

(5) Rekomendasi . . .
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Rekomendasi ekspor Limeah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah
B3 yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin
ekspor Limbah B3 dilaksanakuan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 257

Pengolah Lirnbah B3 vntui: dapat melakukan Pengnlahan
Limbazh B3 yang disecrahkan oleh Senap  Orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 avat {1} huruf a
wajib memiliki:

a. Persetyjuan Lingkungan; dan

b. Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengeloiaan
Limhbab B3,

Pengolabun  Limbah B3 colelh Pengolah Limbah B3
cebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
care..

a. termal;
b. stabilisasi da solidifikasi; dan/atau

c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mempertirnbangkan:

a. ketersediaan teknolegi: dan

b. standar Lingkungan Hidup atau baku mutu
Lingkungai Hidup.

Limbah B2 yang diolah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat berasal dari l.unkah B3 yang dihasilkan oleh 1

(satu) atau beherapa Penghasil Limhah B3.

Pasal 358 . ..
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Pasal 358

Untuk dapat memiliki Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (1) huruf a,
Pengolah Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3.

Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 kepada Menteri, dilengkapi dengan
persyaratan yang meliputi:

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang akan diolah;

b. lokasidan koordinat kegiatan Pengolahan Limbah B3;

c. rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah
B3, bagi Pengolahan Limbah B3 yang membutuhkan
fasilitas Pengolahan Limbah B3, yang memuat:

1. desain, rancang bangun fasilitas Pengolahan
Limbah B3, dan/atau alat Pengolahan Limbah
B3; dan

2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

d. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

e. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud :dalam
Pasal 292;

f.  dokumen mengenai desain dan spesifikasi teknologi,
metode, proses, dan kapasitas Pengolahan Limbah
B3;

g. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku
dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pengolahan Limbah B3;

h. prosedur Pengolahan Limbah B3;

i. dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3
yang meliputi:

1. lokasi. ..
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1. Jokasi uj: ccba;

2. jadwal pelaksanaan uji coba;

3. keterangan mengenai peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah

B3;
4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji
ccha; dan

S.  prosedur penanganan pelaksanaan uji coba,
bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

<. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf ¢ yang

tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;
J.  bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk

pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;

k. perhitungan biaya dan modei keekonomian;

L. rencana  pembangunan dan/atau  penyediaan
laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa
laboratorium yang mampu menguji paling sedikit
karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah
menyala, reaktil, korosif, dan/atau beracun;

m. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program
kedaruratan Pengeloiaan Limbah B3: dan

n. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetens: di
bidang Pengeloiaan Limbah B3.

Pasal 359

Menter1 setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud da'am Pasal 358
memberikar pernyataan tertulis mengenai kelengkanan
administrasi permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, paling
lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

Setelah  permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling larna 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

a. permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak
permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 360

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wuntuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;

b. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau

c. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa
Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.

Permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Menteri.

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan
Persetujuan Teknis diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian . .
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ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi
dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 361

Persetuyjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 359 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

a.

b.

identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
setelah Perizinan Berusaha terbit; dan

persyaratan teknis Pengolahan Limbah B3 yang
meliputi:

1. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3
yang akan diolah;

2. jumlah dan kapasitas Limbah B3 yang akan
diolah;

3. desain dan rancang bangun fasilitas Pengolahan

Limbah B3;

spesifikasi teknis alat Pengolahan Limbah B3;

tata letak lokasi fasilitas Pengolahan Limbah B3;

ketentuan Simbol Limbah B3;

N o ok

tata letak saluran untuk pengelolaan Limbah
cair yang dihasilkan dari kegiatan Pengolahan
Limbah B3;

8. hasil uji laboratorium untuk karakteristik
Limbah B3 yang akan diolah;

9.uj ...
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9. wji laborateriumm untuk parameter kualitas
ingkungan;

0. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen
vrogram kedaruratan Pengelolaan Limmbah B3;
dan

11. kepemilikan fasilitas iaboraterium dan/atau alat
analisa laboratcrium yang mampu menguji
paiing sedikit karakieristik Limbah B3 mudan
meledak, mudah menyala, reaktif, korosif,
dan/atau beracun.

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan

Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit

meliputi.

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang
dikumpulkan;

b. melakukan pencatatan nama dan juralah Limbah B3
yang diolah;

c. melaksanukan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi
Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara tecmal sebagaimana dimaksud
dalarm Pasal 343 avat (1) huruf a; dar

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasa! 343 ayat {1) huruf c yang
ticak memiliki Standar Nasional Indonesia;

d. melaksanakan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan
standar Pengolanan Limbah B3;

e. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B2
sebagal teinpat Penyimpanan Limbah B3;

rienyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam
tempat Peuyimpanan Litnbah B3;

g  melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan
diolah-

h. mengolah Limbanh B3 sesuai dengan teknologi
Pengoiahan Limbah B3 yang dimiliki;

i. mmenyusun . . .
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menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi
Pengolah Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf ¢ yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 362

(1) Pengolah Limbah B3 wajib:

a.

SK No 097486 A

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan 291;

melakukan pengemasan Limbah B3 yang
dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
292; '

melakukan  Pengumpulan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 298;

e. melakukan . ..
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melakukan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3;

memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 dan
Pasal 346;

menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan
Limbah B3 menghasilkan air Limbah;

melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa
pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan
dengan cara termal;

menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi
Pengolah Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3, yang memuat:

1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

memuliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara
termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan
residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285 sampai dengan Pasal 297.

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara
stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
Persetuyjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib
melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan
solidifikasi di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan
kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Laporan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada
Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya uji coba Pengolahan Limbah B3.

Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k disampaikan kepada Menteri paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 363

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat
(4), Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengolahan Limbah B3:

a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan
Limbah B3, bagi kegiatan Pengolahan Limbah B3
vang tidak wajib dilakukan uji coba Pengolahan
Limbah B3; atau

b. tidak .
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b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Pengolah Limbah
B3 mengubah rencana pembangunan (fasilitas
Pengolahan Limbah B3 yang termuat dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbalh B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

SLO untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:

a. kegiatan operasional Pengolahan Limbah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 364

Berdasarkan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (5), Menteri
melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan uji coba Pengolahan Limbah B3:

a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan
Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Pengolah Limbah
B3 mengubah proses Pengolahan Limbah B3 yang
termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

(4) SLO . . .
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SLO untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sehagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:

a. kegiatan operasional Pengolahan Lirubah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawabh
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 365

Pengolah Limbah B3 wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika bermaksud:

a. wmenghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau

b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Pengolah Limbah B3 sebugaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
dalam hal rerdapat Pencemaran Lingkungar Hidup. dan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.

Permohonan sebagaiinana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan:

a. identites pemochon;

b. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
dan/atau

¢. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Menter: setelah menerima permohcnan sebagaimana

dimaksud pada avai (3] melakukan evaluasi terhadap

permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian

kegiatan paling lama 1C (sepuluh) hari kerja sejak

permohorian diteriraa.

Paragraf . . .
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Paragrafl 9

Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(2)

Pasal 2366

Setiap Orarg yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melaksanakan Penimbunan Lirnbah B3.

Dalam hal Setiap Orang sebagasimana dimaksud pada ayat
(1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah
B3 diserahkan kepada Penimbun Limhah B3.

Pasal 367

Penimbunan Limbah B2 olch Penghasil Limbah B3
sebagaimana dimaksud dJdalam Pasal 366 ayat (1) wajib
memailiki:

a. Persetujuan Lingkungan; dan
b. Perizinan Berusaha.

Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan pada fasilitas Pennimbunan Limbah B3
berupa:

a. penimbusan akhir;

b. sumur injeksi,

o

periempatan Xembali di area bekas tambang;

bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau

.Q,

e. fasilitas Perimbunan Limbah B3 lain sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penimbusan
akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri
atas fasilitas penimbusan aizkir Limbah B3:

a. «xelasl;
b. kelas lI; dan
c. kelas II.

(4) Terhadap . . .
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Terhadap Lirabab B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebin
besar dari atau sama dengan i Bq/cm? (satu Becquerel per
sentimeter persegil  dan/atau  konsentrasi aktivitas
sebesar:

a. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap
radionukiida anggota deret uranium dan thorium;
atau

1

p. 10 Bg/gr (sepuluh Recquerel per gram) untuk kalium,

dilakukan penirabunan paling rendab pada fasilitas
penimbusan akhir Limbah B3 kelas II sebagzimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a meliputi:

a. Urenium-238 (U-238);

b. Plumbumn-210 (Pb-210);

c. Radium-226 (Ra-226);

d. KRadiumn-228 {Ra-228);

e. Thorium-228 (Th-228),

f.  Thorium-230 ITh-230);

g. Thorium-234 (Th-234); dan

L. Polonium-213 {Pc-2 10).

Radionuklida  Polonium-210 (Po-210) sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf h hanya berlaku untuk
pencntuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota
deret uranium dan thorium pada Limbah B3 vang berasal
dari kegiaian eksploitasi dan pengilangan gas bumi.

Limbah B2 berupa tailing dari kegiatan pertambangan
yvang memuliki tingkat kontaminasi radioaktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat ditempatkan pada fasilitas
Penimbunan Limbah B3 berupa bendungan penampung
Limbuh tainbang.

DPasal 368 . ..
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Pasal 368

Setiap Orang yang menghasiikan Limbah B3 yang akan
melakukan Penimbunan Limbah B2 pada [asilitas
penimbusan akhir sebagaimana dimaksud dalan: Pasal
367 ayat (2) huruf a wajib melakukan nji total konsentrasi
zat pencemar sebelum mengajukan permohonan
Persctujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah R3.

Uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksuad
pada ayat (1) dilakukan pada laboratorium uti
sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 279.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 seba gairnana
dimaksud pada ayat (1;:

a. wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 nintuk Penimbunan Limbah
B3 paling lama 30 {tiga puluh) hari sejak uji total
konsentrasi zat pencemar Limbah B3 selesai
dilakukan; atau

b. dapat menyerahkan kepada Penimmbun Limbah B3.

Pasal 369

Lokasi Penimbunan Liinbah B3 harus memenuhi
persyaratan yang meliput::

a. bebas banjir;
b. permeabilitas tanakh;

¢. merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil,
tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung;
dan

d. tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama
yang digunakan untuk air minum.

Persyaratan permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1, huruf b tidak berlaku untuk Penimbunan
Limbah B3 yang menggunakan fasilitas berupa:

a. sumur injeksi;
b. penempatan kembali di arca bekas tambang;
£ g

¢.  bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau

d. fasilitas . . .
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d fasilitas Peaumnbunar Limbah B3 lain sesuai denigan
perkeimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

a. permeabilitas tanab yang memiliki nilai paling
banyak 107 cm/detik (sepuluh pangkat minus tuuh
senUmeter per detik), untuk fasilitas penimbusan
zknir Limbah B3 kelas I dan kelas II; dan

b.  permeabilitas tanah vyang memiiiki nilai paling
banyak 10 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima
sentimeter per detik), unwk fasilitas penimbusan
akhir Limbah B2 kelas III.

Pasai 370

Fasilitas Penimbunan Limbah B2 harus memenuhi
persyaratan yang meliputi:

a. desain fasilitas;
b.  memihki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:
1. saluran untuk pengaturan aliran air permukaai;
2. pengumpularn sir lindi dan pengolehannya;
3. surnur pantauy; dan
4. lapisan penutup akhir;

¢. memiiiki peraiatan pendukung Penimbunan Limbah
B3 yang paling sedikit terdiri atas:

1. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi
readaan darurat;

2. alat angkut urituk Penimbunan Limbah B3; dan
3. alat pelindung dan keselamatan diri; dan

d. memiliki rencana Penimbunan Limbah B3,
penutupan, dan pasca penutupan fasilitas
Penimbunan Limbah B3.

Persyaratan memihki sistemm pelapis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk
fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa sumur injeksi
dan/atau penempatan di area bekas tambang.

Pasal 371 ...
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Passl 371

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Pengolahan Limbal B2 sesuai dengan standar
pelaksanaan Pengclaharn Limbah B3 sebagzaimana
dimaksud dalam Pasal 345 dan/atau Pasal 345 untuk
Limbah B2 vang akan dilakukan penimbunan di fasilitas
penimbusan akhir Limbah B3.

Limbah B3 sebagaimaria dimaksud pads ayat (v wajib
ditimbun di fasilitas peniinbusar: akhir sesuai hasil ujt
total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 3G8.

Pasal 372

Untuk  dapat memiliki Persetujuan  Lingkungan
sebagarmana dimaksud dalam Pasal 367 zyat (1) huruf 2,
Setiap Orang veng menghasilkan Limbah B3 wajib
memiliki  Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah R3.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 kepada
Menteri, dilengkapi dengarn persyaratan vang meliputi.

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang akan ditimbun;

bh. rencana pembangunan fasilitas Penimbunran Limbah
B3, bagi Penghasil Limbah B3 vang belum memiliki
fasilitas Penitnbunan Limbah B3, yang memuat:

1. desain dan  rancang banguri fasilitas
Penimbunan Limbah B3 dan fasilitas pendukung
Penimbunan Limbah B3; dan

2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Penimbunan Limbah B3;

c. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 369 dan Pasal 370;

d.  dokummen merigenai desain, teknologi, metode, proses,

dan fasilitas Penimbunan Limbah B3;

e. prosedur . . .
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e. prosedur Penimbunan Limbah B3;

hasil wji laboratorium  terhadap  parameter
Lingkungan Hidup;

g. hasil uji laboratorium permeabilitas tanah untuk
menentukan kelas fasilitas penimbusan akhir Limbah
B3;

h. persetuyjuan dari lembaga pemerintah yang
melaksanakan urusan di bidang keamanan
bendungan, untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3
pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa
bendungan penampung Limbah tambang;

1. rencana pembangunan dan/atau  penyediaan
laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa
laboratorium yang mampu mcnguji paling sedikit
karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah
menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;

J.  rincian pelaksanaan penutupan fasilitas Penimbunan
Limbah B3;

k. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

l.  tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompctensi di
bidang Pengelolaan Limbah B3.

Dokumen mengenai rencana pembangunan fasilitas
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b disusun dengan memperkirakan total
konsentrasi zat pencemar Limbah B3, bagi kegiatan
Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas penimbusan akhir
Limbah B3.

Pasal 373

Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 372 memberikan pernyataan tertulis mengenai
kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan
Teknis paling lama 2 {dua) hari kerja sejak permochonan
diterima.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam .
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Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimzksud vada
ayar (2) meninjuzkkan:

a. permohonan Persetujuan Teknis memenuhi
persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan
Teknis Pengeiolaan Iimbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil verifikasi diketahui, atau

b. permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi
persyaratan, Menteri menolak permohonan
Persetiyuan Tekn:s Pengelolaan Limbah B2 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7
{tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui,
disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 374

Persetuyjuait  Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

a. mnama dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbun;
dan/atau

b. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/ziau fasilitas Penimbunan Limbah B3.

Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah terjadi
perubahan.

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
peruibahan Persetaiuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menunjukkan:

a.  kesesuwan data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limibah B3 untuk
kegiatan Peninibunan Lirabah B3 paling lama 7
{tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian . . .
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keudaksesuaian data, Menteri menolak permohonsn
perubahan Persetyjuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Penimbunan Linbah B3 paling
lama 7 (tuyjuh) hari kerja sejak hasil evaluasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Perubahan Persctujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) hurui a menjadi dasar dalam perubahan
Persetujuan Lingkungan.

Pasai 375

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dim:ksud
dalam Pasal 373 ayat (3) huruf a, memuat:

a,

b.

idenritas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan

Limbah B3;

tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan

Limbah B3;

kewsjibun pemegang Persetujuan Teknis Pengeloiaan

Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbabh B3,

setelalr Perizinan Berusaha terbit; den

persyaratan ‘eknis Penimbunan Limbah B3 yang

meliputi:

1. nama, surnber, dan karakteristik Limbah B3
vang akan ditimbun;

2. jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun dan
kapasitas tasilitas Penimbunan Limbah B3;

(O]

desain rancang bangun fasilitas Penimbunan
Limbah B3;

4. rincian tata letak dan rincian lokasi fasilitas
Penimbunan Limbai» B3:

N

hasil uji dari laboraterium terakreditasi Limbah
B3 yang akan ditimbun;

©.  uji laboratorium terakreditasi untuk parameter
kualitas lingkungan;

7  Sistem Tanggap Darurat Limbaii B3 berupa
dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limibah B3; dan

8. rincian . . .
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8. mnncian pelaksanaan penutupan fasilitas
Penimbunan Limbak B3.

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limmbah B2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit
meliputi:

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang ditimbun;

b. melaksanakaln, Penimbunan Limbah B3 sesuai
dengan standar Penimbunan Limbah B3;

¢. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang ditimbun,;

d. menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3;

€. menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3, bagi
Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Penimbunan Limbah B3;

f.  menyusun dan mmenyampaikan lapcran Penimbunan
Limbah B3;

g. memitki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

h. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi i bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 376

Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan
Penimbunan Limbah B3 wajib:

a. melaksanakan kcwajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;

b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3;

c. melakukan  Penisbunan  Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai denganr: ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelclaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limhah B3;

d. memenuhi . . .
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d. meirenuhi standar Lingkungan Hidup dan/atau
baku mutu Lingkungan Hidup mengena: pelaksanaan
Penimbunan Lirnbah B3;

€. menaatl Baku Muti Air Limbah, jika penimbunan
nienghasilkan air Linbah;

f. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat
Penimbunan Limbah B3;

g. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan
menanggulangi damgpak negatif vang mungkin timbul
akibat keluarnya Limbah B3 ke Lingkungan Hidup;

h.  meauwp bagian paling atas fasilitas Penimbunan
Limmbah B3;

1. rmenyusun dan menyampaikan Japoran
pembangunan fasiliras Penimbunan Limbah B3, bagi
Penghas:l Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Penimbunan Limbah B3;

j.  menyusur dan menyampaikan laporan Penimbunan

Limbah B3, yang memuat:

1. wama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2. pelakszanaan Penimbunan Limbah B3 yang
dihasilkannya,;

k. memiliki dan melaksanakar. Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelclaan
Limbah B3; dan

I memiliki tenage kerja yang memiliki sertifikat
kompetens: di hidang Pengelolaan Limbah B3.

Kewajibann menutup bagian paling atas fasilitas
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h dilakukan jika fasilitas Penimbunan Limbah B3
telah terisi penuh atau kegiatan Pernimbunan Limbah B3
sclesal ditakukan.

Laporsn pembangunan {usilitas Penimbunan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan
kepada Menteri, secars bertahap pada kegiatan:

a. penetapar .
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a. penetapan iokasi Penimbunan Limbah B3, dengan
dilengkapi kajiun tentang pemenuhan persyaratan
lokasi Limbah R3 yang meliputi:

1. bebas bunjir;
2. permeabilitas ranah;

3.  merupakan daerah yang secara geologis aman,
stabil, tidak rawan bepcana. dan di luar kawasan
iindung; dan

4. tidak merupakan dacrah resapan air tanah,
terutama yang digunakan untuk air minum,;

dan

b. pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbsh B3.

Laporan pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbutnian
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurut b
bagi fasilitas penimbusan akhir Limbah B3, memuat
informasi mengenai:

a. sistem pelapis sesuai dengan kelas fasilitas
perumbusan akhir Limbah B3; dan

b.  hasil tes kebocoran, untuk fasilitas penimbusan akhir
Limbah B3 kelas [ dan kelas JI.

Pelaporan secara bertzhap disampaikan kepada Menteri,
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesainya
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf a dan
hurui b.

Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Menteri paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 377

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat
(1) hurut i, Menteri melakukan verifikasi paling iambat 10
(sepuluh) hari kerja sejzk laporan diterima.

Dalani hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Penimbunan limbah B3:

a. sesuai . . .



SK No 084778 A

(3)

(4)

(1)

>

£

I

T

¥

e

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

sesual dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbabh B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3,
Menteri  menerhitkan SLO  untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3; atau

'ID

b.  tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbeih B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3,
Menteri inenyampaikan surat agar Penghasil Limbah
B3 mengubah rencane tasilitas Penimbunan Limbah
B3 yang terrnuat dalam Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (Z) dilakukan paiing lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukarn.

SLO untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:

a. keglatan operasional Penimbunan Limbah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawakb
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 378
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki
penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan Usaha dari/atau Kegiatan;

b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3: atau

c. melakukan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah
B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah
penuh.

Untuk memperolch penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mengajukan permohonan secera tertulis kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kcta sesuai kewenangan
penerbitan Persetujuan Lingkungan.

(3) Permohonan . . .
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:

a. identitas pemohon; dan

b. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3.

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama
10 {sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup,
Menteri, gubernur, atau buvpati/wali kota sesuai
dengan kewenangannva menerhitkan nenetapan
penghentian kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui;
atau

b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon
wajib melakukan pemuithan {ungs:1 Lingkungan
Hidup.

Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan siuwat penetapan
penghentian kegistan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf a yang diterbitkann gubernur atau bupati/wali
kota, kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja
sejak surat ditetapkan.

Menter1 menerbitkan penetapan penghentian kegiatan
Penimbunan Limbah B3 paling lar:bet 7 (v jul ) hari kerja
setelah pemohon seciesai melakuran pemulinan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dirmaksud pada ayat (5)
huruf b, yang dibuktikan dengan penetapan status telah
selesainya pemulihan lahan terkontaminasi.

Pesal 379
Setiap Orang yang merghaitkan Wasan B3 yang telah
memperoleh peaztznan pengtentian kegiatan

sebagaimana dimaksud daiam Pasai 278 ayat (5) huruf a
dan ayat (7) wajib melaksanakan pemantau=zn Lingkungan
Hidup pada bekas lokasi dan/ataa fa<ii‘c. s P.nimbunan
Limbah B3 yang telzh memperoleh peretajs- 1 zenghentian
kegiatan.

(<) Perantacan . ..



SK No 084780 A

(1)

(2}

(3)

oo

2

&y

“Be

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

e &
AR T

Pemantausn Lingkungan [Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling singkat:

2. 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan penghentian
kegiatun diterbitkan, untruk fasilitas Penimbunan
limbeh B3 terupa perumbussn akhir dan sumur
injeksi;

b. 10 {sepuluh} tahun sejak penstapan penghentian
kegiatan diterbitican, untuk fasilitas Penimbunan
Limbah B3 berupa bendungan penamnung Limbah
tambang; dan

c. 5 (hima) tahiun zejak kegiatan Penimnbunan Limbah B3
dilientixan, untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3
berupa periempatan kembali di area bekas tambang.

Pemantauan Lingkungan ‘Hidup sehbagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:

a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian,
dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah
B3;

b. pemantauan kualitas Lingkuagan Hidup di sekitar
lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan

c. pelaporan hasil pemantavan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b secara berkala.

Pasal 380

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
tidak mampu melakukar sendiri Penimbunan Limbah B3
yang dihasilkanrnya, Penimbunan Limbah B3 diserabhkan
kepada Penimbun Limbah B3.

Penyerahan Limbah B3 kepada Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti
penyerahan Limbah B3.

Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
paling lama 7 (tujuhj hari setelah penyerahan Limbah B3.

Pasal 381 ...
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Pasal 381

Untik dapat melakukan Penimbunan Limbah B3 yang
diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 380, Penimbun Limbah B3 wajib memiliki:

a. Persetyjuan Lingkungan; dan

b.  Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengeiolaaan
Limbah R3.

Penimbunan Limbah B3 oieh Penimbun Limbak B3
dilakukan pada fasidiras penimbusan akhir Limbai B3
kelas I atau kelas il sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 367 ayat (3) huruf a2 dan huruf b.

Limbah B3 yang ditimbun sebagaimana dirnaksud pada
ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan cleh
1 (satuj atau beberapa Penghasil Limbah B3.

Pasal 382

Untuk dapat memiliki Persetujuan  Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (1) huruf a,
Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Persetuiuan Teknis
Pengeiolaan Limbal: B3 wuntuk kegiatan Perimbunan
Litnbah B3.

Penimbun Limbah B2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengajukan permohonan Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 kepada Menteri, dilengkapi
dengan persyaratan yang meliputi:

A.  karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang akan
ditimbun;

b. rencana pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah
B3, yang memuat:

1. desain dan rancang  bangun fasilitas
Penimbunan Limbal B3 dan fasilitas pendukung
Penimbunan Limbah BR; dan

2. jadwal pelaksanaani pembangunan fasilitas
fenimbunan Limmbah B3,
dekumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan

Limbah B2 sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 369 dan Pasal 370;

@]

d. dokumen . .
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d. dokumen mengenai desain, tekrologi, meiode, proses,
aan tasilitas Penimbunan Limbah B3;

e. prosedur Penimbunan Limbah B3;
perhitungan biaya dar mcdel keekonomian;

g hasil uji laboratorium ternadap parameter
iingkungan Hidup sesuai dengan jenis fasilitas
Penimbunan Limnbah B3;

h.  bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk
pentulihan fungsi Lingkungan Hidup;

. rencana pembarigunar  dan/atai  penyediaan
laboratorium uji Limbah B3 yang mampu 1nenguji
paling sedikit karakteristik Limbah R3 mudah
meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau
beracun;

] Sistem Tanggap Derurat berupa dokumetn program

kedaruratar Pengelolaan Limbah B3; dan

k. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi i
bidang Pengelolaan Limbah B3.

Dokumen mengenai rencana pembangunan fasilitas
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) buruf b disusun dengan memperkirakan total
konsentrasi zat pencemar Limbah B3.

Pasal 383

Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 382 memberikan pernyataan tertulis mengenai
kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan
Tekms Pengelolaan Limbah B3 paling lama 2 (duaj hari
kerja scjak permohonan diterima.

Setelah  permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalamn hel hasil veritikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menuunjukkarn:

a. permohonan . . .
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a. permohonan Persetujuan Teknis memenuhi
persyaratan  Menteri  menerbitkan  Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimburan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil verifikasi diketalui; atau

b. perinohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi
persyaratan, Menteri menolak permochonan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7
(tujuhj hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui,
disertai dengan alasan pcnolakan.

Pasal 384

Persetujuan Teknis Pengelclaan Limbah B3 untnk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjadi perubahan terhadap persyaratan yang tneliputi:

a. karakteristik Limbah B3 yang ditimbun; dan/atau

b. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau fasilitas Penirnbunan Limbath B3.

Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digjukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah terjadi
perubahan.

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
Fersetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah BJ paling lama 7
{tujuhj hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. keudaksesuaian data, Menteri menolak permohonan

perubahan Persctujian Teknis Pengelolaan Limbah

3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling

Jama 7 (tujuh) hari keria sejak hasil evaluasi
diketahui, disestai dengan alasan penolakan.

(5) Perubahan . . .
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(S} Perubahan Persetwjuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam perubahan
Persetujuan Lingkungan.

Pasal 385

(1) Persetujuan Teknis Pengeiolaan Lunbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan limbai: B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 383 ayat (3) hurul a memuat:

a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3:

b. tanggal penerbitan Persctijuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

c. kewajiban pcmegang Persetujuan Teknis Pengeloiaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limba: B3,
setelah Perizinan Berusaha terbit; dan

d. persyaratan leknis Penimbunan Limbah B3 yang
meliputi:

karakteristik Liinbah B3 vang akan ditimbun;

[

2. jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun dan
Kapasitas fasilitas Penimbunan Limbah B3;
3. desain rancang baungun fasilitas Penimbunan

Limbah B3;

4. nncian tata letak dan rincian lokasi fasilitas
Penimbunan Limbah B3;
5. hasil uji dari laboratorium terakreditasi untuk
Limban B3 yang akan ditimbun;
6. uji laboratorium terakreditasi untuk parameter
kualitas lingkungan;
7. Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 berupa
dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B2; dan
8. rincian pelaksanaan  penutupan fasilitas
Penimbunan Limbah B3.
(2) Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Jlimbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. melakukan . .
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meizkukan ideniifikasi Limbah B3 vang ditimbun;
melaksanaken Penimbunan Limbah R2 sesuai
dengan standar Penimbunan Limbah 83;

melakukan pencatatan nama dan jumiah Limbah B3
yang Jditimbur;

menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke d2lam
termpat Penyimpanan Limbah B3;

nmenyvusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan
Limbah B3;

niemiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Dar urat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kommpetensi di bidang Pengelolaan Limbah B2.

Pasal 386

Penimbun Limbah B3 wajib:

a.

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Perserujuan Teknis Pengelolaann Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;

melakukan Penyinipanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3;

melakukan  Penimbunan Limbah B3 vang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalamn
Persctujuan Teknis Pengeloiaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3;

memenuht standar Lingkungsn Hidup dan/atau
baku mutu Lingxungan Hidup mengenai pelaksanaan
Penimbunzan Limbal B3;

menaati Baku Mutu Air Limbah, jika penimbunan
menghasilkan air Limbzh;

melakukan pemagaran dan memberi tanda teinpat
Penimbunan Limbah 33;

g melakukan . ..
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g melakukan pemantavan kualitas air tanah dan
rmenanggulang dampaik: negatif yang munglin timbul
akibat keluarava imbah B3 ke Lingkungan Hidup;

h.  menutup bagian psaling atas fasilitas penimbusan
akhir Iimbah B3;

I menvusun dan menyarapaikan laporan
pembangunan fasilitas Penimbunan l.imbah B3: dan

mervusun dan menyampaikan lapcran Penimbunan
Lirbah B3, yang memuat:

.

1. naina, sumber, jumlalh, dan karakteristik
Limbaih B3; dan

2. pelaksanaar Penimbunan Limbah B3 vang
dihasilkannva.

Kewajiban menutup bagian paling atas [fasilitas
penimbusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayai (1)
huruf h dilakukan jika fasiluas penirabuisan akhir Limbah
B3 tclab terisi pennuh atau kegiatan Penimbunan Limbah
B3 seiesai dilakukan.

Laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan
kepada Menteri, secara beriahap pada kegiatan.

a. penetapan iokasi Penimbunan Limbkah B3, dengan
dilengkapi kajian tentang pemenuhan persvaratan
lckasi Limbah B3 yang meliputi:

1. bebas banjir:
2. permeabilitas tanah;

3. merupakan daerah yang secara geologis aman,
stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan
lindving; dan

4. tdak merupakan daerah resapan air tanah,
terutama yang digunakan untuk air minum;

dan

b. pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limmbah B3.

(4) Laperan . .
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Laporan pelaksanasn pembangunan fasilitas Periimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hwuf b
bagi fasilitas penimbusan akhir Limbah B3, memuat
informasi mengenai:

a. sistem  pelapis sesuai dengan kelas fasilitas
penimbusarn akhir Lirmbah B3; dan

b.  hasil tes kebocoran, untuk fasilitas penimbusan akhir
Limbah B3 kelas I dan kelas II.

Pelaporan secara bertahap disampaikan kepada Menteri,
paling lambat i4 (empat belas) hari setelah selesainya
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
hurur b.

Laporan Penimbunan Limbab B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Menteri paling
sedikit 1 (satu) kali dalamm 6 (enam! bulan sejak
Persetujuan Teknis Pengelclaan Limbah B3 diterbitkarn.

Pasai 3R7

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limmbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 ayat
(4), Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10
(sepuluh) hari sejak laporan diterima

Dalam bal hasii verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Penimbunan Limbah B3:

a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelclaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3,
Menteri  menerbitkan SLO  untuk  kegiaian
Penimbunan Limbah B3; atau

b. idak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Penimbun Limbah
B3 menguban rcncana fasilitas Penimbunan i.imbah

B3 yang termuat dalam Persetujuan Teknis
Pengeiolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampalan surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (iujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

(4) SLO . . .
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SLG untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf a menjadi dasar dimulainva:

a. kegiatan operasional Fenunbunsn Limbah B3: dar

b. pengawasan terhadap kctaatan penanggung jawab
Usaha dan/ata2u Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 388

Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan
Teknis  Pengeiolaar: Limbah B3 untuk kegiatan
Penimburen Limbah BE wajib memiliki peneiapan
pengnentian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan Usaha dor /atau Kegiatan;

b. mengubah penggunaan atau meimindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Penimbunan Lirnbah B3; atau

¢. melakukan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah
B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah
penuh.

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melakukan pemuliban fungsi Lingkurnigan Hidup
dalam hal terjaci Pencemaran Lingkungen Hidup, dan
harus mengajukan permohonsan secara tertulis kepada
Menzteri.

Permohonan penetapan penghentian kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi deagan:
a. 1dentitas pemochon:

b. laporan pelaksansan Penimbunan Limbah B33;
dan/atau

¢. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Menteri setelah mernerima permononan. sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) mclakikan evaluasi terhadap

permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian

kegiatan paling lama 10 (sepulub} hari kerja sejak

permohenan diterima.

Pasal 389 . ..
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Pasal 389

Penimbun Limbah B3 yang telah memperoieh penetapan
penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
388 ayat (4) wajib melaksanakan pemantauan Lingkungan
Hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan
Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian
kegiatan.

Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 {tiga puiuh)
tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan.
Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:

a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian,
dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah
B3;

b. pemantauan kualitas Lingkungan Hidup di sekitar
lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan

c. pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b secara berkala.

Paragraf 10

Dumping (Pembuangan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

SK No (097491 A

Pasal 390

Setiap Orang dilarang melakukan Dumping {Pembuangan)
Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa Persetujuan dari
Pemerintah Pusat.

(1)

Pasal 391

Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup
wajib memiliki Persetujuan dari Pemerintah.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan), dan menjadi dasar dalam penerbitan
Persetujuan Lingkungan.

(3) Setiap . . .
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Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan
Limbah B3.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan untuk kegiatan Dumping {Pembuangan) Limbah
B3 ke media Lingkungan Hidup berupa:

a. tanah; dan
b. laut.

Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup
berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366
sampai dengan Pasal 379.

Pasal 392

Limbah B3 yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup berupa laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (4) huruf b
berupa:

a. tailing dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan;

b. serbuk bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau
Kegiatan eksplorasi dan/atau ekspioitasi di laut
menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis
{synthetic-based mud); dan

c. serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pemboran
Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau
eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor
berbahan dasar air (water-based mud).

Terhadap Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun

sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke
laut.

Pasal 393 . ..
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Pasai 393

Untuk memperoleh Persetujuan Teknis untuk kegiatan
Dumping (Pembuangan) ke laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 391 ayat (4) huruf b, Setiap Orang yang menghasilkan
Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Menteri.

Pasal 394

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393
dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

a. identitas pemohon; dan

b. dokumen kajian teknis Dumping {Pembuangan) Limbah
B3 yang paling sedikit meliputi keterangan mengenai:

1. nama, sumber, karakteristik, jenis, jumiah, dan debit
Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping
(Pembuangan) Limibah B3;

2. studi pemodelan Dumping (Pembuangan) Limbah B3:

a) untuk kegiatan di sektor pertambangan,
memperhatikan keberadaan termoklin
permanen dan kedalamannya; dan

b) untuk kegiatan di sektor minyak dan gas,
memperhatikan angin musim;

3. lokasi tempat dilakukannya Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 dilengkapi dengan peta lokasi Dumping
{Pembuangan) Limbah B3;

4. diagram alir proses pengolahan Limbah yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

5. rona awal laut, biota laut, dan sedimen;

6. studi pemodelan untuk Limbah B3 yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

7. hasil yji dari laboratorium terakreditasi:

a) untuk kegiatan dari sektor minyak dan gas,
meliputi parameter:

1) toksikologi Lethal Concentration-S0 (LCso)
96 (sembilan puluh enam) jam,;

2) total . . .
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2) total konsentrasi logam berat;
3) total petroleum hidrokarbon (TPH); dan
4)  poli aromatik hidrokarkon {PAH);

b) untuk kegiatan dari sektor pertambangan,
meliputi parameter:

1)  toksikologi Lethal Concentration-50 (LCso)
96 {(sembilan puiuh enam) jam;

2) total konsentrasi logam berat; dan
3) teratogenisitas;
komposisi bahan kimia dalam lumpur bor;

peta batimetri, daerah sensitif, alur pelayaran, dan
daerah terlarang terbatas; dan

Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 395

Lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf b'angka
3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

a.

b.

terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan
termoklin permanen; dan

tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan
termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pengolahan hasil
pertambangan harus memenuhi persyaratan lokasi yang
meliputi:

a.

b.

terletak di dasar laut dengan kedalaman lebih dari
atau sama dengan 100 m (seratus meter);

secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya
ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang
mengarahkan tailing ke kedalaman lebih dari atau
sama dengan 200 m (dua ratus meter); dan

c. tidak . ..
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¢. tidak ada fenomena up-welling.

(3) Dalam hai tidak terdapat laut yang memiliki lapisan
termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat. (1)
hurui a, lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limbeli B2 berupa serbuk por dan lumpur bor dari hasil
pemboran Usaha dan/atau Kegiatan sksplorasi dan/atau
eksplnitasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392
ayat (1) huruf b dan huruf ¢ harus memenuhi persyaratan:

a. terletak di laut dengan kedalaman lebih dari atau
sama dengan 50 m (lima puluh meter); dan

b. dampaknya berada di dalam radius lebih kecil dari
atai: sama dengan 500 mi (lima ratus meter) dari
lokasi pemboran di laut.

(4) Limbah B3 berupa serbuk hor dan lumpur bor dari hasil
vemberan Usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau
eksploitesi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392
ayat {1} huruf b dan huruf c yang dapat dilakukan
Dumping (Pembuangan) Lirmbah B3 ke lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan ayat (3) merupakan
Limbah B3 vang tidak memiliki kandungan hidreckarben.

Pasal 396

Dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 394 huruf b angka 10
paling sedikit memuat:

a. orgamsasi;
b. idencifikasi, pengaktifan, dan pelaporan:
¢. prosedur penanggulangan; dan

jenis dan spesifikasi peralatan.

Pasz] 297

-
-t
~—

Menteri setelah meaerima permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 394. memberikan pernyataan
tertutis mangenai kelengkapan administresi permohonan
paling lama 2 (dua) hari k=rja sejak permohonan diterima.

(2) Setelan . . .
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Setelah  permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

a. permchonan memeruhi persyaratan, Menteri
menerbitkan  Persetujrar Teknis untuk kegiatan
Durmping (Pembuangar) Limbah B3 paling lama 7
{tujiih! hari kerja sejak nasil verifikasi diketanui; atau

b. permohonan tidak memenuhi persyaratan, Memnteri
menolak permohinen Persetujuan Teknis untuk
kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B2 paling
lama 7 ({tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi
dikerahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 398

Pemegang Perserujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
{(Pembuangan) Limbah B3 wajib mengajukan perubaharn
persetyjuan jika terjadi perubahan terhadap persyaraian
yang meliputi:

a. 1identites pemochen;
b. akta pendirian badan hukum,;

c. namna, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit
Limbah B3 yvang dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3; dan/atau

d. inetode dan tata cara Durmnping (Pembuangan) Limbah
B3.

Permohcnan perubahar Persetujuan Teknis untuk
kegiatan Dumping (Pernbuangan) Limbah B3 diajukan
secara tertulis kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari
setelah terjadi perubahan.

Permohonan perubahan  Persetujuan Teknis untuk
kegiatan Dumping ‘Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} dilengkapi dengan dokumen yvang
menunjukkan perubahan terhadap persyaratan
sebagaimeana dimaksud pada avat (1).

(4) Mencert . . .
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Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis
diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan
Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui,
disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 399

Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 397 ayat (3) huruf a dan Pasal 398 ayat (5) huruf a
paling sedikit memuat:

a. identitas pemegang persetujuan;
b. tanggal penerbitan persetujuan;
c. persyaratan Lingkungan Hidup; dan

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis untuk
kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit meliputi:

a. melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun
Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3; dan

b. melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis untuk kegiatan
Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:

a. inelakukan identifikasi Limbah B3 yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

b. melakukan . . .
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melakukan pencatatan nama dan jurnlah Limbah B3
yang zkan diiakukan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3;

nielakukan pemantauan kualitas air laut pada titik
penaatan;

meuyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
Dumping (Peinbuangan) Limbah B3;

memiliki dan melaksanskan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumernr: program kedaruratan Pengeloiaan
Limbah B3; dan

memliki  tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 400

Setelah Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 terbit, pemegang Persctujuan
Teknis wajib

a.

melaksanakan kewajibun sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3;

melakukan netralisasi aten penurunan kadar racun
untuk Dumping (Pembuanganj Limbah B2 berupa
tailing;

melakukan penurunan kandungan hidrokarbon tctal
terhadap Limbah B3 untuk Dumping {(Pembuangan)
Lirnbah B3 berune serbuk bor dan lumpur ber;
memenuhi komposisi Limbah B3 yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
melakukan pernantatan terhadap dampak

lingkungan dari pelaksanaan Dumping
(Pembuanganj Lunbah R3;

menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

mnemlik: dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berapa dokumern: program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B2; dan

h. memiliki . . .
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h. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit
memuat:

a. nama, sumber, karakteristik, jumlah, debit dan
volume Limbah B3; dan

b. pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3
yang dihasilkannya.

Laporan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) diterbitkan.

Pasal 401

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika bermaksud:

a.
b.

(1)

(2)

menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau

mengubah penggunaan dan/atau memindahkan lokasi
Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 402

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.

Permohonan penetapan penghentian kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. identitas pemohon; dan

b. laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3.

(3) Menteri . . .
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(3) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Paragraf 11

Pengecualian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 403

(1) Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari
Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.

(2) Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib
melaksanakan uji karakteristik Limbah B3.

(3) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara berurutan.

(4) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi uji:

a. karakteristik mudah meledak, mudah menyala,
reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan
parameter uji sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini,

b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LDso
untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik
yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LDso lebih
kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh
miligram per kilogram) berat badan hewan uji;

c. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LDso
untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik
yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LDso lebih
besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per
kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari
atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram
per kilogram) berat badan hewan uji;

SK No 083213 A d. karakteristik . . .
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d. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LDsp
untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik
yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LDso lebih
besar dari 500C mg/kg (lima ribu miligram per
kilogram) berat badan hewan uji;

e. karakteristik beracun melalui TCLP untuk
menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang
diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil
dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar
pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan

f.  karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-
kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
ini.

Pasal 404

Dalam melakukan uji karakteristik Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Setiap Orang
yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib
menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk
masing-masing uji.

Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik
Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan laboratorium
yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar
Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium
yang baik.

Pasal 405

Hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 403 disampaikan oleh Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik kepada
Menteri.

(2) Penyampaian . . .
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Penyampaian hasii uji  karakteristik Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
permohonan pengecuaiiann Limbah B3 dari surmber
spesifik secara fertulis dan dokumen yang paling sedikit
meliputi:

a. identitas pernochon;

b. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik yang
dihasilkan;

c. baban baku dan/atau bahaun penolong vang
digunakan dalam proses produksi yang

inenghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik; dan

d. proses produksi vang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik.

Menteri setelah menenma permchonan pengecualian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan tim ahli
Limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap hasii uji
karakterisiik Limbah B3.

Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan tim ahl: Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Paszal 280.

Pasal 406

Evaluasi oleh tim ahili Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4G5S ayat (3) meliputi identifikasi dan analisis
terhadap:

a. hasil uji karakteristik Limbah B3;

E.  proses proauksi pada Usaha danjatau Kegiatan yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik; dan

c. bahan baku dan/atau bahan penolong yang
digunakan dalam proses produksi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling lamna 10 (sepuluh) hari kerja seiak Menteri

memberikan periugasan.

Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil

evaluasi kepada Menteri paling lama 4 {empat) hari kerja
sejak hasil evaluasi diketahui.

(1) Rekomendasi . . .
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Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat:

a. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik;
b. dasar pertimbangan rekomendasi; dan

c. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji
karakteristik Limbah B3.

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya
karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik,
rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan
bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan
Limbah B3 dari sumber spesifik yang dikecualikan dari
Pengelolaan Limbah B3.

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya
karakteristik * Limbah B3 dari sumber spesifik,
rekomendasi tim ahli Limbah B3 meinuat pernyataan
Limbah B3 dari sumber spesifik tetap merupakan Limbah
B3 dari sumber spesifik.

Pasal 4C7

Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli Limbah B3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 menetapkan:

a. pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 terhadap
Limbah B3 dari sumber spesifik; atau

b. Limbah B3 dari sumber spesifik tidak dikecualikan
dari Pengelolaan Limbah B3.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1)
dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
rekomendasi disampaikan oleh tim ahli Limbah B3 kepada
Menteri.

Paragraf 12

Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

SK No 097497 A

(1)

Pasal 4C8

Dalam hal Limbah B3 akan diekspor ke negara penerima,
Penghasil Limbah B3 atau eksportir Limbah B3 harus
mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah
Republik Indonesia melalui Menteri.

(2) Permohonan . .
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Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi dengan keterangan paling sedikit mengenai:

a.
b.

C.

0

identitas eksportir Limbah B3,;
negara tujuan ekspor Limbah B3;

dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan
jumlah Limbah B3 yang akan diekspor;

alat angkut Limbah B3 yang akan digunakan,;
negara transit;

tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau
terminal tujuan transit, waktu tinggal di setiap
transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan
keluar;

dokumen mengenai asuransi;
dokumen mengenai pengemasan Limbah B3;

dokumen mengenai tata cara penanganan Limbah B3
yang akan diangkut; dan

dokumen yang berisi pernyataan dari Penghasil
Limbah B3 dan eksportir Limbah B3 mengenai
keabsahan dokumen yang disampaikan.

Pelaksanaan ekspor Limbah B3 dapat dilaksanakan
apabila:

a.

notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dikirimkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
kepada negara penerima disetujui negara penerima,;
dan

notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dikirimkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
kepada negara transit disetujui negara transit.

Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disetujui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan negara
transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi
ekspor Limbah B3.

(5) Rekomendasi . . .
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(5) Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan 1zin ekspor rimbah
B3 yang diberikan olehh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin
ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Pasal 409

(1) Dalam hai Limbah B3 akan dimasukkan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Repubiik Indonesia untuk tujuan transit,
Pengangkut Limbah B3 melahui tiegara eksportir Limbah
B3 haris mengajukan pernichonan rnotifikasi kepada
Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri.

,_~
‘
N

Menteri memberikan jawaba:r berupa persetujuan atau
penolakan atas permchonan notifikasi sebagaimana
dimaksud pada avat {1) dalam waktu paling lambat 50
(enam puluh) hari sebelain transit dilakukai..

(31 Dalam ha! Menteri menolak permohenan notifikasi
sebagaimana dimmaksud pada ayat (2) harus disertai
dengan alasan penoiakan.

Paragrat 13

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan Pemulintan Fungsi Lingkungan Hidup

SK No 084803 A

Pasal 410

Setiap Orang yang menghacilkan Limbah B3, Peagumpul
Limbah B2, Pengzagkut Lumbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B2, den/aiau Penimbuwi: Limbah B3 yang
inclakukan Pencewalan Lingkungan Hidup dan/atau
Perusakan Lingkungan dlidup weajib melaksanakan:

a. Penauggulangan Pencemaran Lingkungarn Hidup
dan/arzu Kerusakan Lingkunsan Fidap; dan

. porratihan fungs! Lingkungan Hiaap.
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Pasal 411

Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

permulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 412

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 410 huruf a dan Pasal 411 huruf a
dilakukan dengan:

a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup kepada masyarakat;

b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau

d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pemberian informasi mengenai peringatan adanya
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media
elektronik paling lama 24 {dua puluh empat) jam sejak
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup diketahui.

Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit
meliputi:

a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup;

b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup;

c. identifikasi . . .
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c. identifikas:t dan penetapan daerah berbshaya; dan

peryusunan dan penyvampaian laporan terjadinya
potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Rerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf ¢ dilakukan dengan cara
paling sedikit meliputi:

a. penghentian proses produksi;

b. pcnghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait
dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

c. tindakan tertentu urntuk meniadakan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungarn
Hidup pada suimnbernya; dan

d. penyusunan dan penvampaian laporan pelaksanaan
penghentian  Pencemaran  Lingkungan  Hidup
dan/alau Keruvsakan Lingkungan Hidup kepada
Menteri, gubernur, artat bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannys.

Pasal 413

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pihiak ketiga tuntuk
melakukan Peranggulangan Pencemaren Lingkungan
Hidup dan/atau Kerasakan Lingkungan Hidup atas beban
biaya:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbahk B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B2, Pengo!ah Limbah B3,
dan/atau Penimbun lLimbah B3 sebagaimana
cimaxsud dalam Pasal 410; dau

b. Setiap . . .
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